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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., sang pencipta
alam semesta, manusia, dan kehidupan lainnya beserta seperangkat aturan-aturan-
Nya. Semoga seluruh umat manusia senantiasa mematuhi segala perintah-Nya.
Z25'"72¢1¢'-™S'S__155'-Se31eS7 "01"7¢S¢S'31eS—1"—S¢S*, ¢SdL +'S—e7e
dapat mempersembah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
atau (Civic Education ini ke hadapan para mahasiswa dan para pembaca yang
budiman.

Lantunan selawat serta iringan salam semoga tercurah selamanya kepada
Nabi Muhammad Rasulullah saw., sang pelita alam, sehingga Islam tersebar luas ke
penjuru dunia dan manusia mengenal Rabb-nya. Buku berjudul Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Civic Education sengaja disusun sebagai buku
daras untuk tingkat perguruan tinggi, baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau di
Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sehingga dapat menjadi referensi untuk memenuhi
kebutuhan mahasiswa atau para pembaca yang sedang mempelajari atau mengikuti
perkuliahan PPKn.

Mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang.
Maka mereka diharapkan dapat memahami makna, kedudukan historis Pancasila
yang sebenarnya, kemudian mampu memahami ruang lingkup dan urgensimateri
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan latar belakang sosio-
historis maupun secara empiris.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung
dalam penulisan buku daras ini. Mudah-mudahan amal baiknya dicatat sebagai
amal saleh yang diterima oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis berharap, bahwa di balik ketidaksempurnaan penulisan
buku ini dapat ditemukan sesuatu yang sangat berharga yang dapat memberikan
manfaat bagi penulis, para mahasiswa, dan para pembaca. Juga penulis berharap
adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atas perbaikan dan
penyempurnaan berikutnya, dan semoga buku daras Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Penulis
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A. LATAR BELAKANG

S—ES®'*+S1SeSeS'1eS®Ss>1 +@SeSel—7¢S5S1 Z™7¢e’"1 —e"—7@®’S
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945, serta diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 1| Nomor 7
bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.
SeS—-1™Z75“SeS—S—1®72“S>S'0172"®’'e*Z—®’l S—ES®’'*+S1®Z2<S-S
Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik
sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang
berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan kata lain, perkataan
dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar
e@SeSel1®@Z>08S1™S —eS—eS_1"e7™1¢S—2@eS1eS—1 7255851 —e"—Z®’S
dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.
Berdasarkan kenyataan di atas, gerakan reformasi berupaya untuk me-
ngembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik
Indonesia. Hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR tahun
1998 Nomor XVIIUMPR/1998, disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus
juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia.
Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada
Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas
tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa
inilah yang harus segera diakhiri. Sejalan dengan hal itu, dunia pendidikan tinggi
memiliki tugas mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa
untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan objektif.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada
masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elite, politik serta sebagian masyarakat
beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Oleh karena
itu, mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan
kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan
ideologi Pancasila pada era reformasi dewasa ini akan sangat berakibat fatal bagi
bangsa Indonesia, yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara
yang pada saatnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang
telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dahulu.
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Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah reformasi yang telah berjalan
empat tahun namun belum menampakkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat.
Nasionalisme bangsa rapuh sehingga martabat bangsa Indonesia dipandang rendah
di masyarakat internasional.

Berdasarkan alasan serta kenyataan objektif tersebut maka menjadi tanggung
jawab kita bersama sebagai warga negara untuk mengembangkan serta mengkaji
Pancasila sebagai suatu hasil karya besar bangsa kita yang setingkat dengan
paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini, seperti liberalisme, sosialisme, dan
komunisme. Upaya untuk mempelajari serta mengkaji Pancasila tersebut, terutama
dalam kaitannya dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan
tatanan negara kita yang porak poranda dewasa ini. Reformasi ke arah terwujudnya
masyarakat dan bangsa yang sejahtera tidak cukup hanya dengan mengembangkan
eS—1-7-<Z®S>"S—1"2«Z—E'S—81-72—"<S>"S—1®'""S™1S—1""—e' &’
politik, melainkan dengan segala kemampuan intelektual serta sikap moral yang
arif demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara sebagaimana yang telah
diteladankan oleh para pendiri negara kita dahulu.

1. Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
®Z—S—e'S®eS1-7-"""1025¢71™MS—eS—eS—1"e7™3]1 eSeSel’ez™g]
agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional.

Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa

¢S’ —i1 755817 —7—"0—-21S—1¢'<Z>8e'00-721-272+5""S—1¢5@S>1 +eS-
suatu konsep ideologi tertentu. Misalnya, komunisme mendasarkan ideologinya

pada suatu konsep pemikiran Karl Marx.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan

hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural

yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan

kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya merupakan

suatu hasil konseptual seseorang, melainkan merupakan suatu hasil karya besar

bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh

«(S—e@S1 —e"—Z7®'S1®eZ—+'>"1-2+Se72’1™s"®Z®1>Z Z"®’1 «"@~ ;e@l1™S>¢

“Z27S5>—"81 i1 S——081 il S4S81 Z™"—"1®Z>eS1™S>S1eTTII™MZ e’y —7

Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar

bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang

mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-

sila Pancasila. Oleh karena itu, para generasi penerus bangsa terutama kalangan

intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam arti

mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan
jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan
Pendidikan Kewarganegaraan.
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Demikian juga berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI., Nomor 232/

U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian

Sce’sl Z+S“S>1 S'Sce’e S81™SeS+1WV1ISESe1adWile'ZeS®e”"S—1<S* S1”
Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program
studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan. Sebagai realisasi dari SK tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan
Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, tentang
Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Pada pasal
Y1e'ZeS®"S—1<¢S* S1""—-™ZeZ —@'1"2¢"-™""1_-8Se¢S51"7¢’S*'1 1<Z>¢2“2S—
kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas
sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila
©Z>02¢7291SeSeS'1e75>¢'5’1SeS@leZS —1®Z+s'1""+*">'d]l «"®~ ®ed1"Z-¢
berbangsa dan bernegara juga dikembangkan etika politik. Pengembangan rambu-
rambu kurikulum tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu mengambil sikap
sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan
rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-
nilai budaya demi persatuan bangsa.

3.1 S—eS®eS—1"'+"®e” @
S—ES®’'+S1-72>7™MS"S—1S®S>1 ¢eSeSel —7¢S>S1S—1 ™SS
Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan moral untuk secara
konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat,
<Z>¢S—2@S81eS—1¢Z>—7S5Si11 Sel’—'1<¢Z>2S®@S>"S—1™MSeS1007S71"7-
dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara
mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara
o"e” el1-2>2™S"S—1 """ 1<S—e®@S1 —e"—7Z®’'Sl®Z«Zei-1-2Z—+">"S—
ZES>S1 +"@” ®©d1«S—e®S1 —e"—Z®’'S1®ZcZ72-1-2—¢">""S—1—
bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan
objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak
suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat
0-2>2™S"S—17—02>1™""""1 —7+S>Si01eZ'’ —*+S1®ZES>S1 «"®”~ ®l-
dan berkerakyatan. Konsekuensinya, rakyat menjadi dasar ontologis demokrasi
karena merupakan asal mula kekuasaan negara.
eS®1eS®ES>1™Z —e750’S—1 e"@™ ®©leZ>007¢721-S5"S1eSeS—1'"e7™1¢7>
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penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk
sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam
realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini, sudah menjadi
suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan
kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial
budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

B. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan
Nasional serta termuat dalam SK Dirjen Dikti. Nomor 38/DIKT1/Kep/2003,
«'ZeS®"S—1 <S5 S1 ¢72"725—1 Z—+'¢'"S—1 S—ES®'+S1 -72—+S$>8""S—1 "
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moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku
yang mencerminkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam
masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama kebudayaan dan beraneka
ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan
kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, hingga
perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh
tanggung jawab, yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang
profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila ialah seperangkat
tindakan intelektual penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam
memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan
bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran
tindakan ditinjau dari aspek iptek, etika, ataupun kepatutan agama serta budaya.

Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan peserta didik yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku, (1) memiliki
kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan
hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan
kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan
dan perkembangan ilmu pengetauan, teknologi dan seni, serta (4) memiliki
kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk
menggalang persatuan Indonesia.

Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan
mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi
oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan
cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

C. PEMBAHASAN PANCASILA SECARA ILMIAH
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1. Berobjek

Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah
harus memiliki objek. Oleh karena itu pembahasan Pancasila secara ilmiah harus
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macam: “objek forma’ dan “objek materia’. ‘Objek forma’ Pancasila adalah suatu
sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut pandang
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apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai

macam sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ‘moral’ maka terdapat bidang
™Z7-¢S'SeS—1-"5S+1 S>"ES®’'+S01S>’1@ze2e1™S—eS—01 72""—"-" 1-8§
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pembahasan pers Pancasila. Dari sudut pandang ‘hukum dan kenegaraan’ maka
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‘Objek materiel’ Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran

pembahasan dan pengkajian Pancasila, baik yang bersifat empiris maupun non-

empiris. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain,

bangsa Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila atau sebagai asal mula nilai-

nilai Pancasila. Oleh karena itu, objek materia pembahasan Pancasila adalah bangsa

Indonesia dengan segala aspek budayanya, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Objek materia pembahasan Pancasila dapat berupa hasil budaya bangsa

Indonesia, seperti lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah,

benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum serta naskah-naskah

kenegaraan lainnya, dan adat-istiadat bangsa Indonesia sendiri. Adapun objek yang

bersifat nonempiris meliputi nilai-nilai budaya, nilai moral, serta nilai-nilai religius

yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter, dan pola-pola budaya dalam

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Bermetode

Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara
atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan
suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat
tergantung pada karakteristik objek forma dan objek materia Pancasila. Salah
satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metodeanalitico syntetic,yaitu
suatu perpaduan metode analisis dan sintesis. Oleh karena objek Pancasila banyak
berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah maka lazim digunakan
metode ‘hermeneutika’, yaitu suatu metode untuk menemukan makna di balik
objek, demikian juga metode ‘koherensi historis, serta metode ‘pemahaman,
penafsiran dan interpretasi’. Metode-metode tersebut senantiasa didasarkan atas
hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan.

3. Bersistem

Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan sesuatu yang bulat dan utuh.
Bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan.
Antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi
(saling hubungan) maupun interdependensi (saling ketergantungan). Pembahasan
Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Pancasila
itu sendiri merupakan suatu kesatuan dan keutuhan “'majemuk tunggal’. Kelima sila
itu, baik rumusannya, inti, maupun isinya merupakan suatu kesatuan dan kebulatan.
Pembahasan Pancasila secara ilmiah, dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam
>’ —¢S10eZ—+'5"01<¢Z>S5¢’1 S—ES®’'+sS1'e721®Z—'>'1-2—"Se’17<"Z2"1™7
senantiasa bersifat koheren (runtut), tanpa adanya suatu pertentangan di dalamnya,
sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang sistematik.
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4. Bersifat Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya
kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, dan
jumlah tertentu. Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila, hakikat ontologis nilai-
nilai Pancasila adalah bersifat universal. Dengan kata lain, baik inti sari, essensi,
maupun makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah
bersifat universal.

D. TINGKATAN PENGETAHUAN ILMIAH

Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta kompetensi pengetahuan
dalam membahas Pancasila secara ilmiah maka perlu diketahui tingkatan penge-
tahuan ilmiah sebagaimana halnya pada pengkajian pengetahuanpengetahuan
lainnya. Tingkatan pengetahuan ilmiah dalam masalah ini bukan berarti tingkatan
dalam hal kebenarannya, namun lebih menekankan pada karakteristik pengetahuan
masing-masing. Tingkatan pengetahuan ilmiah tersebut, sangat ditentukan oleh
pertanyaan-pertanyaan ilmiah berikut ini.

1 Z—eZ7e+SdesRriptit -------------- suatu pertanyaan ‘bagaimana’
1 Z—eZ7e+SkaSa—%--—-- suatu pertanyaan ‘mengapa’

1 Z—eZ7eSndr@atifl-------------- suatu pertanyaan ‘ke mana’

1 7 —e+Z7+Sésehsiall-------mm- suatu pertanyaan ‘apa’

1. Pengetahuan Deskriptif

Dengan menjawab suatu pertanyaan ilmiah “bagaimana’, akan diperoleh suatu
pengetahuan ilmiah yang bersifat deskriptif. Pengetahuan macam ini adalah suatu
jenis pengetahuan yang memberikan suatu keterangan, penjelasan secara obijektif,
tanpa adanya unsur subjektivitas. Dalam mengkaji Pancasila secara objektif, kita
harus menerangkan, menjelaskan, serta menguraikan Pancasila secara objektif sesuai
dengan kenyataan Pancasila itu sendiri sebagai hasil budaya bangsa Indonesia.
Kajian Pancasila secara deskriptif ini antara lain berkaitan dengan kajian sejarah
perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, serta kajian tentang kedudukan dan
fungsi Pancasila. Misalnya: Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila
sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia,
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan sebagainya.

2. Pengetahuan Kausal

Jawaban dari pertanyaan ilmiah ‘mengapa’ adalah suatu jenis pengetahuan
‘kausal’, yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab
dan akibat. Dalam kaitannya dengan kajian tentang Pancasila maka tingkatan
pengetahuan sebab-akibat berkaitan dengan kajian proses kausalitas terjadinya
Pancasila, yang meliputi empat kausa: kausa materialis, kausa formalis, kausa
Z ©'2—081S—1"S70@S1 —Se’'®il Z¢S'—1'+281e72S+21™7>¢S—¢SS—1=<S+
‘mengapa’, suatu pertanyaan ke mana’, dan suatu pertanyaan "apa’, juga berkaitan
dengan Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber segala norma
dalam negara, sehingga konsekuensinya dalam segala realisasi dan penjabarannya
senantiasa berkaitan dengan hukum kausalitas.
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3. Pengetahuan Normatif

Tingkatan pengetahuan “normatif’ merupakan sebagai hasil dari pertanyaan
ilmiah “'mana’. Pengetahuan normatif senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran,
parameter, serta norma-norma. Dalam membahas Pancasila, tidak cukup hanya
berupa hasil deskripsi atau hasil kausalitas belaka, melainkan perlu untuk dikaji
norma-normanya karena Pancasila itu untuk diamalkan, direalisasikan, serta
diwujudkan. Untuk itu, harus memiliki norma-norma yang jelas, terutama dalam
kaitannya dengan norma hukum, kenegaraan, serta norma-norma moral.

Dengan kajian normatif ini maka kita dapat membedakan secara normatif
realisasi atau pengamalan Pancasila yang seharusnya dilakukan ¢las solleh dari
Pancasila dan realisasi Pancasila dalam kenyataan faktualnya (as seipdari Pancasila
yang senantiasa berkaitan dengan dinamika kehidupan serta perkembangan
zaman.

4. Pengetahuan Esensial

Dalam ilmu pengetahuan, jawaban atas pertanyaan ilmiah ‘apa’ adalah
pengetahuan yang ‘esensial’. Pengetahuan esensial adalah tingkatan pengetahuan
untuk menjawab suatu pertanyaan tentang hakikat segala sesuatu dan hal ini dikaji
eSeS—1ceS—el1’e—721 e@SeSeil ¢2°'1"S>2—S1'+281"S*’S—1 S—ES0e’'+S1:
hakikatnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang inti sari atau makna
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hakikat sila-sila Pancasila.

E. LINGKUP PEMBAHASAN PANCASILA YURIDIS
KENEGARAAN

Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat
luas, tergantung pada objek forma atau sudut pandang pembahasannya masing-
rnasing. Pancasila dibahas dari sudut pandang moral atau etika maka lingkup
pembahasannya meliputi ‘etika Pancasila’ dibahas dari sudut ekonomi maka kita
dapatkan bidang ‘ekononti Pancasila’, dari sudut pandang pers ‘pers Pancasila’, dari
sudut pandang epistemologi maka kita dapatkan ‘epistetnologi Pancasila’ dari sudut
™S —eS—e1 +@S+Se1-5"S1"'+eS1eS™Se"S 1 e@SeSel S—ES®’'+S §1S-S
dibahas dari sudut pandang yuridis kenegaraan maka kita dapatkan bidang
‘Pancasila yuridis kenegaraan’. Pancasila yuridis kenegaraan meliputi pembahasan
Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, sehingga
meliputi pembahasan bidang yuridis dan ketatanegaraan, realisasi Pancasila dalam
segala aspek penyelenggaraan negara secara resmi, baik yang menyangkut norma
hukum maupun norma moral.
Tingkatan pengetahuan ilmiah dalam pembahasan Pancasila yuridis kenegara-
an adalah meliputi tingkatan pengetahuan deskriptif, kausal, dan normatif. Adapun
o' —+"SeS—1 ™7 _e7e5'7S—1"'e—"S'172®@Z—®'Se1+'<S5'S®1l+SeS—1ceS—o:
yaitu membahas sila-sila sampai inti sarinya, makna yang terdalam, atau membahas
sila-sila Pancasila sampai tingkat hakikatnya.
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F. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum
dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan
mempertahankan kemerdekaan hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan
kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan
yang berbeda itu ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai
perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang.Kesamaan nilai-nilai
ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh
menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah, telah terbukti pada
Perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa itu dilandasi
oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk
berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa
Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat
melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan,
kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah
yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di samping itu, nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan
setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sudah
terbukti keandalannya.
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mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, telah mengalami pasang surut sesuai
dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat
perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini
disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan
internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan,
perekonomian, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan global. Kondisi ini
S"S—1-72—7-<2'""S—1¢Z>¢S¢S'1""— ""1"Z™7 ¢’ —+e5—-31¢S""1S—S5S1—
negara berkembang, antara negara berkembang dan lembaga internasional, maupun
antarnegara berkembang. Di samping itu, isu global yang meliputi demokratisasi,
hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, turut pula memengaruhi keadaan
nasional.

Globalisasi yang juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi,
membuat dunia menjadi transparan, seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa
mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur
global. Kondisi ini akan memengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan memengaruhi pola pikir,
sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan
memengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.
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Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah
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menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan,
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Perjuangan ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga
kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang
cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka
bela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan
mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan
Kewarganegaraan.

2. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarga-
negaraan

a. Hakikat pendidikan

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin
kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna
(berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan
kemampuan kognitif dan psikomotorik). Generasi penerus tersebut diharapkan
akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan
selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan
internasional. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global
yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks
dan ketakterdugaan. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar
kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola
pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan
Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

b. Kemampuan warga negara

Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi per-
kembangan, perubahan masa depannya, suatu negara sshgat memerlukan
pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang berlandaskan
nilai-nilai Pancasiia, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Nilai-
nitai dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan warga
negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan
wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan
bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional
dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai Iptek dan seni.
Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya.
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Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut di
atas, pembekalan kepada peserta didik di Indonesia dilakukan melalui Pendidikan
Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara, llmu Sosial Dasar, llmu Budaya Dasar, dan liImu
Alamiah Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan yang disebut kelompok
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum
Perguruan Tinggi.

c. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan
Kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal
persahabatan, pengertian antarbangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara,
dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan ini dilaksanakan
oleh Depdiknas di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(Ditjendikti).

Kualitas warga negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan
hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di samping pada
tingkat serta mutu penguasaannya atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, akan mewujud
dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi Demokrasi
dan Hak Asasi Manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai
dengan kehidupannya sehari-hari.

d. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Rakyat Indonesia, melalui majelis perwakilannya (MPR), menyatakan bahwa:
Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan
untuk “meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan
manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan
masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional
dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.

Selanjutnya mereka menyatakan bahwa: “Pendidikan Nasional bertujuan
untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhudi luhur, berkepribadian, mandiri,
maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional,
bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan
Nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air,
meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada
sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa
depan”.

Jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan
sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan
di kalangan mahasiswa hendak dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
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Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah
yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan berkepribadi-
an Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan
Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan
dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Itu berarti bahwa
materi instruksional Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus terus-
menerus ditingkatkan, metodologi pcngajarannya dikembangkan kecocokannya,
dan efektivitas manajemen pembelajarannya, termasuk kualitas dan prospek karier
pengajarnya, dibenahi.

e. Kompetensi yang diharapkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan
dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan
Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa
tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan
tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan
Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung
jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan
memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan
Nasional. Sifat cerdas yang dimaksud tersebut tampak pada kemahiran, ketepatan,
dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat bertanggung jawab tampak pada
kebenaran tindakan, ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika serta
kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental
yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan
perilaku yang:
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nilai falsafah bangsa.
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bernegara.
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kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Negara Kesatuan
Republik Indonesia “diharapkan mampu: “Memahami, menganalisis, dan menjawab
masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara
berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang
digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.
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Dari uraian di atas tampak bahwa dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi
pengaruh global, setiap warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia pada
umumnya dan mahasiswa calon sarjana/iimuwan pada khususnya harus tetap pada
“Se'1e’5’ —¢S1¢S—e1¢Z> S1™Ses’ "¢’ "1 eSS _1E —eS15—515"5i1 S+5-1
mereka harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan,
khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial,
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rasional serta mandiri. Semua upaya itu akan menjadikan kita bangsa yang dapat
diperhitungkan dalam percaturan global. Sementara itu, Negara Kesatuan Republik
Indonesia tetap utuh, tegak, dan jaya sepanjang masa.
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi Pendidikan Panc asila dan
Kewarganegaraan.

A. DEFINISI PANCASILA
1. Pengertian Pancasila

Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskert®ancaartinya lima,
sedangkan sila artinya dasar, sendi, atau unsur. Jadi, Pancasila mengandung arti
lima dasar, lima sendi, atau lima unsur.

Istilah Pancasila awalnya terdapat dalam teks kepustakaan Buddha di India.
Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri atas tiga macam
buku besar yaitu 74‘S1 ’sBbtilama Pitakagdan Vinaya Pitaka Di dalam ajaran
Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirvana melalui Samadhidan setiap
golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut antara lain
Dasasila, Saptasil@an Pancasila.

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh
Indonesia, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha (Pancasila) masih dikenal di
dalam masyarakat Jawa. Ajaran moral tersebut dikenal dengan “lima larangan”
atau “lima pantangan” moralitas yakni: matenil S>e¢’ —¢S1¢’¢S>S —emalidg<7—7'0
S>e’—¢S1e+’+S> S —mddedartingadilacahg ber £’ —nSabdidilarang meminum
—'—7-8S—177>S@®e1S+S71-7— -« marafinyaiifarang betjud.-Samua
huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf “M”  atau dalam bahasa Jawa
disebut “ Ma”, sehingga lima prinsip moral tersebut dinamai “Ma lima” atau “M 5”
yaitu lima larangan. *

2. Pengertian Pancasila secara Historis

Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang
BPUPKI pertama, dr. Radjiman Wedyodiningrat, mengajukan suatu masalah
pembahasan tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Sidang

1 Kaelan, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraafogyakarta: Paradigma, 1999. Hal 79.
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tersebut dihadiri oleh tiga orang pembicara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo,
dan Soekarno.

Padatanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato secaralisan (tanpateks) mengenai
gagasan calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian di dalam pidatonya itu,
diusulkan istilah dasar negara oleh Soekarno dengan nama “Pancasila”, yang artinya
lima dasar. Menurut Soekarno, hal ini atas saran salah seorang temannya, seorang
ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18
Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD
1945 yang di dalamnya memuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara
yang diberi nama “Pancasila”.

Sejak saat itulah istilah Pancasila telah menjadi bahasandonesia dan merupa-
kan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat
istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia
disebut dengan “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama
dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara
spontan diterima oleh peserta forum perumusan dasar negara secara bulat.

Adapun secara historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut.

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada
kesempatan ini, Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk
mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan peserta BPUPKI
lengkap dengan Badan Penyelidik. Pidato Mr. Muhammad Yamin itu berisikan lima
asas dasar negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut:

1) Peri Kebangsaan,

2) Peri Kemanusiaan,

3) Peri Ketuhanan,

4) Peri Kerakyatan, dan
5) Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato, beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan
UUD Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan dari rancangan UUD tersebut,
tercantum rumusan lima asas dasar negara yang rumusannya yaitu:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa,

2) Kebangsaan Persatuan Indonesia,

3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Zul Z>S7¢SeS—1¢S—el ™' ™' _1%e7‘]1 ""-Sel Z¢'S"®@S—
Perwakilan, dan

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2

BPUPKI ialah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
yang bertugas merumuskan UU dan dasar Negara Indonesia menjelang kemerdekaan RI.
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b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan Badan
Penyelidik. Dalam pidato tersebut, Soekarno secara lisan mengusulkan lima asas
dasar negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya sebagai berikut:

1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
3) Mufakat atau Demokrasi,

4) Kesejahteraan Sosial,

5) Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Selanjutnya, beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas
menjadi “Tri Sila” yang rumusannya:

1) Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalismé’l
2) Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyaf’
3) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun “Tri Sila” tersebut masih bisa diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau
satu sila yang intinya adalah “gotong-royong” Pada tahun 1947, pidato bersejarah
Ir. Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul “Lahirnya
Pancasila; sehingga negara menetapkan bahwa tanggal 1 Juni merupakan hari
lahirnya Pancasila.

c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan tokoh nasional yang juga tokotDokuritzu
Zyunbi Toosakaymengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usulan
mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI sebagai
Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan”,
yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang
dikenal “Piagam Jakarta’yang di dalamnya memuat Pancasila, sebagai hasil yang
pertama kali disepakati oleh negara.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam “Piagam Jakarta”
sebagai berikut.

1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

Zil Z5S"¢SeS—1¢S—ele'™ '™ _ 1767717 _Se1"7¢'S"®S—SS—1+S.S-1T
perwakilan

5) Keadilan negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan Negara
Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana
lazimnya negara merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera
mengadakan rumusan dasar negara. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945
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telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan
UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu Pembukaan
UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang
terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan yang terdiri atas 2 ayat.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea itu di dalamnya tercantum
rumusan Pancasila sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

c. Persatuan Indonesia

Tl 758788168 el 170717 80177870888 10851
perwakilan

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah
yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia,
yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam
sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan
Proklamasi serta eksistensi negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula
rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut.

a. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)
Di dalam konstitusi RIS, yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan
17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
2) Peri Kemanusiaan,
3) Kebangsaan,
4) Kerakyatan,
5) Keadilan.

b. Dalam UUD (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Dalam UUDS 1950, yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal
5Juli 1959, terdapat pula rumusan pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam
Konstitusi RIS, sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
2) Peri Kemanusiaan,

3) Kebangsaan,

4) Kerakyatan,

5) Keadilan sosial

c. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di
kalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beranekaragam antara lain
terdapat rumusan sebagai berikut:
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1)

Ketuhanan Yang Maha Esa,

2) Peri Kemanusiaan,
3) Kebangsaan,
4) Kadaulatan Rakyat,
5) Keadilan Sosial.
e N
Kesimpulan:
Dari bermacam-macam rumusan pancasila tersebut di atas, yang sah dan
benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan Nomor
XXIMPRS/1966, daninpresNomor 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan
bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila dasar negara Republik
Indonesiayang sah dan benar adalah sebagaimanatercantum dalam Pembukaan
UUD 1945.
Pada tahun 1947 pidato Ir. So‘%karno diterbitkan dan dipublikasikan dengan
diberi judul “ Lahirnya Pancasila: sehingga dari dulu ditetapkan oleh negara
bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila.
- /
Soal Latihan
I.  Soal Pilihan Ganda
1. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal ....
A. 16 Agustus D. 19 Agustus
B. 17 Agustus E. 20 Agustus
C. 18 Agustus
2. Nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum
mendirikan negara adalah ....
A. nilai-nilai adat istiadat, jiwa dan keperibadian bangsa, dan nilai religius
B. nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius
C. nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai tanggung jawab
D. kebudayaan, nilai-nilai religius, jiwa dan kepribadian bangsa
E. nilai-nilai religius, kebudayaan, nilai tanggung jawab
3. Prasasti berupa 7 yupa (tiang batu) ditemukan pada zaman ....
A. Kutai D. sebelum Majapahit
1 il > 'S¢S1 il S“S™MS*e
C. penjajahan
Zill '1™2e871-S—S8"S*1 Z2>S“SS—1 5" 'S¢S1cZ>e5’1’1 2eSZ1iiii

A. Jawa D. Sumatra
B. Kalimantan E. Papua
C. Sulawesi
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10.

a s~ wDh e

Pada abad ke berapa candi Borobudur dibangun ...

A VIl D. Xl

B. Vi E. Xl

C. X

Budi Utomo yang merupakan pelopor pergerakan nasio nal didirikan tanggal ....
A. 20 Mei 1907 D. 21 Mei 1908

B. 20 Mei 1908 E. 20 Juni 1907

C. 20 Juni 1908

Tiga serangkai yang memimpin organisasi — ¢’ G ‘Z hd&lah ...
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B. Douwes Dekker, Ciptomangun Kusumo, Suwardi
C. Douwes Dekker, Ciptomangun Kusumo, Sartono
D. Soekarno, Douwes Dekker, Suewardi Dekker.
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Berikut adalah rumusan-rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Muh. Yamin,
kecuali....

A. peri Kebangsaan D. peri Kerakyatan

B. peri Kemanusiaan E. peri Keadilan

C. Peri Ketuhanan

Lima prinsip sebagai dasar negara yang merupakan rumusan dari Ir. Soekarno

ini, diusulkan agar diberi nama Pancasila, lalu menjadi Trisila dan beliau juga
mengusulkan kembali Trisila ini menjadi Ekasila. Inti dari Ekasila ini adalah ....

A. kerakyatan D. demokrasi

B. kemanusiaan E. ketuhanan

C. gotong royong

Hasil sidang PPKI ke-1 pada 18 Agustus 1945 adalah ....
A. mengesahkan UUD 1945

B. memilih presiden dan wakil presiden pertama

C. menetapkan berdirinya komite nasional Indonesia pusat sebagai badan
musyawarah darurat

D. merumuskan Pancasila
E. Adan B benar

Soal Uraian

Apa isi Piagam Jakarta?

Sebutkan lima dasar Pancasila?

Mengapa Pancasila sering disebut sebagai falsafah negara?
Apa isi pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945?
Jelaskan pengertian Pancasila secara:

a. etimologis,

b. historis,

c. terminologis.
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia (RI). Sebelum disahkan
pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa
Indonesia. Sejak zaman dahulu, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, nilai-
nilai itu telah ada dan melekat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan
hidup masyarakat. Nilai-nilai itu diangkat dan dirumuskan secara formal oleh
™S>S1™Z—e'5'1—7¢S5517—¢7"1'Se’"S—107Z<S5¢S5’1¢SeS>1 +®@S+Sel1—7-
perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI
pertama, sidang Panitia “ 9", sidang BPUPKI kedua, dan akhirnya disahkan secara
yuridis .0 Z<S+eS’1S®@S>1 e@SeSe1—7+558S1 Z™7¢e’"1 —e"—7Z0’'Si
Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan. Dalam kenyataannya, secara
objektif nilai Pancasila telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman sebelum
mendirikan negara. Terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses
sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-
kerajaan pada abad IV dan abad V. Dasar negara kebangsaan Indonesia ini mulai
eS_™S"1™MSeS1S¢Sel 31¢S’¢7177Z«°”S1 7Z>S*“SS-Syailehdr§¢S1+'1<S S'1 S-
di Palembang. Diteruskan pula pada masa Kerajaan Airlangga dan Majapahit di
Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang
kemerdekaan bangsa, antara lain para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada
tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Akhirnya, titik
kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai
dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945,
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A. ZAMAN KUTAI

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya
prasasti berupa 7 yupa (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut, dapat diketahui
bahwa Raja Mulawarman merupakan keturunan dari Raja Aswawarman dan Raja
Arwawarman merupakan keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman, menurut
prasasti tersebut, mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para
Brahmana, dan mereka membangun yupa sebagai tanda terima kasih kepada raja
yang dermawan.?

Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya
ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan,
kenduri serta sedekah kepada paraBrahmana

B. 1

Menurut Mr. Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan
Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan
warisan nenek moyang bangsaIndonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk
melalui tiga tahap. Pertamad1 £S-S—1 >’ 'S¢S1 ¢’ 1 « SSilendBa(66@e S 1
1400), yang bercirikan kedatuan.Kedua negara kebangsaan zaman Majapahit (1293—
1525) yang bercirikan keprabuan. Kedua tahap ini merupakan negara kebangsaan
Indonesia lama. Ketiga negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka
(sekarang negara Proklamasi 17 Agustus 1945%.

C. ZAMAN KERAJAAN-KERAJAAN SEBELUM MAJAPAHIT

Sebelum Majapahit muncul sebagai kerajaan yang memancangkan nilai-nilai
nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur
secara silih berganti. Misalnya, KerajaanKalinggapada abad VII, Sanjaya pada abad
VIII yang ikut membantu membangun Candi Kalasanuntuk Dewa Taradan sebuah
Wihara untuk pendeta Buddha yang didirikan di Jawa Tengah bersama dinasti
Syailendra0S<S+1 1+S—1 Uil Z Z2"’1 ™M72—ES”1<2+5¢S1S>'1 S S1 72—
periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur
(candi agama Buddha pada abad IX) dan candi Prambanan (candi agama Hindu
pada abad X).

D. KERAJAAN MAJAPAHIT

Pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman
keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah
Mada yang dibantu oleh laksamana Nala dalam memimpin armadanya menguasai
Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari
Semenanjung Melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan
Utara.

3

Bambang Sumadio, dkk, Sejarah Nasional Indonesia Ill dan IMepartemen P dan K, Jakarta, 1977. Hal.
33-32.

Sekretariat Negara RI,Risalah Sidang Penyelidik Usaha-UsdPersiaparKemerdekaan (BPUPKI)-Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKIM28 1945-22 Agustus 1945Sekretariat Negara RI, Jakarta,
1995. Hal.11.
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Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha, hidup berdampingan dengan
damai dalam satu kerajaan. Empu Prapancanenulis Negarakertagamél365). Dalam
kitab tersebut telah terdapat istilah “ Panadla”. Empu Tantular mengarang buku
Sutasomadan di dalam buku itulah kita jumpai slogan persatuan nasional * Bhineka
Tunggal k&' , yang bunyi lengkapnya “ Bhineka Tunggal Ikdan Hana Dharma/langnia”,
S>e’—¢S1 SeS7™7—1¢Z5¢Z2+S5S81—S-7—100S+21+2"25—1S+S—¢S01eZS«1
memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan
agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan Buddha. Bahkan salah satu bawahan
kekuasaannya, Samudra Pasai justru telah memeluk agama Islam. Toleransi positif
¢SeS—1¢'eS—e1SeS-Sle'7—"7—ele’'—ee’1®Z"“S"1-S®©S1<S'S>’1¢S—e1eZsS

E. ZAMAN PENJAJAHAN

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka agama Islam
berkembang dengan pesat. Bersamaan dengan itu, berkembang pula kerajaan-
kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang
Eropa di Nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti
oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah. Bangsa Eropa
yang pertama datang ke Indonesia untuk berdagang adalah orang-orang Portugis.
Namun lama-kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan peranannya dalam
bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktik penjajahan, misalnya Malaka
sejak tahun 1511 telah dikuasai oleh Portugis.

Pada akhir abad XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan
menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindarkan persaingan di
antara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan
dagang yang bernama VOC (Vereenigde Oostindische Compayni@ng di kalangan
rakyat dikenal dengan istilah ‘kompeni’. Praktik-praktik VOC mulai kelihatan
penuh paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai melakukan perlawanan. Kerajaan
Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan
perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan 1929. Walaupun tidak
berhasil meruntuhkan, Gubernur Jenderal J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan
Agung yang kedua itu.

F. KEBANGKITAN NASIONAL

Pada abad XX di panggung politik internasional terjadi pergolakan kebangkitan
Dunia Timur, dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Beberapa di
S—+S5S—¢S1¢S’e721 Z™7c¢e’”]1 o™’ _STOWA_AIJ1¢CS—ele ™MZe"™™y"] ~f
Z™MS —e1SeSel 7@’S10W_V[U0172>5"S—1 7—1 Sel Z—1eZ—eS—1 7™,
Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi. Begitu pun di Indonesia,
bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu Kebangkitan Nasional
(1908) dipelopori dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini
merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki
kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri.

G. SIDANG BPUPKI PERTAMA

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari. Berturut-turut yang
tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya dalam sidang tersebut, yaitu
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dan (c) tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno.

1. Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Muh. Yamin mengusulkan calon
rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri
Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan (a. Permusyawaratan, b.
Z> S77eS—81 Eil 72 S"®@S—SS—10d1S—1[i01 ZeZ2“S'+Z>5SS—1 S"¢S-1
Selain usulan tersebut, pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah
sebagai lampiran, yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI
dan rancangan itu dimulai dengan Pembukaan yang berbunyi:

“Untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melinduregjersap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indoned&a untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluardaanjkut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdambéah dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia datanyadang-Undang Dasar
negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negarsblkemdonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Mah&ebBangsaan,
persatuan Indonesia, dan rasa kemanusiaan yang adil dan bekadakyatan yang dipimpin
“eZ'1 ""—Sel1 "Z2¢'S"®S—SS—1+SeS-1 M7 20265 5>5 F472"WZL51S" S —5
keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndoneSia”.

2. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan usulan Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo
mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut.

a. Teori negara perseorangan(Individualis), sebagaimana diajarkan oleh Thomas
Hobbes (abad ke-17), Jean Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad
ke-19), H.J. Laski (abad ke-20). Menurut paham ini, negara adalah masyarakat
hukum (legal societyyang disusun atas kontrak antara seluruh individu (social
contract) Paham negara ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.

b. Paham negara kelas(Class theorypatau teori golongan. Teori ini sebagaimana
diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan
(suatu kelas) untuk menindas kelas lain. Negara kapitalis adalah alat untuk
kaum borjuis, karena itu kaum marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan
agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum borjuis.

c. Paham negara integralistik, yang diajarkan Spinoza, Adam Muller, dan Hegel
(abad ke-18 dan 19). Menurut paham ini, negara bukanlah untuk menjamin
perseorangan atau golongan, melainkan menjamin kepentingan masyarakat
seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang
integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat
satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis. Menurut paham ini
yang terpenting dalam negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara
tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak

5 Pringgodigdo, A.G., Ed, Perubahan Kabinet Presidensiil MenjagibinetParlementerPT Pembangunan,
Jakarta. Hal. 162.
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memandang kepentingan seseorang sebagai pusat, tetapi negara menjamin
keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuant

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah pidato
dari Ir. Soekarno, yang disampaikan secara lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan
dasar negara yang terdiri atas lima prinsip, yaitu: 1) Nasionalisme (kebangsaan
Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) Mufakat (demokrasi), 4)
Kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lima prinsip dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno dinamai “Pancasila”
atas saran teman beliau seorang ahli bahasa. Berikutnya, menurut Soekarno kelima
sila tersebut dapat diperas menjadi “ Tri Sila” yang meliputi: (1) Sosio nasionalisme
yang merupakan sintesis dari Kebangsaan (nasionalisme) dengan Peri kemanusiaan
(internasionalisme), (2) Sosio demokrasi yang merupakan sintesis dari Mufakat
(demokrasi), dengan Kesejahteraan sosial, serta (3) Ketuhanan.

Berikutnya beliau juga mengusulkan bahwa “ Tri Sila” dapat diperas menjadi
“Eka Sila’ yang intinya adalah “gotong royong”. Beliau mengusulkan bahwa
S—ES®’'*S1-7>72™S"S—1+S®S>1 +®@SeSe1—7+5>S1eS—1™S eSS 1
atau theosophische grostdg, Juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-
aliran besar dunia atau sebagai Z » « S — ce ®Eas dads-dasar itulah didirikan negara
Indonesia. Sangat menarik untuk dikaji bahwa usulan beliau ini selain disampaikan
secara lisan jugadalam1Z>S'S ——¢S1-Z—-<S—e’'—+"S—1¢S®S>1 +®S+Se1—27+S>S:
dengan ideologi-ideologi basis dunia, seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme,
dan kosmopolitisme serta ideologi besar dunia lainnya. ”

H. SIDANG BPUPKI KEDUA (10-16 JULI 1945)

Sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, terjadi penambahan enam anggota baru

Badan Penyelidik, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Soerjo Hamidjojo,
2'S——-Se1 7581 Z®eS>'81S—1 <+2+1 S S>i

Selain itu, Ir. Soekarno yang merupakan Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil
pertemuan yang dilakukan sejak 1 Juni yang telah lalu. Dalam laporan itu, pada 22
Juni 1945, Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara Panitia Kecil dan anggota
Badan Penyelidik. Anggota yang hadir di dalam pertemuan itu berjumlah 38, yaitu
anggota yang bertempat tinggal di Jakarta dan anggota penyelidik yang merangkap
menjadi anggota Tituoo Sangi Indari luar Jakarta.

Pertemuan ini diadakan di Gedung Kantor Besar Jawa Hooko Ka{kantor tempat
Bung Karno sebagai HonbucodéSekretaris JenderalHooko Kai. Mereka membentuk
panitia kecil terdiri atas sembilan orang atau “Panitia Sembilan” yang beranggotakan
>i1 "27S5>—"81 SE"’«1 Se¢’ -81 >i1 2'il S—"—d81 >i1 i i1 S>S—"®dl >ceil
Mr. Achmad Soebardjo, Kiai Abdul Kahar Muzakar, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan
H. Agus Salim.

6 Sekretariat Negara, Ibid, Hal. 33.
7 Sekretariat Negara, Ibid, Hal. 63-84.
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. PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SIDANG PPM

Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia membawa hikmah bagi bangsa
Indonesia. Menurut pengumuman Nanpoo Gun(pemerintah tentara Jepang untuk
seluruh daerah selatan) tanggal 7 Agustus 1945 (Kan Poo No. 72/2605 k.11), pada
pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau Dokuritsu Junbi Inkai.
Untuk mempersiapkan proklamasi tersebut maka pada tengah malam,
“Z2"S>—", S4S51™75¢°177157-5'1 S7eS-S—S1 SZ+S1e’'1 il 5S—¢Z1 Soec
(sekarang JI. Imam Bonjol No. 1). Di sana telah berkumpul di antaranya B.M. Diah,
Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, dkk., untuk menegaskan
agar pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi. Setelah diperoleh
"Z™MSee’S—1-8"S1 "72"S>—", S4S1-7—+S5¢S"S—1™75¢7-7S—1™SeS1.S>
Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr.
Buntaran, Mr. lwa Kusumasumantri, dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan
redaksi naskah proklamasi.
Pada pertemuan tersebut, akhirnya konsep Ir. Soekarno yang diterima dan
diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di
Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat, pukul 10.00 WIB, Bung Karno
eZ—eS—1eeS_™ _o’] 7—9e1 S4S1-7Z-«<SES"S—1—S®"S'1™>""eS-Sce’l
sebagai berikut.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdékdanesia. Hal-hal yang
mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggadakeyan cara seksama dan
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas Nama Bangsa Indonesia
“778>—", §48

J. SIDANG PPKI

Keesokannya setelah hari proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI
mengadakan sidang yang pertama. Sebelum sidang resmi dimulai, kira-kira 20 menit
dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan
rancangan naskah Pembukaan UUD 1945 yang pada saat itu dikenal dengan nama
Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. Di
dalam pertemuan tersebut, para pendiri negara kita bermusyawarah dengan moral
yang luhur sehingga mencapai suatu kesepakatan, dan akhirnya disempurnakan
sebagaimana naskah Pembukaan UUD 1945 sekarang ini.

1. Sidang Pertama (18 Agustus 1945)

Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan
sebagai berikut.
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Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:

1) Setelah melakukan beberapa perubahan pada“ Piagam Jakarta yang
kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2) Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan
Penyelidik padatanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan
karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi
sebagai UUD 1945.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.

Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan
musyawarah darurat.

-~

~

Kesimpulan:

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya
secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu
kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa
Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman
batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke 1V, ke V kemudian
dasar neagara kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada adad ke VII,

¢S'e721 772781 ¢’ —<7e—¢S1 7>5“SS—1 >’ 'S GglendiadS S
Palembang, kemudian Kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta
kerajaan-kerajaan lainnya.

J

Suggested Reading

1. Asep Sulaiman (2013) Z—+’+’"S—1 S—E Sce’+S 1« SFadillah P3essS —
Bandung.
2. Darji Darmodiharjo (1988). Santiaji PancasilaUsaha Nasional. Surabaya.
Soal Latihan
I.  Soal Pilihan Ganda
1. Ideologi Pancasila bersumber pada ....
A. perjuangan bangsa D. cita-cita bangsa Indonesia
B. budaya bangsa Indonesia E. budaya suku bangsa di Indonesia
C. kepribadian bangsa
2. Berikut ini nama-nama anggota Panitia Sembilan, kecuali....

A. A A Maramis D. Sayuti Melik
B. Wachid Hasyim E. Abi Kusno Tjokrosujoso
C. Soekarno
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10.

1.
2.
3.
4.
5.

Ajaran Islam mulai tersebar ....

A. setelah zaman Majapahit  D. sebelum Kutai

B. setelah zaman Singosari E. sebelum Pajajaran
illeZeZ+S'1£S5-S—1 >’ 'S¢S

Tanggal lahirnya Pancasila adalah ....

A. 29 Mei 1945 D. 2 Juni 1945
B. 30 Mei 1945 E. 1 Juni 1946
C. 1 Juni 1945

Rumusan Pancasila yang sah terdapat dalam ....

A. BPUPKI D. Penjelasan UUD 1945
B. Pembukaan UUD 1945 E. Piagam Jakarta

C. Batang tubuh UUD 1945

PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal ....
A. 28 Oktober 1945 D. 18 Agustus 1945

B. 6 September 1993 E. 17 Agustus 1945

C. 11 Maret 1945

Kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan ....

A. Raja Hayam Wuruk D. Raja Aswawarman

B. Angling Darma E. M. Yamin

C. Raja Airlangga

Berikut ini nama yang termasuk 6 anggota baru Badan Penyelidik, kecuali....
il <s72¢1 SeS'1 SeS—11 i1 "2"8>—"1 S48

B. Muhammad Noor E. Soerjo Hamid Joyo

C. Asikin Nata Negara

Teori negara perseorangan, paham negara kelas, paham negara integralistik

merupakan teori-teori yang dikemukakan oleh ....

A. Mr. Muh. Yamin D. Prof. Pr. Soepomo

B. Ir. Soekarno E. H. Agus Salim
il >eil 2'i1 S48

Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal ....

A. 14 — 17 September 1945 d. 6 — 16 Agustus 1945

B. 14 — 17 Agustus 1945 e. 10 — 16 Juli 1945

C. 6 — 16 September 1945

Soal Uraian

Apa makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?

Apa isi sidang BPUPKI kedua?

Sebutkan teori-teori negara menurut Prof. Dr. Soepomo!

Bagaimana proses pembentukan Pancasila dalam sejarah Indonesia?
Bagaimana Indonesia bisa terlepas dari penjajahan Jepang? Jelaskan!
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. PENGERTIAN FILSAFAT
ZES>S1 Ze'—"e"e’@1l eeSeSel «Z>S@Se+1 +SphileinSaBgeS1 7—S—'81 ¢S

artinya cinta dan sophos¢S—e1 S>+¢'—¢S1""-S'81 "2 'S "e&IHS—61 S+Sz1
®ZES>S1'S> S'1'ee’+S'l e@SeSe 1-Z—eS—e7—1-S"—S1E" —+S1"Z"¢
«Z-"""S—81""S17eS1 -72-<5'Se1 MZ—e75¢'S—1 e@SeSel eSeS_1 ‘7¢7—¢

lingkup bahasannya maka mencakup banyak bidang bahasan antara lain tentang
manusia, alam, pengetahuan, etika, dan logika. Seiring dengan perkembangan ilmu
™7 —e7e¢S5'2S—1-S"S1-7—E72+1™2¢S1 ¢SeSe1¢6S—e1<¢Z>"S’'eS—1e7Z—+S—
©Z507—+721S5—S5S1¢S’—1 +@SeSe1™"e’e’ "3l " ©’'S*81'2"7-81<S'SeSd1'-
dan bidang ilmu lainnya. @
Z2w@Z7>2'S—1S>e’1 +0SeS¢81 ¢S—el1 —Ze'™7e’1 ¢Z5¢S¢5'1 -S®S+S*1

dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut.
1. Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian atau pemahaman dan

pemaknaan.

a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran
¢S>'1™S5S1 eeZ7e1™SeS1ES-S—1+5'7¢71¢S—¢1eSE'——¢S1-72>2™S"
SeS71 ’eZ-1 *00SeSel eZ>07—27i1 '@Se—¢SA1>Se’"—Se’®-73!
pragmatisme.

b. Filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai
‘Se’el1+S5'1S7"e’Y eSel<Z> +®SeSeil S¢’31-S—7®@'S1-Z—ES>'1le?
timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia.

Xil 'e@SeSel ©Z<SeS’'1 ©2S+721 ™s"®@Zoel ™Z> ">il SeS-1 ‘Sel '—’5]
¢SeS—1<¢Z—27"1002S5721S"«' Y’ eSel<Z> «0Se+Seil 72Se721 ™" eZel MZ
menggunakan cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dengan
"SeS1¢S’'—81 e®@SeSe1-757™S"S—1007Sezl®e ®eZ-1™Z—e7+S'2S5—1¢

8  Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam IslafBulan Bintang, Jakarta, 1973. Hal. 4.
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B. RUMUSAN KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI
SISTEM

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hak|katnya merupakan suatu sistem
+@SeSeil '©eZ-1SeSeS'1 ®72S+71"2Z0@S*72S—1¢S¢’'S— «S+'S—1¢S—+1ce
saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu
kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Suatu kesatuan bagian-bagian
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan
sistem
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. °

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila, pada
hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara
keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.
1. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat organis.
2. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal
a. Sila pertamaKetuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-
sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan
CS—el oo™ T 1 "e7'] ""-Sel "Z<¢'S"S—SS—1 +SeS-1 MZ>_70
perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Silakedua: Z—S—700©'SS—1¢S—+1Se e1eS—1¢75S¢Sc1SeSeS*1e’e’ ™70 1.
oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan
— " —7Z®’S817Z2>S"¢SeS—1¢S—ele’™ ™M _1]"e7'1"_Se1"ZS"®
permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
c. Silaketiga: Z>00Se7S—1 —e"—7®@’S1SeSeS‘1e’e’™7e’1eS 1" S'1’+S
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan

—Z—"" S'10.’*S177>S7¢SeS—1¢S—ele’™ ™' _1"e7'1""_-Se1"72S"x
permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

d. Silakeempat: Z>S"¢SeS—1¢S—ele’™ ™' _ 17717 -Se1"72¢'S"®@S—SS-
™Z5-70¢S S>S¢S—1 ™75 S7eS—1SeSeS1e’e’™7e’] eSS 14" §71°7
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, serta meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

e. Sila kelimaiKeadilan sosial bagl seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi
¢eS—1¢" S'17¢72'1®'*S,®’*S1 Z¢72'S—S—1 S—+1 S'S1 ®S61"72-S—
adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang d|p|mp|n

“e7'177-S501772¢'S70S—8SS—1+¢5+S-1™MZ75_7@¢S S>SeS—1™Z75 §"'e§

3. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling
~Z—¢"2Se "S®’il
Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal hirarkis piramidal juga
—Z—"e"" 1@ eSel®Se’'—+1-Z—e'®©'1eS—10wSe’'—+1-7Z—+"7Ss’ "Sce’il S

9 Shore dan Voich.1974.
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setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan perkataan lain
®Ze’S™1e’'+S1eZ—S—+'S®eS1e'"2Se’ "S®’17+2'1"272-™Sele’'+S1eS —
"ZeSe2S—1®'*S,e'*S1 S—ES®'*S1¢S—e10eSe’—+1-Z—¢'’'1+S—1
adalah sebagai berikut.

a.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esaadalah berkemanusiaan yang adil dan

beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
"2¢'S"eS—SS—1eSeS-1™75-70¢S S>S+S—&™Z> S"'eS—3§1eS—1<Z
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradabadalah berketuhanan Yang Maha

Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
"2<'S"eS—SS—1eSeS-1™75-70¢S S>SeS—&™Z> S"'eS—81eS—1<Z
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa, ber-

kemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin

“eZ'1 ©'"—Sel "Z<'S"S—S5S—1 «S+¢S-1 MZ5-7.¢S S>SeS—&™Z> S”
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

il 'eS1 Z>5"¢SeS—1¢S—e1 "™ ™' _17e7']1 ""-Sel Z<'S"®@S—SS—

musyawaratanl/Perwakilan adalah berketuhanan Yang Maha Esa, ber-
kemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoenesia.
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah berketuhanan
Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan
— " —7®'S81eS—1<Z>"7>S"¢SeS—1¢S—ele’™ ™M’ __ 17671 " _Se]
dalam permusyawaratan/perwakilan. ©

C. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSA  FAT

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan
kesatuan yang bersifat formal logis, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis,
dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana
«'ZeS®”"S—1 «S' S1 "ZeSe7S—1 ®'*S,®'+S1 S—ES®'+S1 S+S+:S5'1 Z>ce
mempunyai bentuk piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarki
sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah
hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan
sila-sila Pancasila itu hierarkis dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu
manyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian
ini meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar
aksiologis dari sila-sila Pancasila*

10
11

Notonagoro, Pancasila Secara limiah Populeantjuran Tujuh, Jakarta, 1975. Hal. 43-44.

Lihat buku karangan Notonagoro, Pancasila dan Dasar Filsafat NegaPantjuran Tujuh, Jakarta, 1974.
Hala. 51 dan buku berjudul, Pancasila Secara limiah PopulBantjuran Tujuh, Jakarta, 1975. Hal. 52,
57.
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1. Dasar Antropologis Sila-Sila Pancasila
S—ES®'*S10Z2«SeS'1®72S¢71"Z®S+2S—1®'esZ-1 +®@SeSedle+’'+S"1
menyangkut sila-silanya melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila
S—ES®’'*S1SeS71ZES>S1 «"@™ 1-Z¢"™7e’1eS®S>1"—e e e’ ®@le’sS,
yang terdiri atas lima sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri,
melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada
hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena
itu, hakikat dasar ini Juga disebut sebagal dasar antropolog|s Subjek pendukung
™1 e’eS, @S]l S—ES®'+S1SeSeS'1-S—7@’'Sil Sel'—'1+S™Se1s'ZeS
Bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil
dan beradab, yang berpersatuan yang berkerakyatan yang d|p|mp|n oleh hikmat
"72¢S570eS—SS—1SeS-1™75-70S¢S S$S5SeS—&™7Z> $S"'eS_—100Z>+5S1¢S—-
pada hakikatnya adalah manusia.*?

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki
hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat jiwa dan raga, jasmani dan
rohani. Filsafat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia
sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah, secara
hierarkis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat
sila Pancasila lainnya!®

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

TTMY MY ] "eZ7'] '"—Sel Z<'S"®S—SS—1+SeS-1 Z-7®¢S S>SS—& Z> S
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hakikat
bahwa pendukung pokok negara adalah manusia. Negara sebagai lembaga hidup
bersama, sebagai lembaga kemanusiaan, dan manusia adalah makhluk Tuhan Yang
Maha Esa. Adanya manusia akibat adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa
prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatunya, Tuhan adalah mutlak,
sempurna dan kuasa, tidak berubah tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata
tertib alam.* Dengan demikian sila pertama mendasari, meliputi, dan menjiwai
keempat sila lainnya. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab didasari

eS—1e¢" S'17e72'1 @’ eS1"2+2'S—S—1 S—e1 S‘'S1 ®S1®Z>S1-Z—+S®S>’]
™Z75085¢7S8S—1 —e"—70'S8100'+51772>57¢SeS—1¢S—ele’™ ™M _]"e7]"
dalam permusyawaratan/perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat

—e"—70®’Si1 Sel’'—"1eS™Sel1e'ZeS®e"S—10Z<SeS'1<Z>""70i

Negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia® Maka

manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari,
oleh, dan untuk manusia. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab dan akibat
yang Iangsung antara negara dengan manusia. Adapun manusia adalah makhluk

72'S—1 S—e1 S'S1 ®®S1®Z"'—+eS1@®’'+S1"Z72S1««S®S>’1+S—1+"" S’'1"7 7
Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga (persatuan Indonesia), sila keempat
(kerakyatan), serta sila kelima (keadilan sosial).

12 Notonagoro, Ibid, 1975. Hal. 23.
13 Notonagoro, Ibid, 1975. Hal. 53.
14 Notonagoro, Ibid, 1975. Hal. 78.
15 Notonagoro, Ibid, 1975. Hal. 55
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Pengertian tersebut hakikatnya mengandung makna bahwa rakyat sebagai

unsur pokok negara dan rakyat merupakan totalitas individu-individu yang bersatu,
yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan
sosial). Dengan demikian, hakikatnya yang bersatu membentuk suatu negara
adalah manusia, dan manusia yang bersatu dalam suatu negara disebut rakyat,
yang merupakan unsur pokok negara serta terwujudnya keadilan bersama adalah
keadilan dalam hidup manusia bersama sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial.

081770081 ™7508028—1 —e"—70'S1ee5®@S> 10510 § 1707 1@ e
Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan menjiwai
®'eS1"Z5S7¢SeS—1¢S—ele’ ™’ ™' _ 17717 _-S¢1"72¢'S"@S—SS—1+SS-1
perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila ketiga
©Z>0072<¢221eS™Sele'ZeS®"S—1027Z<S+S'1<Z>""72ei

S "Se1™Z50S5e7S—1¢eS®S>'1eS—1¢" S'17e72'1@’'+S1"2+2'S—S—1-
bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama harus
direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan dalam suatu persekutuan
hidup yang disebut negara. Dengan demikian, pada hakikatnya yang bersatu
adalah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, persatuan
merupakan akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Adapun hasil persatuan di antara individu-individu, pribadi-pribadi dalam suatu
wilayah tertentu disebut sebagai rakyat sehingga rakyat merupakan unsur pokok
negara. Persekutuan hidup bersama manusia dalam rangka mewujudkan suatu
tujuan bersama yaitu keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) sehingga
sila ketiga mendasari dan menjiwai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Hal ini
sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro sebagai berikut:

R sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiagliputi seluruh hidup manusia
dan menjadi dasar dari pada sila-sila yang lainnya. Akan tefiépipgrsatuan atau
kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial hanya mskatgian lingkungan hidup
manusia sebagai pengkhususan dari pada sila kedua danrtdmge&lan mengenai
hidup bersama dalam masyarakat bangsa dan negara. Selatigaudila ini persatuan
kerakyatan dan keadilan satu dengan lainnya bersangkut pauindata sila yang
di muka menjadi dasar dari pada sila-sila berikutnya danlikepa yang berikutnya
merupakan pengkhususan dari pada yang mendahuluinya. Hal ingimgat susunan
sila-sila Pancasila yang hierarkis dan berbentuk piramida....”

€ N¢

'eS17"2Z-™Se1S¢SeS'1"72>5S"¢S+S—1 ¢3-S M S™MES L S5E 11
dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna pokok sila keempat adalah kerakyatan
¢S'e721"200Z2®2S'S——0¢S1¢7Z—eS—1'S"'"Se1>S"¢Seil 'eS1"Z272-™Se1"'—"1
oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, dan persatuan. Dalam kaitannya
dengan kesatuan yang bertingkat, maka hakikat sila keempat itu adalah sebagai
berikut: Hakikat rakyat adalah penjumlahan manusia-manusia semua orang,
semua warga dalam suatu wilayah negara tertentu. Dengan demikian, hakikat
rakyat merupakan akibat bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dalam suatu wilayah negara tertentu. Secara ontologis, adanya rakyat adalah
ditentukan dan sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa yang menyatukan diri dalam suatu wilayah negara tertentu. Adapun sila
keempat tersebut mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial (sila kelima Pancasila).

16 Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah PancaBiantjuran Tujuh, Jakarta, 1957. Hal. 19.
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Hal ini mengandung arti bahwa negara adalah demi kesejahteraan warganya
atau dengan perkataan lain negara adalah demi kesejahteraan rakyatnya. Tujuan
dari negara adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan atau terwujudnya
keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna
pokok keadilan yaitu hakikatnya kesesuaian dengan hakikat adil. Berbeda dengan
®'eS,®@'¢S1eS'——¢S81@’'+S1"2+¢'—-S1'—"1+'eS®S>'1eS—1e"" S'17e2'1"727-
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat
makna bahwa keadilan merupakan akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-
manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa. Sila keadilan sosial merupakan tujuan
dari keempat sila lainnya. Secara ontologis, hakikat keadilan sosial juga ditentukan
oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut Notonagoro, hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua
adalah keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis, yaitu
kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap
Tuhan. Penjelmaan dari keadilan kemanusiaan monopluralistersebut dalam bidang
kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara dan kehidupan
antarbangsa yaitu menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan
makhluk sosial yaitu dalam wujud keadilan dalam hidup bersama atau keadilan
@ e'Seil Z—eS—17-"""S—1"e""S—¢S1"2S+’+S—10e @ Sels’«eS®ES>'1s:
kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.*’

2. Dasar Epistemologis Sila-Sila Pancasila

S—ES®’'*S1 ©2<SeS’1 ©72S+21 e’ ®eZ-1 +®S+Sel MSeS]1 ‘S""Se—¢¢
suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan
pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam
semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup serta
sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti yang demikian ini, telah
menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (belief-systemyang telah
—Z—0S—e"7e1™5S7e’®1"S>Z2—S1¢'Se’"S—1eS—eS®S—1<S’1ES>S1'’ez™
"Ze"—™""] _S®$S>S"Se1eSeS-1¢Z>¢SeS'1'eS—e1"Z2"ez™S 1 Sel’—"1¢
telah menjelma menjadi ideologi.

Sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok yaitu: 2

a. Logosyaitu rasionalitas atau penalarannya.

b. Pathosyaitu penghayatannya.
c. Ethosyaitu kesusilaannya.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan
dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai
*S®S>—¢S1¢S’e721 »'Softhlkatna S dasarSapistemologiPancasila

17" Notonagoro, Op.Cit, 1975. Hal. 140, 141.
18 Koento Wibisono, Z Z"ce'l >'+'celeZ>'SeS™1 Z+7>_§ ce’ dlalafciibhalPancasidBo—1 '+ S S.
3 Tahun lll, Pusat Studi Pancasila, Yogyakarta, Juni 1999. Hal. 3.

Poespowardoyo Soeryanto,Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Seghdangan Hidup BersamBP-7
Pusat, Jakarta, 1991. Hal. 50.
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tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.

Kalau manusia merupakan basis ontologisdan Pancasila, maka dengan demikian

mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologyaitu bangunan epistemologi

CS—ele'eZ-™Se"S—1¢SeS-1¢S—e7 0S5 1 eeSeSe1-S—7@’'Si
Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologiyaitu: pertama

tentang sumber pengetahuan manusia, keduatentang teori kebenaran pengetahuan

manusia, ketigatentang watak pengetahuan manusia.*

3. Dasar Aksiologis Sila-Sila Pancasila
'S, ®'*S1 ©Z2<SeS’1 ®2Se71 ®®’eeZ-1 *SeSel “7¢S1 —Z-"+"""1 S.Z
aksiontologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada
hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori
tentang nilai, tergantung pada titik tolak dan sudut pandang masing-masing dalam
menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Misalnya kalangan materialis
memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan
hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun
dari berbagai macam pandangan tentang nilai, dapat kita kelompokkan pada dua
macam sudut pandang: pertamasesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek
™7 <751 —"05"1¢S"e71 -S—70'S1 ('S ketua,dadd hakike$yd Z<“Z"« <001
sesuatu itu memang pada dirinya sendiri mengandung nilai (hal ini merupakan
pandangan dan paham objektivisme).

Pandangan dan tingkatan nilai tersebut menurut Notonagoro, dibedakan
menjadi tiga macam sebagai berikut.
a. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan
suatu aktivitas atau kegiatan.

c. Nilai-nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia
yang dapat dibedakan atas empat tingkatan sebagai berikut.

1) Nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada akal, rasio, budi, atau
cipta manusia.

2) Nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan
manusia.

3) Nilai kebaikan atau nilai [noral, yai:tu nilqi yang bersumber pada unsur
kehendak ( "¢*d1 “ee¢Z}yntahlissarce S

4) Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian.

D. NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat
Pancasila yang umum, universal, yang merupakan substansi sila-sila Pancasila,
sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar
negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang
bersifat khusus dan konkret. Hakikat Pancasila merupakan nilai, Pancasila sebagai

20 A.M.W Pranarka, Sejarah Pemikiran tentang PancasiSIS, Jakarta, 1996. Hal. 32.
21 Notonagoro, Ibid, 1957. Hal. 20.
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pedoman negara merupakan norma, adapun aktualisasi atau pengamalannya
merupakan realisasi konkret Pancasila.

Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar
yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal
yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan
konkret dalam kehidupannya, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun
bernegara. Namun, prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari
kenyataan. Prinsip-prinsip dasar tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib
masyarakat, dan tertib kehidupan.

1. Hidup Negara

Sebagai konsekuensi jika nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 itu diubah maka sama halnya dengan pembubaran negara
Proklamasi 1945. Hal ini sebagaimana terkandung dalam ketetapan MPRS No. XX/
MPRS/1966 diperkuat Tap. No. V/IMPR/1973. Jo. Tap. No. IX/MPR/1978

2. Nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental Negara

oS, —"+S'1 S—ES®'*S10.Z<S+S5'1+S0eS>1 +®SeSe1—75>S1 —«"—7Z

merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia.
Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu
pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang
meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18
Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri negara menjadi
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Indonesia. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, secara yuridis
memiliki kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. Adapun
Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila, mengandung
Empat Pokok Pikiran yang bilamana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya
tidak lain merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara
persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun parseorangan. Hal ini
merupakan penjabaran sila ketiga.

Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban
mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila
kelima.

Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Ber-
dasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini menunjukkan
bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat.
Hal ini sebagai penjabaran sila keempat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa
negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab. Hal inimengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung
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tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup negara. Hal ini merupakan
penjabaran sila pertama dan kedua.

3. Inti Isi Sila-Sila Pancasila
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sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan
suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki
perbedaan antara satu dengan lainnya, namun kesemuannya itu tidak lain merupa-
kan suatu kesatuan yang sistematis. Oleh karena itu, meskipun dalam uraian berikut
ini menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, namun kesemuanya
itu tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan lainnya. Adapun nilai-nilai yang
terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat
sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara
yang didirikan merupakan pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik
negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara,
"2¢2¢S®S—1+5—1'S"1S®S®’'l S>¢851—75>5S81'S>7@1l+'’ S’'1—"+S", —"¢
Maha Esa.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
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oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila
berikutnya. Sila kemanusiaan merupakan dasar fundamental dalam kehidupan
kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber
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rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat
makhluk pribadi berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

c. Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan
dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang
<Z>e'*Sele’ @eZ-Se'®il 'eS1 Z>®@Se72S—1 —e"—7Z®’S1e’eS®S>'1+S—1."
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Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara merupakan
penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu
dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di
antara elemen-elemen yang membentuk negara, yang berupa suku, ras, kelompok,
golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan
bawaan kodrat manusia dan merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk
negara. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan
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diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal
kail Z><Z2¢SS—1<¢72"S——¢S17—e72"1¢>7—E' —e"S—1-7—Se’1""— ""1 8.
melainkan diarahkan pada suatu sintesis yang saling menguntungkan vyaitu
persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.
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Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal ini terkandung nilai
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yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa dan nasionalisme yang humanistik,
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.
Oleh karena itu, nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek
penyelenggaraan negara termasuk dalam era reformasi dewasa ini. Proses reformasi
tanpa mendasarkan pada moral Ketuhanan, Kemanusiaan dan memegang teguh
persatuan dan kesatuan, maka bukan tidak mungkin akan membawa kehancuran
bagi bangsa Indonesia seperti halnya telah terbukti pada bangsa lain misalnya
Yugoslavia, Srilangka, dan sebagainya.
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Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang D|p|mp|n oleh Hikmat
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Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia,
dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
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merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang
Maha Esa, yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia
dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara.
Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan
asal mula kekuasaan negara sehingga dalam sila ker&yatan terkandung nilai
demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Nilai-nilai
demokrasi yang terkandung dalam sila kedua adalah sebagai berikut:

1) Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap
masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
3) Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.

4) Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena
perbedaan merupakan suatu bawaan kodrat manusia.

5) Mengakuiadanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok,
ras, suku, dan agama.

6) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
7) Menjunjung tinggi asas —zce ¢ S Seligai moral kemanusiaan yang beradab.

8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar
tercapainya tujuan bersama.
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e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
eS®S>'1eS—1+"" S'17eZ2'1e’*S1 Z2+2'S—S—1 S—+1 S'S1 ®S81 Z-S—7c
dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah
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Kesimpulan:

Pancasila yang terdlrl atas lima sila pada haklkatnya merupakan suatu sistem
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saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan
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atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun
demikian, sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu
setiap sila merupakan unsur dari Pancasila.
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Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda

1. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit dalam buku ....
A. Negara Kertagama D. Sangsakerta
B. Mahabrata E. Arjuna Wiwaha
C. Sutasoma

2. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad
Iarpanya danvterpendgm olerj kevbudayaarj Barat. Dengan dgmikian,vPancasilav o
¢Z<''1272S01*S>'™MSeS1 @SSl —ZS>S01¢S'+721 0Z2¢SS'1
Pengertian di atas merupakan pengertian Pancasila menurut ....
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B. Ir. Soekarno E. A.A. Maramis
C. Notonegoro
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3. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri kerakyatan,
Kesejahteraan Rakyat. Konsep tersebut dikemukakan oleh ....

A. Mr. Muh. Yamin, D. Ir. Soekarno,
1 il >eeil z'i1 S4S11 i1 1 8S—ce1
C. Mr. Soepomo
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4. Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal ....
A. 1 Juni 1945 D. 18 Agustus 1945
B. 17 Agustus 1945 E. 24 Februari 1994
C. 1 Oktober 1945

5. Pancasila dikenal oleh masyarakat Jawa dengan lima larangari atau “Lima
pantangafi. Berikut yang termasuk lima larangan atau lima pantangan, kecuali

1 il-SeZ—"11 il e—S*1
B. maling E. mabok
C. main

6. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal ....
A. 28 Oktober 1945 D. 18 Agustus 1945
B. 6 September 1993 E. 17 Agustus 1945
C. 11 Maret 1945

7. Kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasan pada pemerintahan ....
A. Raja Hayam Wuruk D. Raja Aswawarman
B. Angling Darma E. M. Yamin
C. Raja Airlangga
8. Hari pertama sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua adanya
penambahan 6 anggota baru badan penyelidik yaitu, kecuali....
1 il <s72¢1 SeS'1 SeS—11 il "2"8>—"1 S48
B. Muhammad Noor E. Soerjo Hamid Joyo
C. Asikin Nata Negara

9. Teori Negara Perseorangan, paham Negara Kelas, dan paham Negara
Integralistik adalah teori-teori yang dikemukakan oleh ....

A. Mr. Muh. Yamin D. Prof. Pr. Soepomo
B. Ir. Soekarno E. H. Agus Salim
1 il >eil ~'i1 S48
10. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal ....
A. 14-17 September 1945 D. 6-16 Agustus 1945
B. 14-17 Agustus 1945 E. 10-16 Juli 1945

C. 6-16 September 1945

Il.  Soal Uraian
1. Apa makna dari Pancasila?
Xill Z—+S™S1 S—ES@’'+S1eZ>' —ele'Zcze1eZ—eS—1 e@SeSe1—7+S>
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4. Mengapa dalam sila pertama dikatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”? Coba

Anda jelaskan!
5. Jelaskan dasar-dasar negara di bawah ini:

a. antropologis b. epistimologis c. aksiologis.
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. DEFINISI PARADIGMA

Istilah paradigmapada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan,
©Z>225-S1S¢5-1"S'eS——¢S1eZ—eS—1 +SeSel’e—721™Z—+7+S'25—i1
tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah
Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul  *Z1 ¢>7@E 252171 E’'Z2e’ E1 ZY e7+¢' " —
Intisari pengertian paradigmaadalah suatu asumsi- asumsi dasar dan asumsi-asumsi
teoretis yang umum (sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum,
metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat,
ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

ZES>S1 «"@” ®d1'S""Se1"27¢7"’S—1 S—ES®’'*S1eZcSeS'1™S>Se"s.
nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan
nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai sila-sila Pancasila. Oleh
karena itu, hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis
manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai
pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa
Pancasila merupakan dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan
hidup) manusia. Oleh karena itu, negara dalam rangka mewujudkan tujuannya
melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus
dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia “monopluralis”.

Unsur-unsur hakikat manusia “monoplurails” meliputi susunan kodrat
manusia, rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia makhluk individu dan
makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri
sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena pembangunan nasional
sebagai upaya praktis untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan haruslah
berdasarkan pada paradigma hakikat manusia “monopluralis” tersebut.

22 Thomas S.Kuhn, ‘Z1 e>2@Ee2>21"«1 E'Z19700HAI. 2K ~eZ o'~ —
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1. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Iptek

Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah
menjadi sistem etika dalam pengembangan Iptek. Sila Ketuhanan Yang Maha
Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional
dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, Iptek tidak
hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga
dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan
sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan
manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang
sistemik dari alam yang diolahnya. 2

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas
bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek haruslah beradab. Iptek merupakan
hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan
Iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia.
Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun
harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia.

Sila Persatuan Indonesia melengkapi universalia dan internasionalisme
(kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan diarahkan demi
kesejahtentan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia.
Pengembangan Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme,
kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di
dunia.

081 7587¢8e8—1 ¢S —e1 '] "e7:1 8.l 728" @E—5S5 1 .
musyawaratan/Perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara demokratis.
Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek.
Selain itu, dalam pengembangan Iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan
menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka: terbuka
untuk dikritik, dikaji ulang dan dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia melengkapi pengembangan
Iptek. Artinya, harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusia-
an, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri,
manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan
masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya?*
Kesimpulannya, bahwa pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan
sumber nilai, kerangka pikir, dan basis moralitas bagi pengembangan Iptek.

2. Pancasila Paradigma Pembangunan Poleksosbud Hankam

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk
mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai macam
bidang antara lain Poleksosbud Hankam. Dalam bidang kenegaraan penjabaran
pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidang- bidang
operasional serta target pencapaiannya.

2 T. JacobNilai-nilai Pancasila Sebagai Orientasi PengembangarElR Tinterskip Dosen-dosen Pancasila
Se-Indonesia, Yogyakarta, 1999.

24 T. Jacob/bid, 1999.
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Pembangunan yang merupakan realisasi praktis dalam negara untuk mencapai
tujuan seluruh warga harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek
pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah “monopluralis”
artinya meliputi berbagai unsur yaitu rohani-jasmani, individu makhluk sosial, serta
manusia sebagai pribadi-makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakikat
manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan Poleksosbud Hankam.
Hal inilah yang sering diungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan bahwa
pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap dan utuh, meliputi
seluruh unsur hakikat manusia monopluralis atau dengan kata lain membangun
martabat manusia.

3. Pancasila Paradigma Pengembangan Bidang Politik

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada
dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia
merupakan subjek negara dan karena itu kehidupan politik dalam negara harus
benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar
kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi
manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga
sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin asas hak-
hak tersebut. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang
bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial
yang terjelma sebagai rakyat. Kekuasaan negara harus mendasarkan pada asal
mula dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
Oleh karena itu, kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya
kekuasaan perseorangan atau kelompok.

4. Pancasila Paradigma Pengembangan Ekonomi

Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi
yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas
kemanusiaan dan ketuhanan. Lazimnya, pengembangan ekonomi mengarah pada
persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi
dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 yang menumbuhkan
ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah maka di Eropa pada awal
abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut,
yaitu sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang
ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu, kiranya menjadi sangat penting
bahkan mendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada
moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan.

Atas dasar kenyataan tersebut maka Mubyarto kemudian mengembangkan
ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang mendasarkan pada
tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya
mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan. Oleh karena itu, sistem
ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan
ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan moral kemanusiaan. 2°

25 Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonkierakyatan,Aditya Media,

Yogyakarta, 1999.
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5. Pancasila Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

Dalam pembangunan, pengembangan aspek sosial budaya hendaknya
didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki
oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan
reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa
ini, sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat
sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi
berbagai macam gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk masa yang
cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang
muaranya ada pada masalah politik.

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Ketika gelombang gerakan reformsi melanda Indonesia maka seluruh aturan
main dalam wacana politik mengalami keruntuhan, terutama praktik-praktik
elit, politik yang dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesia ingin mengadakan
suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi
terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat
kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang
demokratis yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan
dan beradab.

1. Gerakan Reformasi

Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden
Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya
Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Soeharto sebagai
presiden. Hal itu diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.
Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi, yang akan
mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh,
terutama pengubahan 5 paket Undang-Undang Politik tahun 1985 kemudian diikuti
dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum sehingga perlu
diwujudkan Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Persaingan Sehat,
Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Usaha Kecil, Undang-Undang Bank
Sentral, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan
Buruh dan sebagainya®

Dengan demikian, reformasi harus diikuti juga dengan reformasi hukum
bersama aparat penegaknya serta reformasi pada berbagai instansi pemerintahan.

a. Reformasi pada prinsipnya merupakan suatu gerakan untuk mengembalikan
kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa
Indonesia. Tanpa landasan ideologis yang jelas maka gerakan reformasi akan
mengarah kepada anarkisme, disintegrasi bangsa, dan akhirnya jatuh pada
suatu kehancuran bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang telah terjadi
di Uni Sovyet dan Yugoslavia.

26 Nopirin, Nilai-nilai Pancasila Sebagai Strategi Pengembangan Ekbimtonesia Intership Dosen-dosen
Pancasila Se-Indonesia, Yogyakarta, 1999. Hal. 1.
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b. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka
struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.
Reformasi pada prinsipnya merupakan gerakan untuk mengadakan suatu
perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada
karena adanya suatu penyimpangan. Reformasi mengembalikan pada
dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah di tangan
rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2). Reformasi harus
mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum, dalam
arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD yaitu
harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari
penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Reformasi dilakukan ke arah suatu
perubahan ke arah kondisi keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan
dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang
lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi sosial,
budaya, serta kehidupan keagamaan.

c. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia
yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan
bangsa.

2. Pancasila sebagai Dasar Cita-Cita Reformasi
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bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah. Namun demikian, tampaknya
Pancasila tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Pada
masa Orde Lama, pelaksanaan Pancasila dalam negara secara jelas menyimpang
bahkan bertentangan, misalnya Manipol Usdek dan Nasakom yang bertentangan
dengan Pancasila. Presiden seumur hidup serta praktik-praktik kekuasaan diktator
Masa Orde Baru Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa
sehingga kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai dikaburkan dengan praktik
"2¢S5"®S—SS—1™Z7¢S"®S—S1 ™7 —+7S0eS1—7+5>Si1 '®eS+—¢S81l e’z
negara senantiasa berlindung di balik ideologi Pancasila sehingga setiap tindakan
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tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila. Asas kekeluargaan sebagaimana
terkandung dalam Pancasila disalahgunakan menjadi praktik nepotisme, sehingga
merajalela kolusi dan korupsi.

Reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan
pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Z>@Se7S—1 —e"—70'S81 <Z>"Z>S"¢SeS—1¢S—el e’ ™M _TM'__] "e7] 77 _¢
dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
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a. Reformasi yang Berketuhanan Yang maha Esa, yang berarti bahwa suatu
gerakan ke arah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik
bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Karena hakikatnya manusia
merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna dan yang berakal
budi, sehingga senantiasa bersifat dinamis dengan selalu melakukan suatu
perubahan ke arah suatu kehidupan kemanusiaan yang lebih baik. Reformasi
harus berlandasakan moral religius dan hasil reformasi harus meningkatkan
"720ez™S 1 7"728¢S5-8S—i1 +72'175572—S51"+281>2+"5>-Se’'1 ¢S —el ¢ ¢
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religius tidak membenarkan adanya pengrusakan dan penganiayaan yang
merugikan orang lain serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

b. Reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa
reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai-nilai martabat manusia yang
beradab. Oleh karena itu, reformasi harus dilandasi oleh moral kemanusiaan
yang luhur, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan bahkan reformasi menargetkan ke arah penataan kembali
suatu kehidupan negara yang menghargai harkat dan martabat manusia, yang
secara konkret menghargai hak-hak asasi numusia. Reformasi menentang
segala praktik eksploitasi, penindasan oleh manusia terhadap manusia lain,
oleh golongan satu terhadap gotongan lain, bahkan oleh penguasa terhadap
rakyatnya. Untuk bangsayang majemuk sepertibangsalndonesiamakasemangat
reformasi yang berdasar pada kemanusiaan menentang praktik-praktik yang
mengarah pada diskriminasi dan dominasi sosial, baik alasan perbedaan suku,
>S2d1S®Se,7@281-S7™7—1SeS-Sil Z¢>-S®’'1¢S—ele"" Sel—"¢S" .
tidak membenarkan perilaku yang biadab, seperti membakar, menganiaya,
menjarah, memperkosa, dan bentuk-bentuk kebrutalan lainnya yang mengarah
pada praktik anarkisme. Reformasi yang berkemanusiaan harus memberantas
sampai tuntas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah sedemikian mengakar
pada kehidupan kenegaraan pemerintahan Orde Baru.?

c. Semangatreformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan, sehingga reformasi
harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Reformasi harus
menghindarkan diri dari praktik-praktik yang mengarah pada disintegrasi
bangsa, upaya sparatisme baik atas dasar kedaerahan, suku, maupun agama.
Reformasi memiliki makna menata kembali kehidupan bangsa dalam bernegara
sehlngga reformasi ]ustru harus mengarah pada lebih kuatnya persatuan dan
"Z7weSe72S—1<¢S—e@Sil Z+>-Soe’'l“2+51 'S>7@1 ®Z—S—+'S®S1." §’
sebagai suatu bangsa Indonesia.

d. Semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan sebab justru
permasalah dasar gerakan reformasi adalah pada prinsip kerakyatan. Penataan
kembali secara menyeluruh dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan
negara harus meletakkan kerakyatan sebagai paradigmanya. Rakyat merupakan
sebagai awal mula kekuasaan negara yang sekaligus sebagai tujuan kekuasaan
negara. Dalam pengertian inilah maka reformasi harus mampu mengembalikan
pada tatanan pemerintahan negara yang benar-benar bersifat demokratis,
artinya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

e. Visi dasar reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi yang melakukan perubahan
dan penataan kembali dalam berbagai bidang kehidupan negara harus
memiliki tujuan yang jelas, yaitu terwujudnya tujuan bersama sebagai negara
hukum yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu,
hendaklah disadari bahwa gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan
penataan kembali, pada hakikatnya bukan hanya bertujuan demi perubahan
itu sendiri, namun perubahan dan penataan demi kehidupan bersama yang
berkeadilan. Perlindungan terhadap hak asasi, peradilan yang benar-benar
babas dari kekuasaan, serta legalitas dalam arti hukum, harus benar-benar
dapat terwujudkan. Dengan demikian, rakyat benar-benar menikmati hak

27 Hamengkubuwono X, 1998. Hal. 8.
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serta kewajibannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena
itu, reformasi hukum baik yang menyangkut materi hukum maupun aparat
pelaksana dan penegak hukum merupakan target reformasi yang mendesak
untuk terciptanya suatu keadilan dalam kehidupan rakyat.

3. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Pada era reformasi, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum
menjadi suatu keharusan karena proses reformasi yang melakukan penataan
kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan terhadap
peraturan perundang-undangan. Agenda yang lebih konkret yang diperjuangkan
para reformis yang paling mendesak adalah reformasi bidang hukum.

Kesimpulan: h

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu
konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus
mendasarkan pada hakikat nilai sila-sila Pancasila. Hakikat nilai sila-sila
Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek
pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok
negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila
merupakan dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup)
manusia. Oleh karena itu, negara dalam rangka mewujudkan tujuannya
melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya
harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia “monopluralis”.

/

Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda

1. Nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat
martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pernyataan di atas
merupakan pengertian dari ....

A. monopluralis D. konservasi
B. ontologis E. paradigma
C. humanistik
2. Penulisbukul ‘Z1 >7@Ee7>721"«1 S’ —adalaE.l. ZY e7¢’"—1
A. Mugyarto (1999) D. Prof. Dr. BJ. Habibie (1998)
B. T. Jacob (1986) E. Mardjono (1998)
C. Thomas S. Kuhn (1970)

3. Dibawabh ini contoh yang tidak sesuai dengan pengertian reformasi, kecuali....
A. pemaksaan kehendak dengan mendudukkan suatu instansi atau lembaga.
B. memaksa untuk mengganti pejabat dalam suatu instansi.
C. melakukan pengrusakan.
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D. melakukan pengerahan massa dengan merusak dan membakar toko-toko.
E. mendukung pembangunan gedung-gedung pencakar langit.
4. Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi atau sumber penjabaran dari tertib
hukum di Indonesia termasuk UUD 1945, merupakan pengertian dari ....
A. Pancasila sebagastaatsfreidmentainorm
B. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi
C. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Ipoleksosbud Hankam
D. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi
E. Pembukaan UUD 1945

5. Tri Darma Pergutuan Tinggi didasarkan pada ....
A. Tap Nomor XXI MPRS/1966
B. PP. Nomor 60 Tahun 1999
C. TAP Nomor III/MPR/2000
D. UU Nomor 15/1965
E. Pembukaan UUD 1945

6. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah paradigma dalam
dunia pengetahuan adalah ....

A. Thomas S. Minn D. M. Akbar
B. Thomas Muler E. Muhammad lkbal
C. Thomas S Khun
7. Sistem ekonomi yang menguntungkan pemilik modal disebut ....

A. kerakyatan D. komunis
B. sosialis E. pasar modal
C. kapitalis

8. Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden
Soeharto pada tanggal ....

A. 24 Mei 1998 D. 21 Juni 1998
B. 21 Mei 1998 E. 4 Juni 1998
C. 21 Juli 1998

9. Yuridis dapat diartikan sebagai ....

benar dan ada ketetapan hukumnya

benar tidak ada ketetapan hukumnya

. benar sekali

. salah

tidak benar tidak salah

10. Tridarma Perguruan Tinggi adalah ....
a. pendidikan tinggi, mengkaji, penelitian
B. pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat, mengajar
C. sekolah, observasi, pengabdian kepada masyarakat

moow>»
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D. observasi, pengabdian kepada masyarakat, belajar
E. pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Soal Uraian

Apa yang dimaksud dengan paradigma?
Sebutkan syarat-syarat suatu gerakan reformasi!
Jelaskan Pancasila sebagai reformasi politik!

Mengapa paradigma nasional sebagai upaya praktis untuk mewujudkan tujuan
pembangunan harus berdasarkan paradigma hakikat manusia?

Jelaskan maksud dari:
a. akulturasi Pancasila
b. Tridarma Perguruan Tinggi
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. KONSEP DASAR TENTANG WARGA NEGARA
1. Pengertian Warga Negara

Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi unsur negara. Pada masa

dulu, warga negara disebut dengan istilah hamba atau kawula negara. Akan tetapi,
istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka
dibandingkan hamba atau kawula negara. Warga negara mengandung arti peserta,
anggota, atau warga dari sebuah negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang
didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk
kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak
di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan
tanggung jawab.

79808 107085 1e7 —'@'1+'15+8@01 T i1 ""§-1™3_1-7—e7 —'0e"
negara atau citizenshipadalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk
negara itu sendiri. Istilah warga negara menurutnya lebih baik ketimbang
menggunakan kawula negara, karena kawula negara betul-betul berarti hanya
sebagai objek atau milik negara.
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anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus
terhadap negaranya. la mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat
timbal balik terhadap negaranya.

Adapun dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD
1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang
disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945
pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan
Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, yang bertempat di Indonesia, mengakui
Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia
dapat menjadi warga negara.
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2. Asas Kewarganegaraan
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sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik
terhadap negaranya. Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu
negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam
negara tersebut. Ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status
kewarganegaraan seseorang. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan
untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.

Terdapat dua pedoman dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini, yaitu asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan
perkawinan. Berdasarkan sisi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering
«'7-™ S’ 3 1¢ Sus gdliteehgedtkelahiran) dan ius sanguinigketurunan). Sementara
itu, dari sisi perkawinan dikenal asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

a. Dari sisi kelahiran

Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan sisi kelahiran
seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaituius soli dan ius
sanguinis. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin. lus berarti hukum,
dalil, atau pedoman, sementara soli berasal dari kata solumyang berarti negeri,
tanah atau daerah. Adapun kata sanguinisberarti darah. Dengan demikian, ius soli
berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran,
sedangkanius sanguinisadalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau
keturunan.

Jika sebuah negara menganut asasus soli,maka seseorang yang dilahirkan di
negara tersebut, mendapatkan hak sebagai warga negara. Begitu pula dengan asas
ius sanguinis.Sebuah negara yang menganut asasus sanguinismaka seseorang yang
dilahirkan dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, Indonesia
misalnya, anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya,
yakni warga negara Indonesia.

Pada awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanyaius soli
saja. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa seseorang yang dilahirkan di suatu
wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan
tetapi, dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan suatu asas
lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan
terhadap asas lain ini juga berdasarkan realitas empiris bahwa ada orang tua yang
memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika
kemudian orang tua tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya
(misalnya, di tempat ibunya). Jika tetap menganut asasius solimaka si anak hanya
mendapatkan status kewaarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak atas
status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah, asasus sanguiniddimunculkan
sehingga si anak dapat memiliki status kewarganegaraan bapaknya.

b. Dari sisi perkawinan

Selain hukum kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, kewarganegaraan
seseorang juga dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum
dan asas kesatuan persamaan derdjaas Kesatuan hukum berdasarkan paradigma
bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang
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menciptakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakatnya, suami istri ataupun keluarga yang baik perlu
mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat.

Untuk merealisasikan kesatuan dalam keluarga atau suamiistri, maka semuanya
harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman
dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama tersebut,
adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga tidak ada yang dapat mengganggu
kebutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Adapun dalam asas persamaan derajat, ditentukan bahwa suatu perkawinan
tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan dari masing-masing
pihak. Baik suami maupun istri, tetap berkewarganegaraan asal. Dengan kata lain,
sekalipun telah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan
sendiri, sama halnya ketika mereka belum menikah.

Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya,
seseorang yang ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan
berpura-pura melakukan pernikahan dengan wanita di negara tersebut. Setelah
memperoleh kewarganegaraan sesuai keinginannya, selanjutnya ia mencerai-
kan istrinya tersebut. Untuk menghindari penyelundupan hukum semacam ini,
banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan
kewarganegaraannya.

3. Unsur-Unsur yang Menentukan Kewarganegaraan
a. Unsur darah keturunan (ius sanguinis)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarga-
negaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua berkewarganegara-
an Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Prinsip ini adalah
prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang terbukti dalam sistem kesukuan,
di mana anak dari anggota suatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota
suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku di Belanda, Indonesia, Inggris, Jerman, Korea
Selatan, Filipina, Portugal, Spanyol, Turki, dan Yunani.

b. Unsur daerah tempat kelahiran (ius soli)

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya,
orang yang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya
menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan
anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Negara yang menganut asas
ius soliialah Argentina, Meksiko, Brasil, Kanada, Jamaika, dan Amerika Serikat.

c. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi)

Orang asing pun dapat memperoleh kewarganegaraan atau naturalisasi
setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Persyaratan dan prosedur pewarganegaraan di berbagai negara sedikit-banyak
dapat berlainan, menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi
negara masing-masing.
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Dalam hal pewarganegaraan ini, ada yang aktif tetapi ada pula yang pasif. Dalam
pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsiuntuk memilih
atau mengajukan kehendak menjadi warganegara dari sesuatu negara. Adapun
dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau menjadi warga negara
oleh suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi,
yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. 2

4. Problem Status Kewarnegaraan

Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara,
mencakup pembahasan tentang beberapa persoalan yang berkenaan dengan
seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara. Jika
diamati dan dianalisis, di antara penduduk sebuah negara, ada yang merupakan
bukan warga negara (orang asing) di negara tersebut. Dalam hal ini, dikenal dengan
apatride, bipatridedan multi- patride.

Apatride merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status
kewarganegaraan. Bipatride merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang
yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal
dengan dwikewarganegaraan. Sementara yang dimaksud multipatride adalah istilah
yang digunakan seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.

Kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, merupakan
sesuatu yang akan mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk
pada suatu negara. Mereka dianggap sebagai warga asing, yang tentunya akan
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi orang asing, yang segala
kegiatannya akan terbatasi, juga setiap tahunnya diharuskan membayar sejumlah
2S—e1™Z7Z—eS S5S—100Z<S+S’'1">S—+1Se’ —-i

Kasus kewarganegaraan dengan kelompokbipatride ,dalam realitas empirisnya,
merupakan kelompok status hukum yang tidak baik karena dapat mengacaukan
keadaan kependudukan kedua negara. ltulah sebabnya, tiap negara dalam
menghadapi masalah bipatride dengan tegas mengharuskan orang-orang yang
terlibat untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.

Kondisi seseorang dengan status berdwikewarganegaraan sering terjadi pada
penduduk yang tinggal di daerah perbatasan antara dua negara. Dalam hal ini,
diperlukan peraturan atau ketentuan mengenai perbatasan serta wilayah teritorial
sehingga penduduk di daerah itu mendapat kejelasan tentang kewarganegaraan-
nya.

5. Karakteristik Warga Negara yang Demokrat

Suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban dapat terwujud
jika setiap warga negara memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula. Ada
beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai demokrat, antara
lain sebagai berikut.

28 Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD TRitgka Cipta, Jakarta,
1993. Hal. 216-217.
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a. Rasa hormat dan tanggung jawab

Warga negara yang demokratis hendaknya memiliki rasa hormat antarwarga
negara, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri
atas berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. Selain itu,
seorang warga negara pun harus dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga
keharmonisan hubungan antaretnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang
berdiri di atas pluralitas.

b. Bersikap kritis

Warga negara yang demokrat selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan
empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra-
empiris (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada
diri sendiri yang disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja
sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa
yang dikritisi.

c. Membuka diskusi dan dialog

Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empiris
yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas
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tersebut dapat diminimalisasi antara lain dengan cara membuka ruang untuk
berdiskusi dan berdialog. Jadi, sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi
merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.

d. Bersikap terbuka

Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama
manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta
pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran
pluralisme dan keterbatasan diri melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan
tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.

e. Rasional

Bagi warga negara yang demokrat, memiliki kemampuan untuk mengambil
keputusan secara bebas dan rasional merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan.
Keputusan yang diambil secara rasional mengantarkan sikap logis yang ditam-
pilkan oleh warga negara. Sebaliknya, sikap dan keputusan yang diambil secara
tidak rasional membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Permasalahan
yang terjadi di lingkungan warga negara, persoalan politik, sosial, budaya, dan
sebagainya sebaiknya dilakukan dengan keputusan yang rasional.

f.  Adil

Sebagai warga negara yang demokrat, tidak ada tujuan baik yang patut
diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil
merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlukan tidak adil.
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Dengan semangat keadilan maka tujuan bersama bukanlah suatu yang didiktekan
melainkan ditawarkan. Mayoritas suara bukanlah diatur, tapi diperoleh.

g. Jujur

Sikap dan sifat yang jujur haruslah dimiliki oleh setiap warga negara. Kejujuran
merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan
antarwarga negara. Sikap jujur bisa diterapkan di segala sektor, politik, sosial, dan
sebagainya. Kejujuran politik adalah bahwa kesejahteraan warga negara merupakan
tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang memilih para
politisi. Ketidakjujuran politik adalah seorang pilitisi mencari keuntungan bagi diri
sendiri atau mencari keuntungan bagi partainya, karena partai itu penting bagi
kedudukannya.

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut merupakan sikap
dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini menampilkan
sosok warga negara yang otonom, yakni mampu memengaruhi dan berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal secara mandiri.

Sebagai warga negara yang otonom, dia mempunyai karakteristik lanjutan
sebagai berikut.

1) Memiliki kemandirian. Mandiri berarti tidak mudah dipengaruhi, teguh
pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan publik.

2) Memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga negara,
khususnya di lingkungan masyarakat yang terkecil seperti RT, RW, desa atau
juga di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.

3) Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. Menghargai berarti
menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi setiap orang tanpa membedakan
ras, warna kulit, golongan ataupun warga negara yang lain.

4) Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang
santun. Warga negara yang otonom secara efektif mampu memengaruh| dan
<Z>™MSse’ e’ ™MSE'1eSeS_1™Z7 _eS_'eS_1"72¢'S"S—1™SeS1eZYZe1le"®
dan lokal, misalnya dalam rapat kepanitiaan dan pertemuan rukun warga,
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5) Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Tidak ada
demokrasi tanpa aturan hukum dan konstitusi, demokrasi menjadi anarki.
Karena itu warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk
mewujudkan demokrasi konstitusional:

a) menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif ( Ezesz>Z1i» 1S

b) ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif ( ™M>"EZcecel “*1+S 1
makingi 0

C) mgndukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (content of
S U0

d) ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung
jawab Glcee>ZEe7eF 1" e1«S i

29 Khoiron, dkk, Pendidikan Politik bagi Warga NegafaKIS, Yogyakarta, 1999. Hal 89-97.
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Pemahaman hakikat demokrasi terlebih dahulu diawali dengan pengertian
demokrasi serta nilai yang terkandung di dalamnya. Demokrasi secara etimologis
terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demosyang berarti
rakyat atau penduduk suatu tempat dan crateinatau cratosberarti kekuasaan atau
kedaulatan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan
tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Berikut ini beberapa pendapat ahli
mengenai demokrasi.

1) Menurut Joseph, demokrasi merupakan suatu perencana institusional untuk
mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan
dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

2) Menurut Sidney Hook, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas
dari rakyat dewasa.

3) Menurut Philipe, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana
pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah
publik oleh negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi
dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah dipilih.

Dari pendapat para ahli di atas terdapat benang merah atau titik singgung
bahwa pengertian demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat
S —1™M7 7 —271"7™7e7@S—1w©7Z>81"72¢S"S—1e7Z5¢"—0e’1eSeS_1™M7__¢7
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dilakukan rakyat secara langsung atau melalui perwakilannya. Karena itu, negara
yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan
kemauan rakyat mayoritas serta tidak mengesampingkan kaum minoritas. Untuk
membangun suatu masyarakat yang demokratis (adil, egaliter, dan manusiawi)
maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis
pula.

B. CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
INDONESIA

Pada umumnya ada dua kelompok warga negara dalam suatu negara, yakni
warga negara yang memperoleh status kewarganegaraanstelsel pasiatau dikenal
juga dengan warga negara <¢ 1~ ™ 7> S+’ “darlWarfja Sedara yang memperoleh
status kewarganegaraannya melalui stelse aktiatau dikenal dengan by registration.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62/1958 bahwa ada tujuh
cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu: kelahiran, pengangkatan,
dikabulkannya permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan atau
ibu, dan pernyataan.

Untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti
sebagai berikut (berdasarkan Undang-Undang Nomor 62/1958):

1. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegara-
an Indonesia karena kelahiran adalah dengan akta kelahiran.

2. Suratbuktikewarganegaraan untuk merekayang memperoleh kewarganegaraan
Indonesia karena pengangkatan adalah kutipan pernyataan sah buku catatan
pengangkatan anak asingan peraturan pemerintah Nomor 67/1958, sesuai
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dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.3/2/25, butir 6, tanggal 5
Januari 1959.

3. Suratbuktikewarganegaraan untuk merekayang memperoleh kewarganegaraan
Indonesia karena dikabulkannya permohonan adalah petikan keputusan presiden
tentang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia).

4. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memeperoleh kewarga-
negaraan Indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana diatur dalam Surat
Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB./116/22, tanggal 30 September 1958
tentang memperoleh/kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan
pernyataan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Warga negara secara umum adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan
khusus terhadap negaranya. la mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang
bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut,
maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan
sesuatu yang niscaya ada.

Dalam hal ini, hak warga negara terhadap negara telah diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak
umum yang digariskan dalam UUD 1945. Di antara hak-hak warga negara yang
¢'S—"—1¢SeS-1 1S¢S+S*1 S"1 ©®S®e’'l S—7®'S1¢S—+1>72-720S—1+Z—+"S
dalam pasal 28 UUD Perubahan Kedua. Pasal ini memuat hak-hak asasi yang
melekat di setiap individu warga negara, seperti hak kebebasan dan hak beribadat
sesuai dengan kepercayaan, bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E),
hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak
atas status kewarganegaraan (pasal 28E). Contoh kewajiban setiap warga negara
antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dan
warga, membela tanah air (pasal 27E), membela pertahanan dan keamanan negara
(pasal 29E), serta menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang
tertuang dalam peraturan (pasal 28E). Prinsip utama dalam penentuan hak dan
kewajiban warga adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap
perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak
dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang mereka buat sendiri.

D. PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Dalam UUD 1945 Bab X tentang warga negara, telah diamanatkan pada pasal
26, 27, 28, dan 30 sebagai berikut.

1. Pasal 26 ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang- orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara. Pada ayat (2) bahwa syarat-syarat mengenai
kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2. Pasal 27 ayat (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
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dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4. Pasal 30 ayat (1) hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam
pembelaan negara.

E. HUBUNGAN WARGA NEGARA DAN NEGARA
1. Siapakah Warga Negara

Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik
Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya
peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, atau peranakan anak yang bertempat
tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang
sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh
undang-undang (pasal 26 ayat 2).

2. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga
negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.
Pasal 27 ayat (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam
hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum
dan pemerintahan tanpa perkecualian. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan
antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga
negara dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa perkecualian. Ini
menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak adanya
diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal ini seperti telah
©'ZeS®"S—1w.Z2«2+7——0¢S81-2—7—"2""S—1"72™Ze7e’S—1""eS1e75'SeS™]

3. Hak Asasi Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi
Kemanusiaan

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini
memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam undang-undang
Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga
Kerja, Perbankan, bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga nhegara
memperoleh penghidupan yang layak.

4. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul

Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara atau penduduk untuk
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis, dan
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sebagainya. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis.
Adapun pelaksanaan pasal 28 telah diatur dalam undang-undang sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota
badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1980.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu menyangkut sejarah yang panjang,
baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman Indonesia merdeka. Adapun hak
mengungkapkan pikiran secara lisan, tertulis, dan sebagainya dalam pasal 28 UUD
1945, terutama untuk media pers, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang
ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1967 yang menentukan bahwa pers Indonesia pada dasarnya adalah
bebas untuk mengeluarkan pikirannya, namun harus bertanggung jawab. Pers ini
lazimnya disebut pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 28 UUD 1945
memuat frase “dan sebagainya” untuk menunjukkan terbukanya kemungkinan bagi
seseorang mengeluarkan pikiran bukan hanya secara lisan atau tertulis, melainkan
dengan cara lain.

5. Kemerdekaan Memeluk Agama

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwanegara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha EsaSelanjutnya, penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini
menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2)
menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memgdukanya
masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayadunnyéebebasan
memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak
asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

6. Hak dan Kewajiban Pembelaan Negara

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara
untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan bahwa
pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Yang dimaksud
adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan
Keamanan Negara yang antara lain mengatur Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat
Semesta.

7. Hak Mendapat Pengajaran

Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa pemerintahan negara Indonesia antara
lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
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menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk
itu, UUD 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 ayat 2).

Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989. Undang-undang ini menetapkan bahwa panyelenggaraan pendidikan
dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan di luar
sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di
sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
Adapun pendidikan di luar sekolah mencakup pendidikan keluarga.

Pelaksanaan undang-undang ini terdapat dalam peraturan pemerintahan
Nomor 27, 28, 29 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999,
masing-masing tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Peraturan pemerintahan tersebut juga
menetapkan pelaksanaan wajib belajar selama sembilan tahun secara bertahap.

8. Kebudayaan Nasional Indonesia

Pasal 32 menetapkan bahwa pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan
nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan tentang kebudayaan
bangsa sebagai“Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia
seluruhnya” Termasuk “Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak
kebudayaan daerah di seluruh IndonesReénjelasan UUD 1945 itu juga menunjukkan
arah kebudayaan “menuju ke arah kemajuan adab dan budaya dan persatuan, dengan
tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang depgiemkembangkan
atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggit d@manusiaan
bangsaIndonesia’™l S¢S‘10eSe717—7>51¢72¢S¢S1¢S—e1™Z7 o' —e1e'S¢S>"S—1™
UUD 1945 (pasal 36) adalah bahasa daerah, yang tetap dihormati dan dipelihara
oleh negara.

9. Kesejahteraan Sosial

Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 yang terdiri
atas tiga ayat menyatakan:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, penjelasan pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa produksi
dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemakmuran satu orang saja. Karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perekonomian di Indonesia berdasarkan
demokrasi ekonomi, kemakmuran adalah bagi semua orang. Untuk itu, cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak harus dikuasi oleh negara.

Kewarganegaraan




Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang tertentu yang
berkuasa, sementara rakyat banyak tertindas. Hanya perusahaan yang tidak
menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh berada di tangan perseorangan.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-
pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal
yang penting dan esensial karena meyangkut pelaksanaan demokrasi ekonomi dan
keadilan sosial.

Cukup banyak undang-undang sebagai pelaksana pasal 33 UUD 1945 ini,
antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tetntang Perkoperasian sebagai
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan. Semangat mewujudkan keadilan sosial terpancar
pula didalam pasal berikutnya, pasal 34 UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh negara. Undang-undang sebagai pelaksana pasal 34
UUD 1945 ini misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak.

4 N\
Kesimpulan:

Warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 26, dimaksudkan untuk bangsa
Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga
negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang
bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan
Arab dan lain-lain yang bertempat di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai
tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat
menjadi warga negara.

. ,/

Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda
1. Istilah warga negara pada masa lalu disebut ....
a. citizenship d. negara
b. penduduk e. kewarganegaraan
c. hamba/kawula negara
2. Di bawah ini merupakan karakteristik warga negara yang demokrat, kecuali....
a. memiliki rasa hormat dan tanggung jawab
b. bersikap terbuka
c. bersikap kritis
d. rasional
e. bersikap apatis
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10.

Pasal yang membahas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UUD 1945
Bab X adalah ....

a. pasal 26 ayat 1 d. pasal 27 ayat 2

b. pasal 26 ayat 2 e. pasal 28

c. pasal 27 ayat 1

Yang termasuk asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran adalah ....

a. asas kesatuan hukum d. ius sanguinis

b. asas persamaan derajat e. asas persatuan
C. ius soli

Di bawah ini negara yang menganut asasius soli kecuali....
A. Inggris D. Jepang

B. Indonesia E. Amerika

C. Prancis

Jumlah konsep dasar kewarganegaraan adalah ....
A. lima D. enam

B. tiga E. tujuh

C. empat

Karakteristik warga negara yang demokrat adalah ....
A. bersikap terbuka D. adil

B. jujur E. rasional

C. egois

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ada tujuh
cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali....

A. kelahiran D. pemaksaan
B. pengangkatan E. naturalisasi
C. adanya perkawinan

Pernyataan tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta
dalam usaha pembelaan negara terdapat pada UUD 1945 ....

A. pasal 30 ayat 2 D. pasal 32 ayat 1
B. pasal 40 ayat 1 E. pasal 30 ayat 2
C. pasal 31 ayat 1

“Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empiris
yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara”

Pernyataan di atas merupakan pengertian dari ....
A. rasional

B. jujur

C. adil

D. membuka diskusi dan dialog

E. bersikap terbuka
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I. Soal Uraian

Jelaskan pengertian antara dari warga negara!l

Jelaskan hubungan warga negara dan negara!

Jelaskan unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan seseorang!

Bagaimana karakteristik untuk mencapai atau menjadi warga negara yang
demokrat?

5. Bagaimana memperoleh kewarganegaraan di Indonesia dan di negara lain?

M w b
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami arti penting identitas nasional, pen gertian identitas nasional, serta
pembentukan identitas nasional

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Menurut terminologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai
dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara
sendiri. Jadi, pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri
yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Nasional
merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar
¢CS—e1e’'"Sel17e72'1"7200S-SS—,"2S-SS—81<S""1 ©’'"1weZ™Z>+'1¢2+S¢S8
-S7™M7—1—"— ®'""81l®eZ™Z>¢’1"7 —¢'—S—31E S, E'*+SH1+S—172"72S—11
Himpunan kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan istilah identitas
bangsa atau identitas nasional yang melahirkan tindakan kelompok (collective action)
yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi
atribut-atribut nasional.

Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya
yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa
dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan
bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Diletakkan dalam konteks Indonesia,
maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah
tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara
ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku, kemudian dihimpun dalam
satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan
roh Bhineka Tunggal Ikaebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Dalam perjuangan kemerdekaan, dibutuhkan konsep sebagai dasar pembenaran
rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat
keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa.

1. Nasionalisme merupakan situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara
total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa.

Identitas Nasional




Xill S5>5¢1 'S—"—e1+S—1 S>E1 i1 *S4—7>A1 MZ—eS—7¢1 —S®’~"—S-’
menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Selanjutnya, persamaan cita-cita diwujudkan dalam sebuah identitas politik
atau kepentingan bersama dalam wadah bangsa(nation). Bangsa ataunation adalah
suatu badan atau wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki
persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis,
SeS-S81<S'S®S81eS—1¢2+S¢Si1l —@z>1™Z50S-SS—1'Se’"S—1"e7—0"
atau untuk menentukan tujuan bersama yang direalisasikan dalam bentuk entitas
organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi,
©Z27+>S ©81eS—1™7-75—eS'S—1¢S—e1™Z>-S-stdte-1¢S—ele’'®Zcze1l—7Ze

Gabungan bangsa(nation)dan negara(state)adalah negara bangsa fation-state).
Dasar pembenaran kemerdekaan sebagai berikut.

1. Negara(state)bangsa(nation) melahirkan paham nasionalisme/kebangsaan.

Bangsa : wadah kesamaan keyakinan dan cita-cita

Bangsa : terdiri banyak etnis/suku

Bangsa : rasa kebangsaan suatu negara senasib sepenanggungan

Negara : insitusi yang sah berdasarkan hukum internasional
2. Ernest Renan mengemukakan bahwa negara bangsalation state adalah

sekelompok orang yang merasa bersatu karena kesamaan sejarah, nasib, dan

penderitaan juga cita-cita yang sama seperti halnya Indonesia.
3. Ernest Renan menegaskan unsur dasar(contituting element)bukan SARA
melainkan hasrat untuk bersatu (the desire to be togetheMlisalnya, Bhineka

Tunggal Ikasebagai dasar pemersatu.

1. Pengertian Umum Nasionalisme

Menurut Dean A. Minix dan Sandra M. Hawley, negara bangsa merupakan
sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik ( political building) seperti ketentuan-
ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri, dan
sebagainya. Negara bangsa merupakan pengertian negara dalam maknanya yang
modern.

Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, secara hukum peraturan tentang
kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan
paham nasionalisme. Lahirnya negara bangsa (nation state) merupakan akibat
langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan
pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum kemerdekaan.

Nasionalisme Indonesia ditandai lahirnya:
Hasil Politik Etis (abad ke-19-20)
Tumbuhnya Paham Nasionalisme
Budi Utomo 1908

— ' e E 191 XVolksraadl 917
Sumpah Pemuda 1928
Proklamasi 1945

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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a. Proses pembentukan bangsa

Dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks
dan model mutakhir. % Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih
dahulu, kemudian bangsa itu membentuk satu negara. Model mutakhir berawal dari
adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan
penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras.

Kedua model ini berbeda dalam empat hal, yaitu ada tidaknya perubahan unsur
dalam masyarakat, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan
bangsa negara, munculnya kesadaran politik masyarakat, dan derajat partisipasi
politik dan rezim politik. Model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif
homogen, sebagai contoh Israel. Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang
relatif heterogen dengan contoh Amerika Serikat.

b. Hakikat bangsa

Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis
antropologis dan bangsa dalam arti politik. 3 Dalam istilah lain, cultural unity dan
political unity®2. Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (cultural unity)
adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing
anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan
adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras,
budaya, keyakinan, bahasa, keturunan, dan sebagainya. Contoh: bangsa Kasmir,
bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, dan bangsa Palestina.

Bangsa dalam pengertian politik (political unity) adalah suatu masyarakat
dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya
sebagai kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah
bangsa yang sudah bernegara. Contoh: bangsa Indonesia, bangsa India, dan bangsa
Jerman.

c. Loyalitas ganda

Seorang warga dalam sebuah negara bangsa pada dasarnya memiliki dua
identitas yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas nasional. la memiliki identitas
kesukubangsaan disebabkan sebagai warga daricultural unity. la juga memiliki
identitas kebangsaan/nasional karena ia adalah warga dari suatu political unity.

Setiap identitas menuntut loyalitas (kesetiaan). Karena memiliki dua identitas
maka memiliki pula dua loyalitas ( loyalitas ganda Kesetiaan pada identitas nasional
amat penting, yang dapat mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa
dalam satu negara. Karena itu, sebuah negara bangsa perlu adanyahational caracter
building yang terus-menerus dalam diri warga negara.

d. Identitas bangsa

Bangsa memiliki penanda, jati diri, atau identitas yang dapat membedakan
dengan bangsa lain. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama

30 Ramlan Surbakti, Memahami llmu Politilk PT. Grasindo, Jakarta, 1999
31 Badri Yatim, Soekarno, Islam dan NasionalisrRenerbit Logos, Jakarta, 1999.
32 AT. Soegito, Pendidikan PancasilaJnnes Press, Semarang, 2004.
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suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, bhineka tunggal ika, sejarah,
perkembangan ekonomi dan kelembagaan 3

Cultural unity ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat
dan budaya, keturunan (darah), dan daerah asal (homeland)ldentitas cultural unity
dapat disebut pula identitas kesukubangsaan. Identitas yang dimiliki oleh sebuah
cultural unity kurang lebih bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah
(bawaan), primer, dan etnik. Setiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau
loyalitas pada identitasnya. Misal setia pada sukunya, agamanya, budayanya,
kerabatnya, daerah asal, dan bahasanya. Loyalitas pada identitas kelompok (etnik)
pada umumnya kuat dan langgeng (bertahan lama).

2. Unsur-Unsur Terbentuknya Identitas Nasional
a. Suku bangsa

Suku bangsa ialah golongan sosial yang khusus, yang bersifat askriptif (ada sejak
lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia
terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis. Tidak kurang dari 300
dialek bangsa dengan populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 210 juta,
yang diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya etnis-etnis yang mendiami
kepulauan di luar Jawa, seperti suku Makassar Bugis (3,86%), Batak (2,04%), Bali
(1,88%), Aceh (1,4%) dan suku lainnya.

b. Agama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamawi. Agama yang tumbuh dan
berkembang di Nusantara di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan
Konghucu. Dari agama-agama di atas, Islam merupakan agama yang dianut oleh
sebagian besar masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara multi agama
sehingga dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa.
Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi yang menyebabkan agama sebagai
faktor penyebabnya, misalnya kasus Ambon yang sering diisukan sebagai pertikaian
dua kelompok agama mesk|pun isu ini belum tentu benar. Isu agama merupakan
©SeS'1 ®Se71 ' ®71¢S—el —7¢S'1-7Z—"—<2"S—1""— ""i1
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antarumat beragama dan antarumat seagama.

c. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya
adalah perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh
pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang
dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam
bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang
dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan dari nilai-nilai etika dan
moral, baik yang tergolong ideal atau yang seharusnya, maupun yang operasional
dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari (ethos).

33 Ramlan Surbakti, Ibid, 1999.
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d. Bahasa

Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk
atas unsur-unsur bunyi dan ucapan manusia serta digunakan sebagai sarana
berinteraksi antarmanusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang
mewakili banyaknya suku bangsa. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dahulu
dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan penghubung berbagai etnis yang
mendiami Kepulauan nusantara. Selain menjadi alat komunikasi antarsuku, bahasa
Melayu juga digunakan sebagai bahasa transaksi perdagangan internasional di
Nusantara oleh bangsa Indonesia dengan pedagang asing.

Pada 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada
tahun ini terjadi peristiwva Sumpah Pemuda, yang mana para tokoh pemuda dari
berbagai latar belakang suku dan budaya menetapkan bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan bangsa Indonesia.

3. Nasionalisme Indonesia dan Konsep-Konsep Turunannya

Konsep nasionalisme yang dirumuskan oleh founding father berkelindan
dengan konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih
dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur Negara Indonesia yang berbentuk
republik. Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan
kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya, watak nasionalisme Indonesia yang
dirumuskan para tokoh nasionalis memengaruhi konsep-konsep pokok tentang
negara bangsa warga negara dan dasar negara yang disebut ideologi Pancasila yang
dirumuskan dalam ketetapan UUD 1945.

a. Negara bangsa

Konsep negara bangsa adalah konsep tentang negara modern. Sepertl telah
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memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan faktor kependudukan
yang merupakan modal sebuah bangsa sebelum menjadi sebuah negara. Adapun
syarat lainnya adalah adanya batasan-batasan teritorial wilayah, pemerintahan yang
sah dan pengakuan dari negara lain. Indonesia telah memenuhi syarat ketiga itu.
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berbentuk republik yang bentuk pemerintahannya bersifat antitesis monarki
dengan kepala pemerintahan bukan seorang raja, dengan sistem pemilihan umum
untuk menentukan presiden. Selain itu, ada unsur-unsur yang melengkapi negara
Indonesia, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b. Warga negara

Menurut bab X UUD 1945 pasal 26 bahwa yang menjadi warga Indonesia
ialah orang-orang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang
disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pasal inimengalami perubahan
(amandemen) melalui perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000. Menurut
amandemen kedua ini berbunyi bahwa warganegara atau penduduk ialah warga
negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.
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c. Perlunya integrasi nasional

Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan pembauran atau
asimilasi, padahal kedua istilah ini memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan
integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Adapun pembauran
dapat berarti asimilasdan amalginasilntegrasi kebudayaan berarti perlu penyesuaian
antardua kebudayaan atau lebih mengenai beberapa unsur budaya yang berbeda
dan bertentangan agar menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras. Caranya
adalah melalui difusi (penyebaran), yang mana unsur kebudayaan baru diserap
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disebut integrasi sosial.
Integrasi sosial adalah penyatupaduan dari kelompok-kelompok masyarakat
yang asalnya berbeda menjadi kelompok besar dengan melenyapkan perbedaan
dan jati diri masing-masing. Sementara yang dimaksud dengan integrasi nasional
adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi
suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat
kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa, dapat pula diartikan bahwa
integrasi bangsa merupakan kemampuan pemerintah yang semakin meningkat
untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah.

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional.
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pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya.
Upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian
dari upaya membangun dan membina stabilitas politik, di samping upaya lain
seperti keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme
parlemen. Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap
perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia.

d. Akankah kita junjung tinggi identitas nasional, atau justru kita
merusak dan meniadakannya?

Sekilas kata-kata di atas memang membuat tanda tanya besar dalam
memaknainya. Beribu-ribu kemungkinan yang terus melintas dibenak pikiran, untuk
menjawab sebuah pertanyaan yang membahas tentang identitas nasional. Kendati
pun, dalam hidup keseharian yang mencakup suatu negara berdaulat, Indonesia
sendiri sudah menganggap dirinya memiliki identitas nasional. Akan tetapi, pada
kenyataannya, negara kita ini masih merasakan kekritisan yang mengancam
disintegrasi.

Adapun pengertian identitas adalah ciri-ciri, tanda- tanda, jati diri yang melekat
pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakan dari yang lain. Adanya ciri-ciri
atau tanda-tanda yang terdapat dalam identitas nasional itu maka negara mampu
menampilkan watak, karakteristik kebudayaan dan memperkuat rasa kebangsaan.
Dan identitas nasional juga bisa dikatakan sebagai jati diri yang menjadi slogan-
slogan kibaran bendera kehidupan. Karena kedudukannya yang amat penting itu,
identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Tanpa identitas nasional, suatu
bangsa akan terombang-ambing. Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi
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di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis
oleh pengaruh dari pihak luar.

Budaya Barat yang masuk ke negara kita ini, rasanya begitu cepat diserap oleh
lapisan masyarakat. Misalnya saja dalam hal berpakaian. Pakaian kita umumnya
sudah bergaya kebarat-baratan, dan secara tidak langsung kita telah mengabaikan
prinsip ajaran yang memang telah ditentukan. Hal itu menjadikan budaya masyarakat
kita pada umumnya. Masyarakat lebih mudah mengambil budaya Barat yang tidak
sesuai dengan corak ketimuran yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
Dengan melihat kenyataan ini, terlihat jelas bahwa identitas nasional telah mulai
terkikis dengan datangnya budaya Barat yang memang tidak sesuai dengan budaya
bangsa Indonesia.

Langkah kita selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk memerangi
pengikisan identitas nasional. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah
menumbuhkan kembali sifat-sifat identitas nasional ke dalam pribadi manusia itu
sendiri agar timbul sebuah pemahaman akan identitas nasional suatu bangsa. Yang
menjadi pertanyaan sekarang, akankah kita junjung tinggi identitas nasional, atau
justru kita merusak dan meniadakannya? Jawaban atas pertanyaan ini tentu kembali
kepada pribadi kita masing-masing. Sejauh mana kita mengaktualisasikannya dalam
kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan: h
Warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 26, dimaksudkan untuk bangsa
Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga
negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang
bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan
Arab dan lain-lain yang bertempat di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai
Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat
menjadi warga negara.
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Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda

1. Manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai
aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, disebut ....

A. identitas negara D. kebudayaan
B. identitas bangsa E. hakikat bangsa
C. identitas nasional
2. Tanda lahirnya nasionalisme Indonesia, kecuali....
A. Linggar Djati 1966 D. Proklamasi 1945
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C. Sumpah Pemuda 1928
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Unsur-unsur terbentuknya identitas nasional, yaitu ....

A. suku bangsa D. kebudayaan
B. agama E. semua jawaban benar
C. bahasa

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat
tinggal di Indonesia”. Pernyataan di atas termasuk UUD 1945 ....

A. pasal 25 D. pasal 27
B. pasal 26 E. pasal 28
C. pasal 29

Penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu
keseluruhan yang lebih utuh atau menunjukkan masyarakat-masyarakat kecil
yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa disebut ....

A. integrasi sosial D. integrasi negara
B. integrasi nasional E. integrasi agama
C. integrasi bangsa

Identitas nasional adalah ....

A. tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang
membedakannya dengan yang lain

B. identitas yang melekat pada kelompok besar

. idgntitavs yang melevkat Qade} lfelompok—kelompok kecil yang dilihat dari
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. idthitas yangvmelvelsat padg kelpmgolf—kelompok Iebir} besar yang dilihat
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E. tanda suatu kelompok atau bangsa modern

0O

O

Menurut Ernest Renan, unsur dasar pembenaran kemerdekaan yaitu ....

A. hasrat kesamaan

B. merasa senasib sepenanggungan

C. hasrat untuk bersatu

D. hasrat untuk berjuang

E. merasa berhasrat untuk bersama

Nasionalisme di Indonesia ditandai oleh lahirnya ....
A. '—e’eE'Z1™S>."'1D. organisasi nasional
B. gerakan nasional E. organisasi modern

C. hasrat untuk bersatu

Unsur-unsur terbentuknya identitas nasional, kecuali....
A. suku bangsa D. bahasa

B. agama E. kesamaan

C. kepribadian
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10. Adadua model pembentukan bangsa yaitu model ortodok dan model mutakhir.
Orang yang mengemukakannya adalah ....

A. A. Minik D. Lary Diamond
B. Badri Yatim E. Taylor
C. R. Surbakti

II.  Soal Uraian

Apa yang dimaksud dengan identitas nasional?

Jelaskan unsur-unsur terbentuknya identitas nasional!

Mengapa identitas nasional bisa dikatakan sebagai jatidiri? Jelaskan!

Jelaskan yang dimaksud nasionalisme Indonesia dan konsep-konsep turunan-
nyal!

5. Jelaskan pengertian:

a. proses pembentukan bangsa,

A w bk

b. loyalitas ganda,
c. hakikat bangsa,
d. identitas bangsa.
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. KONSEP DASAR TENTANG NEGARA
1. Pengertian Negara

Sebelum memahami secara detail mengenai negara, terlebih dulu akan diawali
dengan penelusuran kata negara tersebut. Secara literal istilah negara merupakan
terjemahan dari kata-kata asing: state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan
Jerman), dan etat (bahasa Prancis). Katastaat state dan etat, diambil dari bahasa
Latin, statusatau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu
yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Kata statusatau statumlazim diartikan sebagai standingatau station(kedudukan).
Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang
juga sama dengan istilah status civitatisatau status republicaeDari pengertian yang
terakhir inilah, kata statuspada abad ke-16 dikaitkan dengan kata negara. Secara
terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok
masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah
tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung
nilai konstitutif dari sebuah negara yang terdiri atas tiga unsur: adanya masyarakat
(rakyat), adanya wilayah (daerah), dan adanya pemerintah yang berdaulat.

Z—7>72¢1 “eZ>1 i1 "eeS7281 —Z75>81 «’e7 —dgeric)Satad ;e Z<SeS'1 SeS.1
wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan
bersama, atas nama masyarakat. Lain halnya dengan yang dikemukakan Harold
J. Laski, menurutnya, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan
karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih
agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat
itu. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama
untuk mencapai terwujudnya keinginan-keinginan mereka bersama.
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adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan
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diartikan sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat dalam
suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.

Dalam konsepsi Islam, dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Sunnabh, tidak
ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, hanya terdapat prinsip-prinsip
dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, konsep Islam
tentang negara juga berasal dari tiga paradigma, yaitu:

a. Paradigma tentang teori khilafah yang dipraktikan sesudah Rasulullah saw.,
terutama biasanya merujuk pada masa Khulafa al Rasyidur
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c. Paradigma yang bersumber dari teori Imamahatau Pemerintahan.

Teori tentang khilafah menurut Amien Rais, dipahami sebagai misi kaum
muslimin yang harus ditegakkan di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk Allah
Swt., dan rasul-Nya. Mengenai cara pelaksanaannya, Al-Qur’an tidak menunjukkan
secaraterperinci, tetapi dalam bentuk global saja. Adapun untuk teoriimamah, Amien
lebih lanjut mengatakan bahwa imamah dalam pengertian negara dalamAl-Qur‘an
tidak tertulis. Akan tetapi, jika yang dimaksud imamah itu adalah kepemimpinan
yang harus diikuti oleh umat Islam, hal itu jelas ada dalam Al-Qur’an. Artinya, Al-
Quran menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti pemimpin yang benar, yang
terdiri atas manusia-manusia atau pemimpin yang menggunakan Islam sebagai
patokan kepemimpinannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara sederhana
bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh
sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada
peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari
kekuasaan yang sah.

2. Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang
mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan
sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain:
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c. mencapai kesejahteraan umum.

Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara untuk memajukan
kesusilaan manusia, baik sebagai perseorangan (individu) maupun sebagai makhluk
sosial. Menurut Roger F. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya
berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin the freest
possible development and creative self-expression of its members

Dalam ajaran dan konsep Teokratis (yang diwakili oleh Thomas Aquinas dan
Agustinus), tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan
aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin
negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang
diberikan kepadanya.
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Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah
agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan
menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosio-
hitoris bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan
berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu satu
sama lain saling membutuhkan bantuan. Adapun menurut Ibnu Khaldun, tujua n
negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara
pada kepentingan akhirat. Sementara itu, dalam konsep dan ajaran negara hukum,
tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan
dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alat-
alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus
tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu
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Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara (sesuai dengan pembukaan
UUD 1945) untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penjelasan UUD 1945
ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaa), tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (hachtstagt Dari pembukaan dan penjelasan UUD
1945 tersebut, dapat dikatakan Indonesia merupakan suatu negara hukum yang
bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang adil
dan makmur.

3. Unsur-Unsur Negara

Dalam rumusan Konvensi Montevidedahun 1933 disebutkan bahwa negara
harus memiliki tiga unsur penting: rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sejalan dengan
itu, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok:
pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Ketiga unsur ini oleh
Mahfud M.D. disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu ditunjang
dengan unsur lainnya, seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional
yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif.

Dari beberapa pendapat tentang unsur negara tersebut, maka secara global suatu
negara membutuhkan tiga unsur pokok, yakni rakyat (masyarakat/warga negara),
wilayah, dan pemerintah. Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur negara, akan
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a. Rakyat (masyarakat/warga negara)

Setiap negara tidak mungkin ada tanpa kehadiran warga atau rakyatnya.
Unsur rakyat sangat penting dalam sebuah negara yang secara konkret memiliki
kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bagimanapun
manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah organisasi (negara).

b. Wilayah

Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada. Tidak mungkin
ada negara jika tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Sebagai contoh, pada tahun
1860, Kursi Suci Holy See, Papagndalah sebuah negara, karena menguasai sebagian
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wilayah ltalia dari pantai barat hingga bagian timur jazirah Italia. Ketika pada tahun
1800-1861 Italia menjadi kerajaan yang disatukan, maka Kursi Sucidiinkorportir ke
dalam wilayah kerajaan baru itu, kecuali wilayah di sekitar Kota Roma yang tetap
dikuasainya. Akan tetapi pada 1870, wilayah sekitar Kota Roma itu pun dilepaskan
dari kekuasaan Kursi Suci. Secara otomatis kemudian Kursi Suci lenyap sebagai
negara. Baru dalam tahun 1929 denganTraktat Laterandicapai persetujuan antara
Mussolini dan Paus tentang hubungan gereja dan negara. Dengan Traktat Lateran
itu, diciptakan kembali Negara Vatikanyang meliputi luas wilayah 109 ha di tengah-
tengah Kota Roma. Secara mendasar, wilayah sebuah negara mencakup daratan
(wilayah darat), perairan (wilayah laut/perairan), dan udara (wilayah udara).

1) Daratan (wilayah darat)

Daratan suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan atau laut (perairan)
negara lain. Perbatasan wilayah sebuah negara biasanya ditentukan berdasarkan
perjanjian. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut perjanjian
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multilateral (multi=banyak). Perbatasan antar dua negara dapat berupa:
a) perbatasan alam, seperti sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
b) perbatasan buatan, seperti pagar tembok, pagar kawat, atau tiang tembok.

c) perbatasan menurut ilmu pasti, yakni dengan menggunakan ukuran garis
lintang atau bujur pada peta bumi.

2) Perairan (wilayah laut)

Perairan atau laut yang menjadi bagian atau termasuk wilayah suatu negara
disebut perairan atau laut teritorial dari negara yang bersangkutan. Adapun batas
dari perairan teritorial itu pada umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari
pantai ketika air surut. Laut yang berada di luar perairan teritorial disebut lautan
bebas (are liberun).

3) Udara (wilayah udara)

Udara yang berada di atas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan)
teritorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara.
Mengenai batas ketinggian sebuah wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti,
asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin
organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. ltulah sebabnya, pemerintah
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dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian, serta menyelaraskan
kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan,
menyatakan, dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam
organisasi politik yang disebut negara.
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d. Pengakuan negara lain

Pengakuan oleh negara lain didasarkan atas hukum internasional, pengakuan
itu bersifat deklaratif, bukan bersifat konstitutif. Adanya pengakuan dari negara
lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan
konstitutif diterima sebagai anggota dalam pergaulan antarnegara. Keberadaan
—2+55S1®Z<S+S’1"Z— ¢SS Sde-factEsetaia Mrmal-dapardiingkatkan
kedudukannya menjadi suatu judical fact(pengakuan de jureg.

B. BEBERAPA TEORI TENTANG TERBENTUKNYA NEGARA
1. Teori Kontrak Sosial ( Sosial Contract)

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara
dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini merupakan salah
satu teori yang terpenting mengenai asal-usul negara. Di samping tertua, teori ini
juga relatif bersifat universal karena merupakan teori yang termudah dicapai, dan
tidak merupakan negara tirani.

Penganut teori kontrak sosial mencakup para pakar dari paham yang absolutis
sampai penganut paham kenegaraan yang terbatas. Untuk menjelaskan teori asal-
mula negara yang didasarkan atas kontrak sosial ini, dapat dilihat dari beberapa
pakar yang memiliki pengaruh dalam pemikiran politik tentang negara, yaitu
Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

a. Thomas Hobbes (1588-1679)

Hobbes mengemukakan bahwa kehidupan manusia, terpisah dalam dua
zaman, yakni keadaan selama belum ada negara $tatus naturalis, state of nature
dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan
keadaan yang aman sentosa, adil, dan makmur. Tetapi sebaliknya, keadaan alamiah
itu merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, suatuinferno di dunia ini tanpa
hukum yang dibuat oleh manusia secara sukarela dan tanpa pemerintah, tanpa
ikatan-ikatan sosial antarindividu itu.
SeS-17"7Se8S—17-"""S—81'2"2-1+<2Se17¢72'1-7>72"S1¢S—e1 &'~ —
sebagaimana keadaan di hutan belantara. Manusia seakan-akan merupakan
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Keadaan ini dilukiskan dalam peribahasa Latin homo homini lupusManusia saling
bermusuhan, saling berperang satu melawan yang lain. Keadaan ini dikenal sebagai
“bellum omnium contra omné§perang antara semua melawan semua). Bukan perang
dalam arti peperangan yang terorganisasikan, tetapi perang dalam arti keadaan
bermusuhan yang terus-menerus antara individu dan individu lainnya.

Keadaan serupa itu tidak dapat dibiarkan terus, manusia dengan akalnya akan
mengerti dan menyadari bahwa demi kelanjutan hidupnya maka keadaan alamiah itu
harus diakhiri. Hal ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian bersama individu-
individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah dengan menyerahkan semua
hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Teknik
perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes bahwa setiap individu mengatakan
kepada individu lainnya bahwa: “Saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan
hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang ada di dalam
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dewan ini dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan memberikan
keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu. Dengan kata-kata seperti
itu, terbentuklah negara yang dianggap dapat mengakhiri anarki yang menimpa
individu dalam keadaan alamiah itu.

b. John Locke (1632-1704)

Bagi Locke, keadaan alamiah ditafsirkan sebagai suatu keadaan di mana
manusia hidup bebas dan sederajat, menurut kehendak hatinya sendiri. Keadaan
alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusia hidup rukun dan tenteram sesuai
dengan hukum akal (+S 1~ <1 )Z&heeMmengajarkan bahwa manusia tidak boleh
mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan, dan milik sesamanya.

Dalam konsep tentang keadaan alamiah (state of naturg Locke dan Hobbes
memiliki perbedaan. Bila Hobbes melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan
anarki, sebaliknya Locke melihat keadaan itu sebagai suatu keadaan™+ 1™ ZS EZd 1" "¢ 'eed1
mutual assistance and preservati®@ekalipun keadaan itu suatu keadaan ideal, namun
Locke juga merasakan bahwa keadaan itu berpotensi menimbulkan anarki, karena
tidak adanya organisasi dan pimpinan yang mengatur kehidupan manusia. Dalam
keadaan alamiah setiap individu sederajat, baik mengenai kekuasaan maupun hak-
hak lainnya, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dan yurisdiksi dilakukan oleh
masing-masing individu berdasarkan asas timbal balik ( reciprocity). Setiap individu
adalah hakim dari perbuatan dan tindakannya. Keadaan alamiah, karena itu,
dalam dirinya sendiri mengandung potensi untuk menimbulkan kegaduhan dan
kekacauan. Oleh karena itu, manusia membentuk negara dengan suatu perjanjian
bersama.

Dasar kontraktual dari negara dikemukakan Locke sebagai peringatan bahwa
kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas, sebab dalam
mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang, setiap individu
tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Ada hak-hak alamiah yang
merupakan hak-hak asasi yang tidak dapat dilepaskan, juga tidak oleh individu
itu sendiri. Penguasa yang diserahi tugas mengatur hidup individu dalam ikatan
kenegaraan, harus menghormati hak-hak asasi itu.

Locke sekaligus menyatakan bahwa suatu pemufakatan yang dibuat berdasar-
kan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat itu.
Hal itu disebabkan persetujuan individu-individu untuk membentuk negara,
mewajibkan individu-individu lain untuk menaati negara yang dibentuk dengan
suara terbanyak itu. Negara yang dibentuk dengan suara terbanyak itu, tidak dapat
mengambil hak-hak milik manusia dan hak-hak lainnya yang tidak dapat dilepaskan.
Menurut Locke, fungsi utama perjanjian masyarakat ialah untuk menjamin dan
melindungi hak-hak kodrat tersebut. Dengan konstruksi demikian ini, Locke
menghasilkan negara yang dalam kekuasaannya dibatasi oleh hak-hak kodrat yang
tidak dapat dilepaskan itu. Dengan kata lain, ajaran Locke menghasilkan negara
konstitusional dan bukan negara absolut tanpa batas-batas. Dengan teorinya ini,
Locke patut disebut sebagai “Bapak Hak-Hak Asasi Manusi&*

34 |swara, lImu Politik, Bina Cipta, Jakarta, 1990. Hal. 144—146.
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c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Rousseau merupakan tokoh yang pertama kali menggunakan istilah kontrak
sosial (sosial contragt dengan makna dan orisinalitas tersendiri. la merupakan
sarjana terakhir yang mempertahankan teori yang sudah tua dan usang itu. la juga
memisahkan suasana kehidupan manusia dalam dua zaman, zaman pra-negara dan
zaman bernegara. Keadaan alamiah itu diumpamakannya sebagai keadaan sebelum
manusia melakukan dosa, suatu keadaan yang aman dan bahagia. Dalam keadaan
alamiah, hidup individu bebas dan sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh
individu dan individu itu puas.

Dengan ketentuan-ketentuan perjanjian masyarakat seperti itu, berlangsunglah
peralihan dari keadaan alamiah ke keadaan bernegara. Manusia terbelenggu di
mana-mana. S—1'®1< >—1S—+17ZYZ>¢, tEmikian kdtaRdusseduBId’ — ce
Hobbes hanya mengenal pactum subjectiondan mengonstruksi dua jenis perjanjian
masyarakat, maka Rousseau hanya mengenal satu jenis perjanjian saja, yaitu hanya
pada unionis, perjanjian masyarakat yang sebenarnya.

Rousseau tidak mengenalpactum subjectionigang membentuk pemerintah yang
ditaati. Pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual. Hanya organisasi politiklah
yang dibentuk dengan kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasiitu dibentuk
dan ditentukan yang berdaulat dan merupakan wakil-wakilnya ( *Z G~ ——).4Yang
berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemanusiaan umumnya.

Negara atau “badan korporatif kolektif” yang dibentuk menyatakan “kemauan
umumnya” ( *Z —Z > § yang tidak keliru atau salah, tetapi yang tidak senantiasa
progresif. Kemauan umum inilah yang mutlak berdaulat. Kemauan umum tidak
berarti kemauan seluruh rakyat. Adakalanya terdapat perbedaan-perbedaan antara
kemauan umum dan kemauan seluruh rakyat (e« 1 ~3.1K8meauan umum selalu
benar dan ditujukan kebahagiaan bersama, sedangkan kemauan seluruh rakyat
memperhatikan kepentingan individual ( partikular interes} karena itu merupakan
keseluruhan kemauan (™ S «’” 7 « Qerbebus.

Dengan konstruksi perjanjian masyarakat seperti itu, Rousseau menghasilkan
bentuk negara yang kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan
umumnya. la adalah peletak dasar paham kedaulatan rakyat atau jenis negara
yang demokratis, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya
merupakan wakil-wakil rakyat. 3%

2. Teori Ketuhanan

Teori ketuhanan ini dikenal juga dengan doktrin teokratis dalam teori asal-
mula negara. Teori ini pun bersilat universal dan ditemukan di dunia Timur dan
di dunia Barat, baik di dalam teori maupun dalam praktik. Doktrin ketuhanan ini
memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan para sarjana Eropa pada
abad pertengahan yang menggunakan teori itu untuk membenarkan kekuasaan
raja-raja yang mutlak. Doktrin ini mengemukakan hak-hak raja yang berasal dari
Tuhan untuk memerintah dan bertakhta sebagai raja (Devine Right of Kings Doktrin
ketuhanan lahir sebagai resultante kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad
pertengahan. Kaum “monarchomachpenentang raja) berpendapat bahwa raja yang
berkuasa secara tirani dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh.

35 |swara, Ibid, 1990. Hal. 147-149.
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Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, sedangkan raja-raja
pada waktu itu beranggapan kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan.

Negara dibentuk oleh Tuhan dan para pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan.
Raja dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan
tidak kepada siapa pun. Teori teokratis seperti ini memang sudah amat tua dan
didasarkan atas sabda Paulus yang terdapat dalam Rum XIII ayat 1 dan 2.

Thomas Aquinas mengikuti ajaran Paulus dan menganggap Tuhan sebagai
principium dari semua kekuasaan, tetapi memasukkan unsur-unsur sekuler dalam
ajarannya itu, yaitu bahwa sekalipun Tuhan memberikan principium itu kepada
penguasa, namun rakyat menentukan modus atau bentuknya yang tetap dan bahwa
rakyat pula yang memberikan kepada seseorang atau segolongan orangexercitum
Karenanya, teori Thomas Aquinas ini bersifat monarcho-demokratiyaitu bahwa di
dalam ajaran itu terdapat unsur-unsur yang monarchistisdi samping unsur-unsur
yang demokratis.

Jika doktrin ketuhanan itu dalam abad pertengahan masih bersifat monarcho-
demokratis pada abad ke-16 dan ke-17 doktrin ini bersifat monarchistis semata.
Dengan doktrin seperti itu diusahakan agar kekuasaan raja mendapatkan sifatnya
yang suci, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran
terhadap Tuhan. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan, bayangan Tuhan, dan letnan
Tuhan di dunia atau dikenal dengan istilah “ La Roi c’est I'imagc dc Diéu

3. Teori Kekuatan

Teori kekuatan secara sederhana dapat diartikan bahwa negara yang pertama
adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan
pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang
lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara. Negara merupakan resultan
positif dari sengketa dan penaklukan. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah
yang dianggap sebagai faktor tunggal yang menimbulkan negara. Negara dilahirkan
karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk
negara itu. Dalam teori ini pula, kekuatanlah yang membuat hukum ( might makes
right). Kekuatan adalah pembenarannya danraison d’etrenya negara.

Doktrin kekuatan merupakan hasil analisis antropo-sosiologis dan pertumbuhan
suku-suku bangsa di masa lampau, terutama suku-suku bangsa yang masih primitif.
Dalam sejarah tampak bahwa suku-suku bangsa yang bertetangga terus-menerus
berada dalam keadaan permusuhan dan pertikaian. Semula kelompok etnis yang
ditaklukkan itu juga dimusnahkan, tetapi lambat laun penakluk mempertahankan
kelompok yang ditaklukkan itu dan itulah yang menandakan saat lahirnya negara.

4. Teori Organis

Konsepsi organis tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep
biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap
atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia, atau binatang. Individu yang
merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel makhluk
hidup itu. Kehidupan korpora dari negara dapat disamakan sebagai tulang
belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja (kaisar) sebagai
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kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup itu. Fisiologi negara
®S-S1eZ—+eS—1 @ "¢ e’1 —85"'e7"1 'e7™J1 e75745-81+SeS-1""—eZ7"®1"
pertumbuhan, perkembangan, dan kematiannya. Doktrin organis dari segi isinya
dapat digolongkan ke dalam teori organisme moral, organisme psikis, organisme
biologis, dan organisme sosial.
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dikemukakan terutama oleh tokoh-tokoh idealis Jerman, seperti Fichte, Schelling,
dan Hegel. Paham organisme moral dari Fichte merupakan fase peralihan antara
ajaran kontrak sosial yang mekanistik ke konsepsi organis itu. Fichte melihat negara
sebagai suatu “natur produksi” atau suatu kesatuan organis yang meliputi semua
warga negara sebagai bagian esensial dari kesatuan organis itu. Negara tidak dibuat
oleh manusia, tetapi ia merupakan suatu pribadi moral yang merupakan akibat dari
kodrat manusia sebagai makhluk moral. Penyempurnaan doktrin negara sebagai
organisme moral dapat ditemukan dalam tulisan Hegel, yang menganggap negara
sebagai penjelmaan ekstern dari semangat moral individu. Negara dipandangnya
sebagai organisme dengan kepribadian yang termulia.

Negara sebagai organisme psikis merupakan bentuk peralihan dari teori-
©775'1 >eS—"@-Z1-">5S¢1¢S—e1<Z>0'+Se1 -7S ’'@,’*ZS’ee’e1"217"
bersifat bio-psikologis. Teori organisme psikis ditandai oleh tinjauan-tinjauannya
yang menitikberatkan pada segi-segi psikologis negara. Negara dilukiskan
sebagai makhluk hidup yang memiliki atribut-atribut kepribadian rohani sebagai
manusia (human mental personalily Pertumbuhan dan perkembangan negara dapat
dipersamakan dengan perkembangan intelektual dari individu.

Konsep organisme biologis timbul sebagai salah satu manifestasi dari
pertumbuhan ilmu biologi yang muncul pada abad ke-19. Negara diselidiki dengan
menggunakan metode dan penggolongan ilmu biologi itu, karena antara negara
¢S —1-S"'e771"e7™1e75eS™MSe]1™M7,S5-SS— ™M7,5-SS—1+5+5-15—S.
patologi. Jadi, asal-mula, perkembangan, organisasi, dan aktivitas negara diselidiki
berdasarkan kelahiran, struktur, dan fungsi-fungsi organisme biologis.

Jika doktrin organisme biologis mendapatkan sokongan dari pertumbuhan
ilmu-ilmu biologi, doktrin negara sebagai organisme sosial lahir sejalan dengan
timbulnya ilmu baru tentang masyarakat, yaitu sosiologi. Ajaran negara sebagai
organisme sosial erat hubungannya dengan, dan tidak dapat dipisahkan, dari
ajaran organis dari masyarakat dan persekutuan-persekutuan lainnya. Masyarakat
dipandang sebagai suatu keseluruhan yang berisi organis. Negara sebagai salah
satu bentuk pengelompokan sosial, juga bersifat organis 3¢

5. Teori Historis

Teori historis atau teori evolusionistis ( gradualistic theory)adalah teori yang
menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara
evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang
diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-
lembaga tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, da n tuntutan-tuntutan
zaman.

36 |sjwara, Ibid, 1990. Hal. 155-158.
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historis dan etimologis, antropologi dari lembaga-lembaga sosial bangsa-bangsa
primitif di Benua Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Perlu ditambahkan, pada
saat ini, teori historis yang umum diterima oleh sarjana-sarjana ilmu politik sebagai
teori yang paling mendekati kebenaran tentang asal-mula negara.

C. BENTUK-BENTUK NEGARA

Dewasa ini terdapat berbagai macam bentuk negara. Misalnya: negara kesatuan,
negara serikat, negara monarki, negara oligarki, dan negara demokratis.

1. Negara Kesatuan dan Negara Serikat

Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini terbagi dalam dua:
negara kesatuan (nitarismée dan negara serikat federasi

a. Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat,
dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam
pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang
seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus
oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakanya.

2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah (sebagai
pemerintah daerah) diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus
rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra.

b. Negara serikat (federasi)

Negara serikat (federasipdalah bentuk negara gabungan dari beberapa negara
bagian dari negara serikat. Negara-negara bagian tersebut, pada awalnya merupakan
negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri
maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya
dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara
bagian kepada negara serikat disebut ¢’ —’ 4 $sebliah demi sebuah), serta hanya
kekuasaan yang disebut oleh negara bagian (@lelegated poiyersyang menjadi
kekuasaan negara serikat.

Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan tugas negara bagian karena ia
berhubungan langsung dengan rakyatnya. Adapun negara federasi bertugas untuk
menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos.

2. Negara Monarki, Oligarki, dan Demokrasi

Selain kedua bentuk negara tersebut (kesatuan dan federasi), dilihat dari sisi
jumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara, maka bentuk negara terbagi
ke dalam tiga kelompok: monarki oligarki, dan demokrasi
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a. Monarki

Monarki merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, monosyang berarti
tunggal dan arkienyang berarti memerintah. Jadi, dapat dikatakan bahwa monarki
adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah
(yang berhak memerintah) oleh satu orang saja.

b. Oligarki

Oligarki dipahami sebagai negara yang dipimpin oleh beberapa orang. Model
negara oligarki ini biasanya diperintah oleh kelompok orang yang berasal dari
kalangan feodal.

c. Demokrasi

Negara demokrasi merupakan bentuk negara yang pimpinan (pemerintah)
tertingginya terletak di tangan rakyat. Dalam bentuk negara yang demokratis,
rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan.

D. NEGARA DAN AGAMA

Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebat-
an (discoursg yang berkelanjutan di kalangan para ahli. Hal ini disebabkan oleh
perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara
atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Pada hakikatnya, negara secara
umum diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan
sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena
itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga
negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan
manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian,
negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah
pendiri negara itu sendiri. ¥
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konsep menurut beberapa aliran, antara lain paham teokrasi, paham sekuler, dan
paham komunis.

1. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Teokrasi

Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai
dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena
™Z_ 75 —eS'S—1-7—757241 ™MS'S—-1"—"1+'SeS—"S—1¢Z>+S®S>"S—1 >-S-
Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah
Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi
“7¢S1¢'¢S""—"1002<SeS'1-72—"eZ®+S®’1 >»-S—1 72'S—i
Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian, yakni
paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham
teokrasi langsung, pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung

37 Kaelani, Ibid, 1999. Hal. 91-93.
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pula. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan karena itu yang
memerintah adalah Tuhan pula. Sementara menurut sistem pemerintahan teokrasi
tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau
kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala negara atau raja
diyakini memerintah atas kehendak Tuhan.
Z>S“SS—1 Z+S—eS1eS™Sel1e'Se’"S _1E"—e""17—e72"1-"9Ze1"—"'i1 S
di Negara Belanda diyakini sebagai pengemban tugas suci yaitu kekuasaan yang
merupakan amanat suci (mission sachedari Tuhan untuk memakmurkan rakyatnya.
Politik seperti inilah yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ketika menjajah
Indonesia. Mereka meyakini bahwa raja mendapat amanat suci dari Tuhan untuk
bertindak sebagai wali dari wilayah jajahannya itu. Dalam sejarah, politik Belanda
sepertl ini disebut politik etis ( etische politigc Dalam pemerlntahan teokrasi tidak
'S—'(EZ—'él(B eeZ-1¢S—1—">-S,—">-S1eSeS—-1—7¢S>S1e>7-700"S—1«z
>—S—1 72'S—il1 Z—eS—1¢7-""'S—81 —7S>S1 -7—¢Se71eZ—eS—1SeS—
negara tidak dapat dipisahkan.

2. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Sekuler

Selain paham teokrasi, terdapat pula paham sekuler dalam praktik pemerintahan
dalam kaitan hubungan antara agama dan negara. Paham sekuler memisahkan dan
membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan
antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan
hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia, sedangkan agama
adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini, agama dan negara, menurut
paham sekuler tidak dapat disatukan.

Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan
nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia
¢S—1¢'¢5"1¢Z>¢50S>"S—1S+5-S1S+S71 >-S—, »-S—1 72'S—81-Z0" ™72-
tersebut bertentangan dengan norma agama. Sekalipun paham ini memisahkan
antara agama dan negara, lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya
untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensif
dalam urusan agama.

3. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Komunisme

Paham komunisme memandang hakikat hubungan negara dan agama
«Z>¢S®S>"S—1™SeS1 o™ 1-SeZ5'Se’e—Z,2'SeZ”¢’®1+S—1-Se7>'Se’ -
ini menimbulkan paham atheis. Paham yang dipelopori oIeh Karl Marx ini,
memandang agama sebagai candu masyaraka€® Menurutnya, manusia ditentukan
oleh dirinya sendiri. Sementara agama, dalam paham ini, dianggap sebagai suatu
kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri.

Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri, yang kemudian
menghasilkan masyarakat negara. Adapun agama dipandang sebagai realisasi
fantastis makhluk manusia, bahkan agama merupakan keluhan makhluk tertindas.
Oleh karena itu, agama harus ditekan, bahkan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam
negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.

38 |ouis Leahy, S—70'S1 72851 'ceeZ>'i1l '—eZ20S1 '+ & Sl Elameda—c1 S"‘e7"1
Jakarta,1992. Hal. 97-98.
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E. KONSEP RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

Dalam Islam, hubungan agama dengan negara menjadi perdebatan yang cukup
panjang di antara para pakar Islam hingga kini. Bahkan, menurut Azra *, perdebatan
itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan masih berlangsung hingga dewasa
ini. Lebih lanjut, Azra mengatakan ketegangan perdebatan tentang hubungan
agama dan negara ini dilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam
sebagai agama ¢lin) dan negara (+S < Berbagai eksperimen dilakukan dalam
menyelaraskan antara din dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim,
dan eksperimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam.

Dalam lintasan historis Islam, hubungan agama dengan negara dan sistem
politik menunjukkan fakta yang sangat beragam. Banyak para ulama tradisional
yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan, yang mana
agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan
dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang
ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (din) dan
politik ( *S « ¥ Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Rasulullah ketika
berada di Madinah yang membangun sistem pemerintahan dalam sebuah negara
kota (city-statd. Di Madinah, Rasulullah berperan sebagai kepala pemerintahan
sekaligus sebagai kepala agama.

Menyikapi realitas empiris tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi
Nabi saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (al-Kitab)
bukan sebagai penguasa. Kalaupun ada pemerintahan, itu hanyalah sebuah alat
untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah agama. Dengan kata
lain, politik atau negara hanyalah sebagai alat bagi agama bukan suatu ekstensi
dari agama. Pendapat lbnu Taimiyah ini dipertegas dengan ayat Al-Qur'an yang
artinya: “ Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami yang disertaiakean-
keterangan, dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan tigalbaagar manusia berlaku
adil, dan Kami turunkan besi padanya ada kekuatan yang hebat alafaatrmanfaat bagi
manusia dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya darolomg Rasul-Nya
yang ghaib daripadany4.S. 57: 25).

Dari ayat ini, Ibnu Taimiyah mengatakan, agama yang benar wajib memiliki
bukti petunjuk dan pedang penolong. Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan
politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang mutlak bagi agama,
tetapi kekuasaan itu bukanlah agama itu sendiri. 4°
¢S "1 SS>’el —7Z—7+Sa”S—18S¢Pahg deerastS ndégara tidak
«'7-™S 1eSeS_1 «, 7> SSidSemanGada didalam Al-Qur’an, surah Al-
S®e>1S¢S¢1]81¢Z2¢S™'1¢72"S—1¢Z2>-S"—81—7+S5>Si1 e’eS'1eZ50 771>
untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Sama halnya
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mohammad Husein Haikal. Menurutnya,
prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Qur’an dan
Al- Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Lebih lanjut,
ia mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan yang
baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan asalkan sistem tersebut
-Z—"S-"—1™75,S85-SS—1S—+55S1™S5S1 S>¢S1—7+5>S—¢S581<S'"1'S":

39 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik IslapParamadina, Jakarta, 1996 Hal. 1.

4017 71 ¢$ 1 Sistam dan Politik: Teori Belah Bambu Demokrasi. Terpimpin 1959;1G&8a Insani
Press, Jakarta, 1996. Hal. 14.
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dan juga di muka hukum serta pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas
syura atau musyawarah dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang
digjarkan Islam.

Dalam lintasan sejarah dan opini para teoritisi politik Islam ditemukan beberapa
pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara, antara lain
dapat dirangkum ke dalam tiga paradigma, yakni integralistik, simbiotik, dan seku-
laristik.

1. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik adalah paham dan konsep hubungan agama dan negara
yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated)
Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik
dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak
mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara. Konsep seperti ini sama
dengan konsep teokrasi.

Paradigmaini melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti kehidupan
kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari
sinilah, paradigma integralistik dikenal juga dengan paham Islam, ¢’'—1 S1¢S S
yang sumber hukum positifnya adalah hukum agama. Paradigma integralistik ini
antara lain dianut oleh kelompok Islam Syi'ah. Hanya saja Syi'ah tidak menggunakan
term ¢S « Setapi dengan term unainah

2. Paradigma Simbiotik

Menurut konsep ini, hubungan agama dan negara dipahami saling mem-
butuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara
sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga
sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara
dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.

Dalam konteks paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa
adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama
yang paling besar. Tanpa kekuasaan negara maka agama tidak bisa berdiri tegak’?
Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut meligitimasi antara agama dan negara merupakan
dua entitas yang berbeda, namun saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi
yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya kontrak sosial,
tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (syariat).

3. Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan disparitag antara
agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu
sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya
harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar

41 Munawir Syadzali , Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan PemikitéinPress, Jakarta, 1993. Hal.
182-188.

42 |bn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar'iyyatHal. 162.
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pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah
hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui kontrak sosial
dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (syariat).

F. HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

Masalah hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang
menarik untuk dibahas, karena tidak saja, Indonesia merupakan negara yang
mayoritas warga negaranya beragama Islam, tetapi kompleksnya persoalan yang
muncul. Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum dapat
digolongkan ke dalam dua bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan
hubungan yang bersifat akomodatif.

Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya
ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Adapun paham
akomodatif, lebih dipahami sebagai sifat hubungan di mana negara dan agama satu
sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk
—7Z—+7>S —«’ 1% Abdul’Aziz Thaba menambahkan bahwa setelah hubungan
antagonistik, terjadi hubungan agama dan negara yang bersifat respirokal-kritis
yakni awal dimulainya penurunan tensi ketegangan antara agama dan negara.

1. Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik

Eksistensi Islam politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada pascarevolusi
pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan
negara. Persepsi tersebut, membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk
berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologis politik
@S-l Z<SeS'1'S®’+1+S55'1"2S"S—1®Z-SES-1"—"81¢2"S—10eS"“S1
aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama
negara (pada 1945 dan dekade 50-an), tetapi mereka juga sering disebut sebagai
kelompok yang secara politik “minoritas” atau “ outsidef. Lebih dari itu, bahkan
politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideologi negara Pancasila. 4

Lebih lanjut Bahtiar mengatakan, bahwa di Indonesia, akar antagonisme
hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks
kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang
antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, ketika elite politik
nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia
merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara
Islam dan negara bergulir terus hingga periode kemerdekaan dan pascarevolusi.

Pada saat ini, tema-tema politik Islam lebih bergulir pada tataran ideologi
dan simbol —sesuatu yang mencapai klimaksnya pada perdebatan di Konstituante
pada paruh kedua dasawarsa 1950-an daripada subtansi. Pergulatan ini telah
memunculkan mitos tertentu sejauh yang menyangkut pemikiran dan praktik
politik Islam.

Kendati ada upaya-upaya untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini
pada awal 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih

43 M. Imam Aziz et.al., Agama, Demokrasi, dan KeadildBramedia, Jakarta, 1993. Hal. 105.
41 §'er851 Z722%¢311 S$>71 “e'e’"1 ce+S-01 Negafiddbberhokrasi-Galang Press,
Yogyakarta, 2001. Hal. 4.
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berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan

5071 S5>711 Se1’'¢71S—+S558S1+S'—1¢'®Z<S<"S—1—27+BeS1-72-<Z25+5"%2"S-
politics of containmenagar wacana politik Islam yang formalistik, legalistik, dan
simbolistik itu tidak berkembang lebih lanjut.

Setelah pemerintahan Orde Baru memantapkan kekuasaannya, terjadi
kontrol berlebihan yang diterapkan oleh Orde Baru terhadap kekuatan politik
Islam, terutama pada kelompok radikal yang dikhawatirkan semakin militan dan
menandingi eksistensi negara. Realitas empiris inilah yang kemudian menjelaskan
bahwa hubungan agama dengan negara pada masa ini dikenal denganantagonistik
di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan yang potensial
dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa
itu memiliki ghirahyang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi
dalam menjalankan pemerintahan.

2. Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Akomodatif

Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan negara mulai
terlihat pada pertengahan 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya
peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya
"2¢'S"S—,"7¢'S"S—1¢S—ele’S—esS™] ™M p'e’e] ¢Se’17-Se1l ®@eS-il Z<'¢
tersebut berspektrum luas, ada yang bersifat struktural, legislatif, infrastruktural
dan kultural. 4
ZEZ—+7>7—S—1 S""—"eSe’l —Z+S5S1 «7>'SeS™1 @®@eS—-981 “72+S1 -,
8 5810 07055810708 18e8¢81"2¢8"8—1™Z 75— e85 1e8e85-1¢ s
dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan politik umat Islam sendiri.
Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang
potensial, yang oleh karenanya negara lebih memilih akomodasi terhadap Islam.
Jika negara menempatkan Islam sebagaioutsider —Z+S>581-S"S1""— '"1S"S—1oez+'*1
dihindari yang pada akhirnya akan membawa imbas terhadap proses pemeliharan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Thaba, munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih
disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa umat Islam Indonesia dinilai telah
®Z-S""—1-72-8'8S—1"2¢<S"S—1 —7+5>581 +7257225-51SeS-1""—eZ"1 "
e S—1™Z_-75'-SS—1SeSkelez—e+Sel S—ES®'*Sil Z+S'—1'781-2—C
terhadap Islam juga menjadi bagian penting dalam memahami hubungan agama
dan negara pada masa awal 1980-an. Misalnya, pengesahan RUU Pendidikan
Nasional, pengesahan RUU Peradilan Agama, munculnya ICMI, serta munculnya
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang secara masif membangun ratusan
masjid di hampir seluruh Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa melakukan akomodasi
terhadap Islam setelah sekian lama terjadi ketegangan hubungan antara negara dan
®©*eS-81 —e72"1-2—"S S<1’—"1 S—1 S S>1-Z—"7ZP8rtath§ —1<Z<Z>S™S1S.
dari kacamata pemerintah, Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan
yang pada akhirnya kalau diletakkan pada posisi pinggiran akan menimbulkan
masalah poI|t|k yang cukup rumit. Oleh karena itu, sudah sewajarnya diakomodasi,

®Z''—eeS1"7Z-7—¢""—S—1""— ""1eS™Sele’57eS 17" 1’ —"]

451 §+e'S5>1 Zbid,2081 Hal. 35.
46 M. Imam Aziz et.el., Ibid, 1993. Hal. 105.
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4 N
Kesimpulan:

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di
mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya,
pertahanan keamanan, dan sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat
unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta
pengakuan dari negara lain. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berbentuk republik, yang telah diakui oleh dunia internasional dengan
memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut, dan udara yang luas serta
terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.
Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk
—Z—ES™S 12725 —1¢Z2>00S5-S1eSeS-1002¢2S'1"" —0e+[eZ2®'1¢S—ele'7—
warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang
menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. )

Soal Latihan
I.  Soal Pilihan Ganda
1. Salah satu ahli dalam pandangan negara secara terminologi adalah ....
A. Prof. Mr. R. Kranenburg D. Voltaire
B. M. Solly Lubis E. Max Weber
C. Prof. Mr. Mahabi
2. Ada berapa paradigma yang membahas tentang negara dalam konsep Islam?

A. tiga D. empat
B. satu E. tujuh
C. dua
3. Salah satu unsur negara adalah ....
A. UUD D. negara lain
B. Pancasila E. MPR
C. wilayah

4. Kehidupan manusia terpisah menjadi dua zaman, yaitu sebelum ada negara
dan setelah ada negara. Pemikiran tersebut pendapat ....

A. Thomas Hobbes D. Max Weber
B. Jean Jacques Rousseau E. Voltaire
C. John Locke
5. Negara ada dua bentuk, di antaranya adalah ....
A. kerajaan dan kesultanan D. serikat dan kerajaan
B. kesatuan dan kerajaan E. serikat dan kesultanan
C. kesatuan dan serikat
6. Bentuk negara yang pemerintahannya dipimpin oleh s atu orang saja disebut ....

A. demokrasi D. bilateral
B. oligarki E. multilateral
C. monarki
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7. Faktor terbentuknya suatu negara adalah ....

A. pemerintahan yang berdaulat
B. tidak adanya wilayah
C. menganut pada satu keyakinan
D. adanya rakyat
E. jawaban A dan D benar
8. Berikut ini yang bukanmerupakan kelengkapan negara adalah ....
A. rakyat D. wilayah
B. pemerintah E. pengakuan negara lain
C. keyakinan

9. Tiga unsur yang dimiliki negara dalam rumusan konvensi Montevideo adalah

rakyat, wilayah, pemerintah

raja, rakyat, agama

. daerah, hukum, perlautan

. perjanjian, kebudayaan, keyakinan
E. semua jawaban benar

10. Negara qda[ah suatu masyarakat yang mempunyai mpngpo[i dala}m pengguna- o 3
S—1"2"2>S®S—1 'l Z —'e’'1—ZS>S1eZ>00Zc<21'"2-2"S"S— 177"
A. Robert M. Mack Iver D. Harold J. Laski
B. John Locke E. Max Weber
C. Jean Jaques Roussean

OO0 ®>;

Il.  Soal Uraian

Jelaskan pengertian negara dan tujuannya!

Jelaskan unsur-unsur negara!

Sebutkan teori-teori terbentuknya negara!

Jelaskan menurut Anda hubungan Islam dengan Negara Indonesia!
Jelaskan perbedaan negara menurut paham Sekunder dan Teokrasi!

1.
2.
3.
4,
5.
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami pengertian konstitusi, konsep dasar konstitusi, dan implementasi
konstitusi di Indonesia

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

Secara etimologi konstitusi berasal dari bahasa Prancisconstituir sama dengan
membentukyang berarti pembentukan suatu negara/menyusun dan menyatakan
sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai

pembentukan negara. Adapun konstitusi dalam bahasa Belanda ialah ¢>"72—se Ze1
yang berarti undang-undang dasabi Jerman kata konstitusi dikenal dengan istilah
grundgesetzyang berarti undang-undang dasar.

Secara terminologi, konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan-
ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga
pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat
(rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. TUJUAN KONSTITUSI

Di bawah ini beberapa tujuan konstitusi.
1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri.

3.  Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan
kekuasaannya.

C. ARTI PENTING KONSTITUSI

Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas dalam negara yang
berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah
sedemikian rupa sehingga dalam penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-
wenang. Dengan demikian, hak-hak setiap warga negara akan lebih terlindungi.
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D. KONSTITUSI DEMOKRATIS
Adapun konstitusi demokratis yang mengandung prinsip-prinsip dasar
demokratis, meliputi:
hak-hak dasar pasic right).
kebebasan mengeluarkan pendapat.
hak-hak individu.
keadilan.
persamaan.
keterbukaan.
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E. SEJARAH LAHIRNYA KONSTITUSI

Latar belakang terbentuknya UUD 45 bermula dari janji Jepang untuk mem-
berikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada kemudian hari. Janji tersebut
antara lain berisi: “Sejak dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur, Dai Nippo
sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dasdak pemerintahan Hindia-
Belanda. Tentara Nippon serentak menggerakkan angkatan perarmailgadarat, laut,
maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda.”

Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih
lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul
mundur oleh tentara Sekutu, Jepang tak lagi ingat janjinya. Setelah Jepang menyerah
tanpa syarat kepada Sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas serta leluasa untuk berbuat
dan bertindak tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba.

UUD’45 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang,
BPUPKI dikenal dengan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakayang beranggotakan 21 orang,
©"Z2¢728°1 7721 >i1l “2"S>—"1S—1 >eil "'il S4S1®Z<«S-S’1
orang anggota yang terdiri atas 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, dan
masing-masing 1 orang wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI
ditetapkan berdasarkan maklumat Gunseikan,nomor 23, bersaman dengan ulang
tahun Tenno Heika pada 29 April 1945.

BPUPKI kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi
bagi Indonesia merdeka yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45).
Adapun para tokoh perumusnya di antaranya dr. Radjiman Wedyodiningrat,
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Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, D rs.
Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr.
Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja
(Bali), A.H. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim, dan Mr.
Mohammad Hassan (Sumatra).

F. PERUBAHAN KONSTITUSI

Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi
yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara sehingga harus memiliki
sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa
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dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi
sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar
terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi sebuah negara yang demokratis
berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi

merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme
penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku sudah tidak
sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga
mengandung ketentuan tentang perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian
prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah
benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan
bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Menurut Miriam Budiardjo, ada empat prosedur dalam mengubah konstitusi 4

antara lain sebagai berikut.

1.

Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat
ditetapkan kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan
undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk
menerimanya.

Referensi atau plebisit.

Negara-negara bagian dalam negara federal (misal Amerika Serikat) 3/4 dari 50
negara bagian harus menyetujui.

Musyawarah khusus (special conventign

Menurut C.F Strong, ada empat macam prosedur perubahan konstitusi:

Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan
tetap dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini
terjadi melalui tiga macam kemungkinan.

a. Pertama, untuk mengubah konstitusi maka sidang pemegang kekuasaan
legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota
tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti.

b. Kedua, lembaga perwakilan rakyat dibubarkan terlebih dahulu lalu
diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus
diperbaharui, inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk
mengubah konstitusi.

c. Ketiga, cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar.
Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat
harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan
Syarat-syarat seperti cara pertama, yang berwenang mengubah konstitusi.

Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum.
Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara
yang diberi wewenang mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui
suatu referendum atau plebisit. Dalam referendum atau plebisit ini, rakyat
menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul
perubahan tersebut. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan
diatur dalam konstitusi.

47 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar limu PolitikGramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1986.
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3. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat, yang dilakukan oleh
sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus
dilakukan atas persetujuan sebagian besar negara-negara tersebut. Hal ini
dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian
antara beberapa negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan
oleh negara serikat, dalam hal ini lembaga perwakilannya, namun kata akhir
berada pada negara-negara bagian. Di samping itu, usul perubahan konstitusi
dapat pula berasal dari negara-negara bagian.

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan
oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan
™Z572¢S'S—il S>S1'—"1¢S™Se]+'SeS—"S 815’1 ™MSeS1 —7S5>S51"
negara serikat. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus
yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan
berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula dari
lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud
telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai, dengan sendirinya
lembaga itu bubar.

Menurut Kelsen terdapat dua macam cara perubahan konstitusi sebagai
berikut.

1. Perubahan yang dilakukan di luar kompetensi organ legislatif biasa yang
dilembagakan oleh konstitusi tersebut, yaitu suatu organ khusus yang kompeten
untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi.

2. Dalamsebuah negarafederal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui
oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.

G. PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA
Di dalam UUD 1945 terdapat pasal yang berkenaan dengan cara perubahan
UUD, yaitu pasal 37, yang menyebutkan:

(1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR
harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota
yang hadir.

Pasal 37 tersebut mengandung 3 (tiga) norma, yaitu:

1. Wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi
negara.

2.  Kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR
untuk mengubah UUD.

3. Putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.

S®eSel1Y]1eSeS—-1 —eS—e, —eS_—e1 S®S>1IW_Z[1'—'81“'"S1e’*SeS™"S.
yang disampaikan oleh K.C. Where merupakan bentuk konstitusi bersifat “tegar”
karena tata cara perubahannya tergolong sulit, juga dibutuhkannya suatu prosedur
khusus yakni dengan by the people through a referenduKesulitan perubahan
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tersebut tampak semakin jelas di dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dengan
diberlakukannya Ketetapan MPR No. IV/IMPR/1983 UU No. 5 Tahun 198f&ng
mengatur tentang referendum.

Adapun kesulitan perubahan konstitusi tersebut, menurut K.C.Where, me-
miliki motif tersendiri, yaitu:

1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak
secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki).

2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya
sebelum perubahan dilakukan.

3. Agar—danini berlaku di negara serikat—kekuasaan negara serikat dan kekuasaan
negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan
masing-masing pihak secara tersendiri.

4. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama
atau kebudayaan, mendapat jaminan.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar
1945 telah mengalami beberapa perubahan dan masa berlakunya sejak proklamasi
kemerdekaan Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
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5. 19 Oktober 1999—-sekarang berlaku UUD 1945 (hasil perubahan).

1. UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia
belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian, tepatnya pada 18
Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang
pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian
disebut UUD 1945.

Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasannya, dibuat
dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun Il 1946. UUD 1945 terdiri atas tiga
bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Sementara itu, Batang
Tubuh terdiri atas 16 Bab yang terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal Aturan
Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan Belanda
yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah
bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara “boneka” seperti Sumatra
Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di
dalam Negara Republik Indonesia.

Bahkan, selanjutnya Belanda melakukan agresi atau pendudukan terhadap
Ibukota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer | pada tahun 1947 dan Agresi
Militer 1l atas Kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian
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antara Belanda dan Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun

tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag,

Belanda, tanggal 23 Agustus—2 November 1949. Konferensi ini dihadiri perwakilan

dari Republik Indonesia, BFO ( 'ZZ—""—ce*1 Y~ ">1 Ze7Zydits gablrhgar’ « i

negara-negara boneka dan Belanda, serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia.
Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

a. didirikan Negara Indonesia Serikat,

b. penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan

c. didirikan UNI antara RIS dan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan
adanya penggantian UUD sehingga disusunlah naskah UUD Republik Indonesia
Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi Rl dan delegasi BFO pada
Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD
yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas Mukadimah
yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah
lampiran.

3. Periode Berlakunya UUDS 1950

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara bagian di dalam Negara RIS
yang menjadikan tiga negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Indonesia Timur,
dan Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya muncul kesepakatan antara RIS
yang mewakili Indonesia Timur dan Sumatra Timur dengan Republik Indonesia
untuk kembali menjadi negara kesatuan. Kesepakatan itu kemudian dituangkan
dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Perubahan negara serikat menjadi
negara kesatuan memerlukan suatu UUD negara kesatuan. UUD tersebut diperoleh
dengan cara dimasukkan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari
konstitusi RIS.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Federal Nomor 7
Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku
sejak 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut konstitusi RIS 1949
diganti dengan UUDS 1950, dan terbntuklah kembali Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan
Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.

4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959-19 Oktober 1999

Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli
1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 ternyata mengalami beberapa pergeseran
bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945
selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi periode Orde Lama (1959-1966)
dan periode Orde Baru (1966-1999).

5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999-Sekarang

Seiring dengan tuntutan reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto sebagai
penguasa Orde Baru maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen)
terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 telah mengalami empat tahap
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perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah
perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Melalui empat tahap perubahan ini, UUD 1945 telah mengalami perubahan
yang cukup mendasar. Perubahan yang menyangkut kelembagaan negara,
pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden, memperkuat kedudukan DPR,
pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.

H. PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI

Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak 1945, tidak jarang terjadi penyimpangan
terhadap konstitusi (UUD) sebagaimana uraian berikut.
1. Penyimpangan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan.

a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca: eks) tanggal 16
Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan
yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN
sebelum dibentuknya MPR, DPR, dan DPA. Hal ini bertentangan dengan
UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi “Sebelum MPR, DPR,
dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan
bantuan sebuah komite nasional.”

b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang
mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Hal ini
bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945.

2.  Penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama.

a. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk Penetapan
Presiden, yang tidak dikenal dalam UUD 1945.

b. MPRS, dengan Ketetapan Nomor I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato
Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali
Revolusi Kita (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN yang
bersifat tetap.

c. Pimpinan lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri negara, yang
berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu presiden.

d. Hak budgettidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak
mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum
berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.

e. Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun
1960, presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955.
Kemudian melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tanggal 24
Juni 1960 dibentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR).

f.  MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui
Ketetapan Nomor lII/MPRS/1963.

3.  Penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Baru.

a. MPRberketetapantidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan
terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen
(pasal 104 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 tentang Tata tertib MPR). Hal
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ini bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan
kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang
memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD 1945.

b. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor [V/MPR/1983 tentang
Referendum yang mengatur cara perubahan UUD yang tidak sesuai
dengan pasal 37 UUD 1945.

. PERUBAHAN KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA

Perubahan konstitusi merupakan keharusan dalam sistem ketatanegaraan
karena bagaimanapun konstitusi haruslah sesuai dengan realitas kondisi bangsa
dan warga negaranya. Berikut ini akan dipaparkan contoh amandemen di beberapa
negara.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara yang saat ini dikenal sebagai negara
kampiun demokrasi. Warga negaranya mayoritas berasal dari Negara Inggris dan
Eropa Kontinental (Belanda, Prancis, Jerman, Irlandia, Skotlandia, dan Swedia).
Negara besar ini didirikan pada tahun 1774 serta merdeka dari jajahan Inggris tahun
1776 melalui pernyataan yang terkenal dengan Declaration of Independence

Pada tahun 1777, Amerika Serikat menyusun landasan kerja sama bagi ketiga
belas daerah jajahannya dalam bentukArticles of ConfederatiorMenurut aturan ini,
sistem pemerintahan dilakukan oleh suatu badan yang disebut congresyang diberi
kekuasaan untuk bertindak atas nama konfederasi. Hal ini bukan berarti keputusan
sepenuhnya di tangan kongres, melainkan keputusan itu baru bisa dilaksanakan
jika disetujui oleh sekurang-kurangnya sembilan negara dari tiga belas negara yang
bergabung.

Pengalaman pemerintahan atas dasarArticle of Confederatiormemaksa para
pemimpin negara yang bergabung untuk berpikir lebih jauh. Untuk itu, mereka
merasa perlu melakukan perubahan secara fundamental agar berfungsinya suatu
pemerintah yang sentralistrik tanpa ada gangguan dan intervensi negara-negara
berkembang. Untuk maksud itu, kongres membentuk suatu badan bernama
constitutional convertionyang bertugas menyiapkan konstitusi bagi negara-negara
yang hendak melakukan kerja sama lebih erat. Badan ini beranggotakan 55 orang
yang diwakili tiga belas negara yang bergabung.

Sementara itu, dalam hal perubahan konstitusi, Amerika telah banyak melaku-
kan perubahan (amandemen) dengan memunculkan beberapa syarat berikut.

a. Dua pertiga dari badan perwakilan rakyat negara-negara bagian dapat
~Z—S"72"S—1 70721 SeS>1 +'Se’"S—1 ™M757¢S'S—1 +Z>'SeS™] ""—e-
Serikat.

b. Untuk keperluan perubahan konstitusi tersebut, dewan perwakilan rakyat
federal harus memanggil sidang konvensi.

c. Konvensi inilah yang melaksanakan wewenang mengubah konstitusi.
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2. Uni Soviet

Pada pasal 146 Konstitusi Stalin menyatakan bahwa “Amandemento the
E~—@e’'eze’"—1701¢'Z1 171 1@ 'SeelcZ1SeEM™éBe116132 5161741 "]
votes in each of the chambers of the supreme Soviet of the U.S.S.R.

Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa wewenang untuk mengubah
konstitusi RSUS berada di tangan Soviet tertinggi RSUS, kemudian keputusan yang
berisi perubahan konstitusi adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya
dua pertiga dari masing-masing kamar Soviet tertinggi RSUS. Prosedur yang lebih
lengkap sebagai berikut.

a. Apabila ada rencana untuk mengubah konstitusi maka harus dibentuk panitia
konstitusi oleh Soviet tertinggi.

b. Panitia tertinggi ini harus selalu diketuai oleh tokoh serta orang terkuat Partai
Komunis Uni Soviet.

c. Rancangan perubahan baru yang disusun oleh panitia konstitusi itu dilaporkan
kepada presidium Soviet tertinggi untuk menyetujui/diterima atau ditolak.

d. Apabila rancangan itu telah diterima, kemudian diumumkan kepada rakyat
Soviet untuk didiskusikan.

e. Setelah didiskusikan, rakyat melalui organisasi masyarakat dapat mengajukan
usul-usul perubahan.

f. Usul perubahan selanjutnya disampaikan kepada panitia konstitusi,
yang kemudian—apabila dianggap penting—dapat dipergunakan untuk
menyempurnakan rancangan tersebut.

g. Rancangan yang telah disempurnakan tersebut kemudian dilaporkan kepada
Soviet tertinggi untuk ditetapkan sebagai bagian konstitusi RSUS.

3. Belanda

Perubahan konstitusi Kerajaan Belanda terjadi dalam beberapa kali, pada tahun
1814, 1848, dan 1972. Masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam Bab
(HoofdstuR Xl dan terdiri atas 6 pasal yaitu pasal 193 (210 lama) sampai pada
pasal 198 (215 lama). Cara yang dilakukan dalam rangka perubahan itu adalah
memperbesar jumlah anggota staten general perlemaebanyak dua kali lipat.

Keputusan tentang perubahan atau penambahan tersebut adalah sah apabila
disetujui oleh sejumlah suara yang sama dengan dua pertiga dari yang hadir, akan
tetapi dalam >~ —-e¢ Zuntlang-undang dasar) Belanda tahun 1815 prosedur di
atas diperberat, yaitu memenuhi kuorum yang sekurang-kurangnya setengah dari
anggota sidang staten generalitambah satu (UU 1814 pasal 144). Dengan demikian,
perubahan undang-undang dasar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya setengah jumlah anggota staten generaft S —e1eZ ¢S 1¢'Se’”S —1¢7S517Se’1e’™Se]
ditambah satu.

Kesimpulan:

Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi
yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Oleh karena itu,
suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum

Konstitusi




lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan
negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat
membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara.
Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi
perubahan dalam konstitusinya.

Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda

1. Konstitusi yang berasal dari bahasa Belanda adalah ....
A. groudwet D. kostitution
B. constitur E. constituante
C. groundgesetz

2. Berikut ini termasuk dasar-dasar prinsip demokrasi dalam sebuah konstitusi,

kecuali....
A. hak-hak dasar D. keterbukaan
B. keadlian E. kedewasaan

C. persamaan

3. Berikut ini yang termasuk tujuan konstitusi adalah ....
A. mencerdaskan kehidupan bangsa
B. membebaskan hak-hak warga negara
C. sebagai kontrol kekuasaan
D. membatasi masa jabatan
E. semua jawaban benar

4. Badan yang membenduk UUD 1945 adalah ....

A. BPUPKI D. KPK
B. PPKI E. PPK
C. PKI
5. Berikut ini negara-negara yang telah melakukan amandemen, kecuali....
A. Belanda D. Uni soviet
B. Amerika Serikat E. Palestina
C. Thailand
6. Konstitusi yang berasal dari bahasa Jerman adalah ....
A. groudwet D. kostitution
B. constitur E. konsensus

C. groundgesetz

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan




10.

ok wDn e

Yang termasuk dasar-dasar prinsip demokrasi dalam sebuah konstitusi, kecuali

A. hak-hak dasar D. keterbukaan
B. keadlian E. kedewasaan
C. persamaan

Yang termasuk tujuan konstitusi adalah ....
mencerdaskan kehidupan bangsa
membebaskan hak-hak warga negara

. melepaskan kontrol kekuasaan

. membandingkan hak-hak warga

. membatasi hak-hak penguasa

Badan yang membidangi UUD 1945 adalah ....

mooOwp»

A. BPUPKI D. KPK

B. PKI E. PPKIA

C. PPKI

Beberapa negara yang telah melakukan amandemenkecuali....
A. Belanda D. Thailand

B. Amerika Serikat E. Palestina

C. Uni Soviet

Soal Uraian

Jelaskan istilah konstitusi dan tujuan konstitusi!

Berikan contoh konstitusi di Indonesia dan konstitusi di negara lain!
Jelaskan bagaimana perubahan konstitusi di Indonesia!

Jelaskan konstitusi menurut Miriam Budiarjo!

Jelaskan secara singkat sejarah lahirnya konstitusi! Bagaimana menurut Anda

seandainya ingin mengadakan perubahan konstitusi di Indonesia?
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari dua kata, demosberarti rakyat dan cratos berarti
kedaulatan. Demokrasi adalah keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya
kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan
bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

Jadi, hakikat demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh
rakyat dan pemerintahan untuk rakyat.

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis, yaitu:
Wil ™MZ7Z ¢’ —e—¢51"2@S¢5>5—185"S—1™e75Se’@-20
Xill -Zz@¢S S>S*0
Yill ™Z5>¢'—<S—eS—1-"5Se0
Zil ™Z7-745"SeS—1¢S—+1“72"72>1+S—1®Z2'Se0

[(11 ™MZ-2— 38 1loeZe« @2 12" — "'
6. kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap memercayai itikad baik masing-
-Se’—-0

]Jill ™MS—eS—eS—1"e7™M1e7-""5Se’®@1‘'S>7001+'Se’"S—17—®7>1¢S—-1.
sistem pendidikan.

Demokrasi pada intinya adalah kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini pada
dasarnya bermuara pada hak yang mutlak dalam pembuatan hukum yang tidak
tunduk terhadap kekuasaan yang lain. Dr. Abdul Hamid Mutawalliy—guru
besar UUD—berkata: Demokrasi dalam berbagai Undang-Undang Dasar biasa
diungkapkan dengan prinsip ‘kedaulatan rakyat’, sedangkan ‘kedaulatan’ sesuai
Z — @ —¢S1-72>7™S"S—1"2"7S®@SS—1eZse’—ee’j
y e eZe7 el cFeleZ S ez @I ™MZ I ™M e e "] 3§ "1 5 _"81S-
gagasan demokrasi. la mengategorikan rakyat sebagai kelompok sosial yang
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dinamakan warga negara. Mereka merupakan kelompok sosial minoritas dalam
negara kota(polisatau city state)yang memiliki hak-hak istimewa dalam berkehidupan
politik. Misalnya, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif
¢SeS-1™>"Z®1™Z-<2S¢S—1"2¢'S"S—1—27+S>Si

Politikus Barat, Joseph Frankl, mengatakan bahwa kedaulatan memiliki arti
kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi darinya
atau di belakangnya yang memiliki wewenang untuk meninjau ulang putusan-
putusannya. Makna yang pallng mendasar ini tidak pernah mengalam| perubahan

/™S —“S—e1-S®eS,-S®eS1-"¢Z>—1"—"81eS—1¢7Z —'®’'1 S—Z71 "7+S—

pada tahun 1578 yang mengatakan “kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari atas
penduduk dan rakyat dan tidak dibatasi undang-undang”, adalah tetap walaupun
bahwa maksud kedaulatan yang mana Boudanne mengkhususkan sang pemimpin
pada zamannya dengan kedaulatan itu telah berpindah setelahnya kepada rakyat.

Dengan demikian, demokrasi bukan hanya menyangkut bentuk pemerintahan,
melainkan yang utama adalah menyangkut suatu bentuk kehidupan bersama yang
berlandaskan demokrasi. Hal itu memerlukan di antaranya:
Wil 2S¢721VY'@'1eS—17""021272+71¢S—+1+'S<S>"S—10ZES>S1+ >-Sel e
7—eS—¢,7—+S—e1¢S—e1'S>7@1e'™Se7"1 S>¢S0
Xil 'eeZ-1'2"2-1<Z>@ *Sel7¢“Z"e’e1eS—1-S—’5"0
Yill 2Se2le’ eZ-1™Z-75"—¢S'S—1¢S—e1¢Z5¢S®S>"S—1S5'817+72'81-
4. Struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menjauhi monopoli, yang
memungklnkan terjadmya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil
<Se’1®Z-2S1 S>+S0

5. Adanya kebebasan berpendapat sebagai mekanisme agar ide-ide warga
~S®6S>57Se1eS™Sele’@Z>S™1"eZ'1™Z_-75"—+S')
6. Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi.

N(

B. DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Ada beberapa pandangan hidup di dalam demokrasi di antaranya korelasi
pandangan hidup dengan ideologi ketika hegara-bangsa tersusun, maka sebenarnya
telah ada berbarengan dengan eksistensi negara itu suatu perjanjian bersama atau
“kontrak sosial”, sebagai kebulatan pikiran atau cita-cita dalam mendirikan negara-
bangsa tersebut. Perjanjian ini untuk membentuk kehidupan bersama dalam wadah
negara-bangsa. Selanjutnya, bangunan negara-bangsa yang didirikan itu tegak
di atas sebuah “keyakinan kokoh bersama suatu komunitas polit&ng kemudian
disebut sebagai kepercayaan politik (political belief)milik bersama seluruh warga
yang menjadl sebuah “|deolog|” Selanjutnya oleh perjalanan sejarah bangsa akan

©'Se’’S 1¢S5 —eS®eS—1¢S—e1eS—ee7'1@Z™S—“S—01"7<Z>
sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa
kini dan masa selanjutnya. Itulah sebabnya keyakinan politik itu akhirnya menjadi
gagasan abadi untuk diaktualisasikan dalam kehidupan perpolitikan komunitas
sebuah negara-bangsa.

Kepercayaan politik adalah angan-angan atau lebih tegasnya merupakan buah
pikiran nasional seluruh warga bangsa, hasil konsensual dari sebuah kontrak sosial
dalam sejarah pendirian negara-bangsa sejak awal, tentang jalan politik dunianya
secara umum. Oleh karena itu, kepercayaan politik, selain berisi nilai-nilai luhur
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yang diyakini bersifat abadi, juga merupakan realitas milik tertinggi idealisme
bangsa menghadapi kenyataan hidup yang mengelilinginya. Kepercayaan tersebut,
setelah terbentuk, akan terus operasional sepanjang masa.

Apabila kepercayaan politik lahir dari kultur politik rakyat sejak awal berdirinya
negara-bangsa, maka ideologi lahir dan berkembang dari kepercayaan politik yang
terbentuk dari kemauan umum perjanjian masyarakat sebagai keyakinan politik,
yang akan menjadi dasar bagi terwujudnya mekanisme suatu sistem nilai dan norma
dasar politik negara-bangsa seterusnya, selaras dengan perkembangan zaman.

Konsep budaya politik merupakan keseluruhan perwujudan kegiatan kesadaran
keyakinan atau kepercayaan politik yang terus berkembang oleh pengaruh dan
dominasi ideologi dengan nilai-nilai abadi yang terkandung di dalamnya, yang
secara dinamis terus berkembang selaras perkembangan waktu dan lingkungan
yang mengelilinginya dan bisa saling memengaruhi. Karena ideologi tidak hanya
terhenti pada “kumpulan ideas” abstrak yang sangat berharga, tetapi akan terus
mengembangkan diri selaras adaptasi lingkungan dan zaman, sehingga melahirkan
“sikap-sikap” masyarakat yang terus mengembangkan diri selaras adaptasi dengan
lingkungan dan zaman, sehingga melahirkan opini-opini yang lebih maju, juga
mampu membangkitkan sikap dan watak yang dilandasi pandangan hidup secara
ideologis. Hal ini sejalan dengan bimbingan ideologi yang penuh dengan nilai luhur
tersebut.

Di sinilah letak relevansi dan korelasi pandangan hidup dengan ideologi.
Selanjutnya pandangan hidup ini harus dikaitkan dengan “negara maupun bangsa”,
sebab manusia sebagai individu akan memiliki pandangan hidup yang bervariasi
sesuai dengan latar belakang menyangkut famili, suku, ras, agama, kepentingan,
budaya, tradisi, keturunan, dan lain-lainnya, yang bisa menjadi faktor pengaruh
kuat terhadap pandangan hidup individual atau kelompok. Namun ketika mereka
menjadi anggota tetap sebuah negara-bangsa, individu yang telah diikat oleh Volonte
Generalitu harus tunduk pada kristalisasi pandangan hidup yang telah terbentuk
ideologi negara-bangsa tersebut.

Dalam kehidupan bernegara-bangsa telah menjadi pengertian dan pengakuan
secara universal, bahwa individu secara rasional dan emosional akan tunduk
pada suara bersama yang sebenarnya telah mereka peroleh dan bangun secara
demokratis. Demokrasi adalah realitas pluralistik, sedangkan setiap masyarakat
pluralistik lazim akan mewajibkan setiap anggotanya memiliki pedoman yang sama
bagi pengaturan hidup yang disepakati, tanpa merugikan “apa yang menjadi latar
belakang yang dimiliki masing-masing individu.” Misalnya ketika sebuah prinsip
berketuhanan telah diterima dalam sebuah kontrak sosial, maka setiap individu
masyarakat atau warga negara-bangsa yang berasal dari beragam agama dan suku
akan menerima dengan lapang dada. Mereka dengan penuh kesadaran loyal pada
prinsip kebersamaan, sedangkan aturan khusus keagamaannya atau kepercayaannya
tidak akan terusik sedikit pun sebagai akibat penerimaannya tersebut, bahkan
mereka akan merasa lebih terlindungi kebebasan keagamaan dan kepercayaannya.
Dengan demikian, pengakuan adanya Tuhan dan pengagungan akan eksistensi-Nya
akhirnya bisa menjadi pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup ini dapat
dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Pandangan hidup ini tegak, tidak dapat
ditawar-tawar lagi sekaligus memberikan kepuasan pada pluralisme masyarakat.

Berikut ini enam norma yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang
demokratis.
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1. Kesadaran plularisme
Kesadaran plularisme tidak sekadar pengakuan pasif akan kenyataan
masyarakat yang majemuk, tetapi menghendaki tanggapan dan sikap positif
terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif, pengakuan dan perdebatan
harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi
beragam pandangan dan sikap orang serta kelompok lain.
Xil Z0e¢S S>S'01-Z2—+'S>7@"S—1S¢S—¢S1"2'—®©¢S+S—1S—1"72+7 Sce
untuk secara tulus menerima kemungkinan melakukan kompromi sosial dan
politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.
Yil ">-81'—'1-72—72"S—"S—1"e72™1+7-""5Se’®01 -2 S“’<"S—1S+S—¢
bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak
hanya pada pelaksanaan prosedur-prosedur (pemilu, suksesi kepemimpinan,
dan aturan mainnya), tetapi harus secara santun dan beradab, yakni demokrasi
yang dilakukan tanpa paksaan, ancaman, dan tekanan dari siapa pun.
Zil ">-S17"7%2"2>S—1+S¢S-107S71™7-7¢S"SeS—01-S®¢S>S"Sele7-"
untuk menguasai dan menjalankan permusyawaratan yang jujur dan sehat
untuk mencapai kesepakatan demi keuntungan semua pihak.
[i1l Z<Z<S®S—1—7>S—"'01™Z>0S-SS—1'S"81+S—1"Z S*'«S—01™Z—«S
nurani, persamaan dan hak, dan kewajiban bagi semua merupakan norma
demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikad baik
orang dengan kelompok lain. Norma ini akan berkembang jika dipandang
dalam segi positif dan optimis.
6. TrialanderroreSeS—1¢7Z-"">S¢’0010072<S5¢S’'1—7+5>5S1¢S—+1-Se’'1-"—'—1™
berdemokrasi, Indonesia masih membutuhkan pecobaan-percobaan dan jatuh
bangun dalam berdemokrasi. Untuk meminimalkan unsur negatif, demokrasi
partisipasi warga negara mutlak dibutuhkan.

C. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI
1. Negara Hukum

Konsep negara hukum (+*‘Z 1> 7+ Z 1iehgaddiing pengertian bahwa negara
memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan
peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan penjaminan hak asasi manusia.

Konsep perlindungan hukum ciri-cirinya adalah:

Sil SeS—¢S1™Zse'—e7—eS—1 o
b. adavnya pemisahanvdan pembagian kekuasaan pada lembaga untuk menjamin

™MZ>re'—e7—eS—1 0
Eil ™Z_-7>—eS'S—1¢Z5¢S®S>"S—1™7>S¢7>S—0
*il SeS—¢S1™Z5Se’eS—1Se—"—"e+>S®’0
Zil SeS—¢S1®z2™Z>-S®’1S+2>S—,S7>S—1'2"2-0
f. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum.

Istilah negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945: “Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan
belaka”.
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2. Masyarakat Madani

Masyarakat madani bercirikan dengan masyarakat yang terbuka, bebas dari
pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta
Z+Se'e75i1 S¢S>S"Sel —SeS—"1-7>72™MS"S—1Z7¢7-7—1¢6S—+1 ®S—+S+]
membangun demokrasi, sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah
terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagementyaitu keterlibatan
warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosialCivic engagemenini memungkinkan
tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antarindividu yang sangat penting
artinya bagi bangunan politik demokrasi.

Masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua kata kunci yang tidak
dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat
yang menghendaki adanya partisipasi. Tatanan nilai tersebut ada di masyarakat
madani. Karena itu, demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada
pada masyarakat madani.

3. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik terdiri atas partai politik, kelompok gerakan, dan
kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Partai politik merupakan struktur
kelembagaan politik yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita
yang sama, yakni memperoleh kekuasaan politik dan membuat kedudukan politik
¢SeS-1-7 7“2¢"S—1"2¢'S"S——¢Si1l

Kelompok gerakan atau organisasi masyarakat merupakan sekumpulan
orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang berorientasi pada
pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Al-
Wasliyah, dan sebagainya. Adapun kelompok penekanan atau kelompok kepentingan
merupakan sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan atas
kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu, seperti AIPI (Asosiasi lImu Politik
Indonesia), IKADIN, KADIN, ICMI, PGRI, LIPI, PWI, dan sebagainya.

Sebagai salah satu unsur yang menegakkan demokrasi maka partai politik
memiliki beberapa fungsi:

Si1ll ©S>S—S8S1""-7—""Se’'1™ «’«’")
i1l ®S>S—S1le " ®'Se’®eS®e’'1™ '+'")
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d. sarana pengatur politik.

Keempat fungsi partai politik tersebut merupakan pertahanan dari nilai-nilai
demokrasi, yaitu adanya patrtisipasi kontrol rakyat melalui partai politik terhadap

kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya pelatihan penyelesaian
"— "1 @ ZES>S1+S-S"i

4. Model-Model Demokrasi

Beberapa model demokrasi di antaranya sebagai berikut.
Sil Z-"">S@®’l '«<Z>Se01l ™MZ7-75"—eS'S—1'«SeS@’1"¢Z2'1l 1+¢S—1™Z_".
diselenggarakan dalam waktu yang sesuai.
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menolak pemilu yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki
kekuasaan.

Eil Z-"">S®’l "©'Se01¢Z-"">S®'1¢S—e1-72—S5>72'1"2™Ze¢2¢’S—1™SeS§
dan egaliteris membagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan.

*il Z-"">Sce’'l S>e’@’ ™MS®'01-72—7"S—"S—1"'7¢7—+eS—1+—<Se1¢Se""18
dan yang dikuasai.

e. DemokrasiConsociationab1l -7 —Z7"S—"S—1™>"eZ7"’1" 700720 1<Se’1"Ze " —™""]
yang menekankan kerja sama yang erat di antara elite yang mewakili bagian
budaya masyarakat utama.

*il Z-"">S®’'l S—e@Zz—01¢S'e715S"¢Se1 -7 7“72¢"S—1"2S72+S+S——¢
negara dilakukan secara langsung. Legislatif sebagai lembaga pengawas dan
pemilihan pejabat eksekutif oleh rakyat melalui pemilu.
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langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, tetapi melalui lembaga
perwakilan. Lembaga parlemen dituntut peka terhadap berbagai hal yang
berkaitan dengan hubungan kehidupan masyarakat dan pemerintah/negara.

5. Prinsip dan Parameter Demokrasi

Suatu pemerintah dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan-
nya mewujudkan prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdillah (1999), prinsip
demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralitas. Dalam
pandangan Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem
demokrasi, yaitu kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur,
hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat tanpa ada ancaman, kebebasan
mengakses informasi, kebebasan berserikat®

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia
termasuk manusia Indonesia. Karena itu, demokrasi tidak boleh menjadi gagasan
yang utopus dan berada dalam alam retorika semata, tetapi sebagai sesuatu yang
mendesak dan harus diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan. Prinsip-prinsip negara demokrasi tersebut dituangkan
dalam konsep yang lebih praktis untuk dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri yang
"Z—79'S—1'Se’"S—_1 ™SS _7e7517—e7"1-2—¢72"2>1¢ —e"Sel ™MZ7eS"®eS—
yang berjalan di suatu negara. Untuk mengukur suatu negara atau pemerintah
dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis, dapat dilihat dari
empat aspek.

Pertamamasalah pembentukan negara. Kita percaya bahwa proses pembentuk-
an kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang
akan terbangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum dipercaya sebagai salah
satu instrumen guna memungkinkan berlangsungnya proses pembentukan suatu
pemerintahan yang baik.

Kedua,dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi
kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.

48 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan MakriEiara Wacana, Yogyakarta, 1999. Hal. 71.
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distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu “tangan/
wilayah”. Penyelenggaraan kekuasaan negara sendiri haruslah diatur dalam tata
aturan yang membatasi dan sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaan-
nya. Aturan yang ada patut memastikan setidaknya dua hal utama, yakni:
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b. memungkinkan pembatasan agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.

Keempat,masalah kontrol sosial. Apakah dengan berbagai koridor tersebut
sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun
sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan
yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan check and balanterhadap 3
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kriteria lain sebagai parameter demokrasi, yaitu:
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h. hak untuk protes.

6. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Barat

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara
dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad
ke-9 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi pada masa itu ialah demokrasi langsung
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secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat
langsung itu berjalan secara efektif karena negara kota City State Yunani Kuno
berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas
pada kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu, hak
ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga negara
yang resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang
asing, perempuan, dan anak-anak, tidak dapat menikmatinya.

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Masyarakat
abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarakat yang feodal, kehidupan
spiritual dikuasai oleh Paulus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya
ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Dengan demikian,
kehidupan sosial politik agama pada masa ini ditentukan oleh elite-elite masyarakat,
seperti kaum bangsawan dan kaum agamawan. Karena itu, demokrasi tidak muncul
pada abad pertengahan (kegelapan). Menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh
kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta(Piagam
Besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan
Raja Jhon di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik.
Dalam Magna Charta bahwa raja mengakui beberapa hak dan hak khusus (repeleggs
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bawahannya. Piagam tersebut juga memuat dua prinsip dasar, adanya pembatasan
kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Munculnya demokrasi juga ditandai dengan adanya gerakan renaissancelan
reformasi renaissancgang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya
Yunani Kuno. Gerakan ini lahir di Barat karena adanya kontak dengan dunia Islam
yang ketika itu berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Para
ilmuwan Islam pada masa itu, seperti Ibnu Khaldum, Al-Razi, Oemar Khayam,
dan Al-Kharizmi bukan hanya mengasimilasikan pengetahuan Parsi Kuno dan
warisan klasik (Yunani Kuno), melainkan juga berhasil menyesuaikan dengan
kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan alam pikir mereka sendiri. Karena itu
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sumbangan besar terhadap kemajuan dan perkembangan Eropa melalui terjemahan
warisan Parsi dan Yunani Kuno dan menyeberangkannya ke Eropa melalui Siria,
Spanyol, dan Sisilia. Negara-negara tersebut merupakan arus penyeberangan ilmu
pengetahuan dari dunia Islam ke Barat.

Peristiwa lain yang mendorong lahirnya kembali demokrasi di Eropa adalah
gerakan revolusi agama pada abad-16 yang bertujuan untuk memperbaiki
keadaan dalam gereja Katolik. Hasil dari gerakan ini adanya peninjauan terhadap
doktrin gereja yang berkembang menjadi protestanisme. Kecaman dan dobrakan
absolutisme monarki dan gereja didasarkan pada teori rasionalitas sebagai“sosial-
contract” (perjanjian masyarakat) yang salah satu asasnya menentukan bahwa dunia
ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam ( — S« 7> Seyang mengandung
prinsip-prinsip keadilan yang universal, berlaku untuk semua orang. Dengan
demikian, teori hukum alam merupakan usaha untuk mendobrak pemerintahan
absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam satu asas yang disebut
demokrasi (pemerintahan rakyat).

Pada kemunculannya kembali di Eropa, hak-hak politik rakyat dan hak-hak
asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik
(ketatanegaraan). Untuk itu, timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan
pemerintah melalui pembuatan konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Di
atas konstitusi inilah biasa ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintahan dan
jaminan atas hak-hak politik rakyat sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi
dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang
dinamakan konstitusionalisménegara hukum formal) dalam sistem ketatanegaraan.
Ciri penting demokrasi ini adalah sifat pemerintah yang pasif, pemerintah hanya
menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan
secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen.

Konsep negara hukum formal mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20
tepatnya setelah Perang Dunia. Beberapa faktor yang mendorong lahirnya kecaman
ini, seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, antara lain adalah akses-
akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang
menginginkan pembagian kekuasaan secara merata, serta kemenangan beberapa
partai sosial di Eropa. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam
urusan negara bergeser ke dalam gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung
jawab atas kesejahteraan rakyat. Gagasan baru ini disebut sebagai Z+*+S>Z hige S+ 7 1
“negara hukum material”, dengan ciri pemerintah diberikan Fries Ermeseratau
“Pouvoir discreationnair yaitu kebebasan untuk turut serta dalam kehidupan sosial
dan keleluasaan untuk terikat pada legislasi parlemen (wakil rakyat).
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Berdasarkan pernyataan di atas, sejarah dan perkembangan demokrasi di
Barat diawali dengan bentuk demokrasi langsung yang berakhir abad pertengahan.
Menjelang akhir abad pertengahan lahirlah Magna Charta, dan dilanjutkan
munculnya gerakan renaissancdan reformasi yang menekankan adanya hak hidup,
hak kebebasan, dan hak memiliki. Selanjutnya, pada abad ke-19 muncul gerakan
demokrasi konstitusional yang melahirkan demokrasi Ze++S>7Z1ceeSeZi

7. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut dari masa
kemerdekaan sampai sekarang. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, masalah pokok
yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan mereka dalam berbagai sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat
dari segi waktu terbagi menjadi empat periode, di antaranya demokrasi parlementer
(1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila (1965-1998),
dan demokrasi orde reformasi (1998-sekarang).

a. Demokrasi parlementer (1945-1959)

Sistem parlementer yang mulai berlaku setelah kemerdekaan kemudian
diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, ternyata tidak cocok di Indonesia. Persatuan
yang digalang selama menghadapi penjajah tidak dapat dibina menjadi kekuatan
konstruktif setelah kamerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih
demokrasi sistem ini. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem
parlementer di mana badan eksekutif terdiri atas presiden sebagai kepala negara
konstitusional beserta para menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik.
Karena fragmentasi partai politik, usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan
cukup lama. Koalisi yang dibangun, dengan sangat gampang pecah. Hal inilah
yang mendorong Ir. Soekarno, sebagai presiden, mengeluarkan Dekrit Presiden
5 Juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian, masa
demokrasi ini berakhir.

b. Demokrasi terpimpin (1959-1965)

Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya partai politik,
berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran TNI sebagai unsur sosial
politik. Banyak sekali penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan ini, di
antaranya pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yang tidak
sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, presiden juga membubarkan Dewan Perwakilan
Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit
bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

Menurut Presiden Soekarno, prinsip-prinsip demokrasi terpimpin ialah 1) Tiap-
tiap orang wajib untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa,
eS—1—7S>S01XU1 'S™,e’S™M]1 58 _¢1¢Z>'S"1-7Z—eS™Se]1 ™7 _o"e7™MS_
~S®tS>578+¢81<S—eS581+5—1—7+55811 SeS-1™S eSS 1 i1 ¢S 1
terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili
yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya.
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c. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Landasan formal demokrasi ini adalah Pancasila, UUD 1945, serta ketetapan
MPRS. Demokrasi Pancasila merupakan usaha meluruskan penyelewengan
terhadap Undang-Undang Dasar pada masa demokrasi terpimpin. Adapun Tap
MPRS Nomor 111/1963 mengenai penetapan masa jabatan seumur hidup Ir. Soekarno
telah dibatalkan.

Beberapa perumusan tentang demokrasi Pancasila sebagai berikut.

1) Demokrasi dalam bidang politik, pada hakikatnya adalah menegakkan kembali
asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.

2) Demokrasi dalam bidang ekonomi, pada hakikatnya adalah kehidupan yang
layak bagi semua warga negara.

3) Demokrasi dalam bidang hukum, pada hakikatnya bahwa pengakuan dan
perlindungan HAM, peradilan yang tidak memihak.
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Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya karena Pancasila
memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Namun
demikian “demokrasi Pancasila” dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan
gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Rezim ini sangat tidak
memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Seperti yang dikatakan oleh M.
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nonpemerintah. Ketujuh ciri ini menjadikan hubungan negara versus masyarakat
secara berhadapan dan subordinat, di mana negara atau pemerintah sangat
mendominasi. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi juga belum ditegakkan
dalam demokrasi ini.

d. Demokrasi orde reformasi (1998—sekarang)

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah membawa harapan baru bagi
tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi
keruntuhan rezim tersebut, menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di
Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis. Fase ini akan
menentukan ke arah mana demokrasi akan dibangun. Dalam hal ini, sukses atau
gagalnya suatu transisi sangat bergantung pada empat faktor kunci, yaitu:

1) komposisi elite politikKarena dalam demokrasi modern dengan bentuknya
demokrasi perwakilan, rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya
pada elite politik maka merekalah yang mendesain institusi pemerintah,
menjadikan satu dengan yang lain bertanggung jawab, melakukan tawar-
menawar, memobilisasi dukungan dan merespons opini publik.

2) desain institusi politik Pengalaman negara-negara yang sudah estabilished
memperlihatkan bahwa institusi-institusi bisa tetap berfungsi walupun jumlah
pemilihnya kecil. Karena itu, untuk mengukur tingkat kepercayaan publik
tidak terletak pada seberapa besar partisipasi politik warga, tetapi partisipasi
itu dilakukan secara sukarela.
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3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politdabriel A. Alimond dan Sidney
Verba membedakan antara kultur politik partisipan dengan rakyat biasa. Dalam
demokrasi yang sehat, kultur yang partisipan terbentuk ketika warga negara
percaya akan kemampuan mereka untuk memengaruhi proses politik.

4) masyarakat madar(civil cociety. Dalam demokrasi transisi di Indonesia peran
civil cocietysangatlah penting, yaitu untuk mengurangi polarisasi politik dan
menciptakan kultur toleransi. Ada dimensi edukasi dalam civil cociety Partisipasi
dalam civil cocietydapat mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi,
seperti moderasi, sikap kompromi, dan menghargai sikap yang berbeda. Di atas
segala-galanya, yang juga dibutuhkan oleh demokrasi-demokrasi yang baru
tumbuh seperti di negara kita adalah pengolahan yang efektif dalam bidang
ekonomi, selain bidang pemerintahan. Jika demokrasi yang baru tumbuh
mampu mengelola ekonomi secara efektif, maka meraka juga dapat menata
rumah tangga politik mereka dengan baik.

Azyumardi Azra menyatakan bahwa demokratisasi di Indonesia tidak dapat
dimundurkan lagi, proses suksesi kepresidenan jelas menandai berlangsungnya
proses transisi ke arah demokrasi, setelah terpenjarakan sekitar 32 tahun pada rezim
Soeharto dengan “demokrasi Pancasila’nya dan 10 tahun pada rezim Soekarno
dengan “demokrasi terpimpin”-nya. Dengan demikian, secara empirik demokrasi
yang sesungguhnya di Indonesia belum dapat terwujud. Karena itu, membangun
demokrasi merupakan pekerjaan rumah dan agenda yang sangat berat bagi
pemerintah. Menurutnya, setidaknya ada empat prasyarat yang dapat membuat
pertumbuhan demokrasi memberikan harapan.

Pertama, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan.
Semakin sejahtera ekonomi sebuah bangsa, semakin besar peluangnya untuk
mengembangkan dan mempertahankan demokrasi.

Kedua, pemberdayaan dan pengembangan kelompok-kelompok masyarakat
yang favourablebagi pertumbuhan demokrasi, yang pada gilirannya membuat
hubungan negara dan masyarakat (state and sociefymenjadi berimbang.

Ketiga,hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang. Dukungan dunia
internasional dilandasi oleh semangat keadilan dan pengakuan kemandirian untuk
dapat menciptakan demokrasi. Bantuan dunia internasional jangan menjadi kontra
produktif bagi transisi menuju demokrasi.

Keempatsosialisasi pendidikan kewarganegaraan. Pembentukan warga negara
yang memiliki keadaban demokrasi dan demokrasi berkeadaban bisa dilakukan
secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan.

8. Islam dan Demokrasi

Perdebatan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi sebagaimana diakui
oleh Mun’im A. Sirry memang masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan.
Berdasarkan pemetaan yang dikembangkan oleh Jhon L. Esposito dan James P.
Piscatory (Syukron Kamil, 2002) secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga
kelompok pemikiran.

Pertama,lslam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam
dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. Demokrasi sebagai
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bernegara. Sementara Islam sebagai agama S Syang tidak hanya mengatur aspek
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teologi (akidah) dan ibadah, tetapi mengatur segala aspek kehidupan umat manusia.
Ini diungkapkan oleh elite Kerajaan Arab Saudi dan elite politik Iran pada masa
awal revolusi Iran, Syekh Fadh Allah Nuri, Sayyid Qutb, Thabathabi, al-Sya'rawi
dan Ali Benhadj. Keduakelompok yang menyatakan bahwa Islam dan demokrasi
merupakan konsep yang sejalan setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap
konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh dari kelompok ini adalah al-Maududi,

<e7e1 S4S*1 ">"71+S—1 +SzD§ hdoesdia diiakili bleh Mohammad
Natsir dan Jalaluddin Rahmat. Ketiga,lslam adalah sistem nilai yang membenarkan
dan mendukung sistem demokrasi. Pandangan ini yang paling dominan yang ada
di Indonesia, karena demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan
Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Di antara tokohnya, yaitu Fahmi
Huwaidi, al-Aqgad, M. Husain Haekal, dan Robert N. Bellah. Di Indonesia diwakili
“eZ'l Z>E‘Te’el Seedl —'Z—1 S'edl 7z—S 51 ¢S.£S+’81 il ¢S 1 S
Abdurrahman Wahid.

Penerimaan negara-negara Islam terhadap demokrasi bukan berarti demokrasi
dapat berkembang dengan cepat secara otomatis. Ada beberapa alasan teoretis yang
dapat menjelaskan tentang lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi
di dunia Islam.

a. Pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Hal ini disebabkan
oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai
sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

b. Persoalan kultur. Sebenarnya, demokrasi telah dicoba di negara-negara Islam
sejak paruh pertama abad dua puluh tetapi gagal. Tampaknya ia tidak akan
sukses pada masa-masa mendatang, karena warisan kultural masyarakat
muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif. Persoalan kultur
ditengarai sebagai yang paling bertanggung jawab atas sulitnya membangun
demokrasi di negara Islam. Sebab, secara doktrinal, pada dasarnya hampir
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gerakan Islam. Bahkan, ada kecenderungan untuk merambah tugas baru yaitu
merekonsiliasi perbedaan antara teori politik modern dengan doktrin Islam.

c. Lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tidak ada hubungannya
dengan teologi dan kultur, tetapi lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi
itu sendiri. Untuk membangun demokrasi, diperlukan kesungguhan, kesabaran,
dan di atas segalanya adalah waktu. Jhon Esposito dan O. Voll adalah tokoh
yang tetap optimis terhadap masa depan demokrasi di dunia Islam. Terlepas
dari itu semua, tak dapat diragukan lagi, pengalaman empirik demokrasi dalam
sejarah Islam memang sangat terbatas.

o A
Kesimpulan:

Demokrasi pada intinya adalah kedaulatan rakyat dan bahwa kedaulatan ini
pada dasarnya bermuara pada hak yang mutlak dalam pembuatan hukum yang
tidak tunduk terhadap kekuasaan yang lain. Rakyat biasanya menjalankan
kekuasaan ini dengan cara mewakilkan, yaitu ia memilih wakil-wakilnya yang
mengatasnamakan rakyat di parlemen, dan mereka mewakili rakyat dalam
menjalankan kekuasaan ini, bahwa kekuasaan itu kembali kepada rakyat
dan bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan, yaitu bahwa demokrasi itu pada
ujungnya adalah prinsip kedaulatan rakyat.

. /
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Soal Latihan

1.

Soal Pilihan Ganda

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari atas penduduk dan rakyat dan tidak

o' «SeS®e'17—eS—e 7—eS—eil 7Z>—¢SkS8iatdr Bemardtcze 17 —'ce’'1
A. Jane Boudane D. R. Abdul Hamid Mutawally

B. Aristoteles E. Masykuri Abdalah

C. Joesef Frankle

Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, merupakan pernyataan

hakikat demokrasi

makna demokrasi

. demokrasi sebagai pandangan hidup
. prinsip demokrasi

E. karakteristik demokrasi

Prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralitas.
Hal ini dikemukakan oleh ....

A. Masykuri Abdillah D. Aristoteles

B. Robert A. Dahl E. Taylor

C. Jane Bovdanne

Pemerintah dibatasi oleh UU dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam
waktu yang sesuai. Pernyataan tersebut merupakan ciri dari demokrasi ....

OO0 ®>;

A. liberal D. partisipasi
B. terpimpin E. non partisipasi
C. sosial

Membuat peraturan yang sederajat di bawah UU merupakan pengertian dari

A. hak legislatif D. Walfare state
B. Hak inisiatif E. hak partisipatif
C. Droit function

Berikut ini merupakan norma-norma yang menjadi pandangan hidup
demokratis.

A. musyawarah

kesadaran akal pluralisme

. pertimbangan moral

. pemenuhan segi-segi ekonomi

. kehidupan politik yang seimbang
Salah satu fungsi partai politik adalah ....
A. sarana rekrutmen kader politik

B. tempat mencari ilmu

C. sarana untuk publikasi

moow
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10.

1.
2.
3.
4.
5.

D. ajang perdebatan
E. lapangan pekerjaan
Demokrasi terpimpin adalah ....

A. menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang di-
kuasai

B. menekankan proteksi khusus bagi kelompok budaya yang menekankan
kerjasama yang erat di antara elite yang mewakili budaya masyarakat

C. semua tindakan pemimpin dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilu yang
bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan

D. demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliteris
persyaratan untuk memperoleh kepercayaan

E. pemerintah dibatasi oleh UU dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam
waktu yang sesuai

Berikut ini merupakan faktor yang mendorong lahirnya gugatan terhadap
konsep negara hukum formal menjelang pertengahan abad ke-20,kecuali....

A. bersebarnya paham sosialisme

akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis
. sikap pemerintahan yang pasif

. kemenangan beberapa partai sosial di Eropa

. setiap seluruh rakyat yang revolusioner

Kebebasan untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk
tingkat pada legistrasi parlemen merupakan pengertian dari ..

A. droit function D. progres
B. fries Ermesen E. asimilasi
C. prepeleges

moom

Soal Uraian

Jelaskan makna dan hakikat demokrasi!

Bagaimana pendapat Anda tentang demokrasi sebagai pandangan hidup?
Apa saja unsur-unsur penegak demokrasi?

Bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dan di Barat?
Bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi?
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. ARTI OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem
penyelenggaraan pemerintah sering dicampuradukkan. Akan tetapi kedua
istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam
penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, tidak
mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan
konsep desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan, otonomi daerah adalah
desentralisasi itu sendiri. Tak heran dalam buku-buku referensi, termasuk di
sini, pembahasan otonomi daerah diulas dengan memakai istilah desentralisasi.
Keduanya bagaikan dua mata koin yang saling menyatu, namun dapat dibedakan.
Di mana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan
kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak
yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.
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nyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pada masa sekarang, hampir
setiap negara-bangsa (nation state) menganut desentralisasi sebagai suatu asas
dalam sistem penyelenggara pemerintah negara. Desentralisasi bukanlah sistem
yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kesatuan dari suatu sistem yang lebih
besar. Sebuah negara bangsa menganut desentralisasi bukan karena alternatif dari
sentralisasi. Antara desentralisasi dan sentralisasi tidak dilawankan, dan karenanya
tidak bersikap dikotomis, melainkan merupakan sub-sub sistem dalam kerangka
sistem organisasi negara. Karenanya, suatu negara-bangsa merupakan payung
desentralisasi dan sentralisasi.
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oleh para pakar sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya penemuan
pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifest
desentralisasi. Otonomi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai mandiri,
sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah berarti
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kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan
mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai
kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan
apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar(external intervention).
Z®Z—+>Se'®S®'1eZc<S+S'-S—S1e'eZ —®'""S—1 Z>®Z>'"SeS—1 S—-
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or local bodies.”
Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat
kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-
pejabat daerah(deconcentratiordtau dengan devolutionkepada badan-badan otonom
©S758'11 "S—1eZ2+S™'§1e’eS"1e'ZeS®e"S—1'0'1eS—1"27S®S—1"2 Z—S—
penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonom daerah.
M. Turner dan D. Hulme “° berpandangan bahwa desentralisasi adalah transfer
kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari
seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain
yang lebih dekat kepada publik yang dilayani. Landasan yang mendasari transfer
ini adalah teritorial dan fungsional. Landasan teritorial artinya menempatkan
kewenangan kepada level pemenntahan yang lebih rendah dalam W|Iayah hierarkis
CS—e1 @ZES>S1eZ7e>S @172¢'1+27Se17Z2™SeS1 ™7 __¢Z7+’S1+5¢S—S—1
Landasan fungsional artinya transfer kewenangan kepada agen yang secara
fungsional terspesialisasi.

Transfer kewenangan secara fungsional ini memiliki tiga tipe. Pertama apabila
pendelegasian kewenangan itu di dalam struktur politik formal, misalnya dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua jika transfer itu terjadi di dalam
struktur administrasi publik, misalnya dari kantor pusat sebuah kementerian kepada
kantor kementerian yang ada di daerah. Ketiga jika transfer tersebut dari institusi
negara kepada agen non negara, misalnya penjualan asset pelayanan publik, seperti
telepon atau penerbangan kepada sebuah perusahaan.
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tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber
dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pusat, unit
yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonomi,
otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non
pemerintah dan organisasi nirlaba.*°

Adapun Shahid Javid Burki menggunakan istilah desentralisasi untuk
—-Z2—7—"72""S—1S+S—¢S1™>"eZ®el1™Z>™'  —eS'S—1"72"7S®SS—1™"«"¢""51
kepada unit pemerintah subnasional. Hal yang terpenting menurutnya, adanya
pemerintah daerah yang terpilih melalui pemilihan lokal (elected sub-national
government) Jika tidak demikian maka negara tersebut tidak dapat dianggap sudah
terdesentralisasikan. la menekankan pada pentingnya pemerintah daerah yang
terpilih ini karena dua alasan.

Pertama,alasan yang mungkin paling ambisius dan paling berisiko bahwa

reformasi ketiga struktur (desentralisasi, dekonsentrasi, dan privatisasi) tersebut
berlangsung di daerah.

49 Teguh Yuwono, ed., Manajemen Otonomi DaeraMembangun BerdasarParadigma Baru, CLOGAPPS,
Diponegoro University, Semarang, 2001. Hal. 27.

50 Teguh Yuwono, ed., Ibid, 2001. Hal 28.
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Keduaimplikasi behaviorayang unik dari desentralisasi. Desentralisasimengubah
struktur akuntabilitas lokal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sebaliknya, dekonsentrasi memelihara hubungan hierarkis antara pemerintah pusat
dengan jajarannya yang berada di daerah privatisasi menunjukkan adanya motivasi
™5~ 01 ¢S—e1S"S—1-7-7—9+S572""1™Z75'¢S"7i1 Se’'dleZ®Z—+>Se’ @Sk’
kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.

B. ARTI PENTING OTONOMI DAERAH DESENTRALISASI

Memasuki abad ke-21, Indonesia tampaknya harus berangkat dalam kondisi
yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia
sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi ekonomi dan
politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi
dan politik menjadi multikrisis yang mengakibatkan semakin rendahnya tingkat
kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan.
Krisis yang salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan
pemerintahan yang sentralistik. Maksudnya, kewenangan dan pengelolaan segala
sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sementara
daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya.

Sebagai respons dari krisis tersebut, pada masa Reformasi ditanamkan
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melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat
dan daerah. Manajemen negara dan pemerintah yang berporos pada sentralisme
"72"72S®@SS—1¢'eS—¢'1-7—4Se’1"72¢'S"S—1"¢"—""1¢S—e1<Z>™z@S+1™S
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pemerintah pusat untuk merespons tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari
beberapa wilayah yang memiliki asset sumber daya alam melimpah namun tidak
mendapatkan haknya secara proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru.

Desentralisasi dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan
sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kehidupan
berpolitik yang efektif. Sebab, desentralisasi menjamin penanganan tuntutan
masyarakat secara variatif dan cepat. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan
terhadap desentralisasi di Indonesia saat ini dirasakan sangat mendesak.

Pertama kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di
Jakarta (Jakarta centris) Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain
dilalaikan.

Kedua,pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang
memiliki sumber kekayaan alam melimpah, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya (Papua),
Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari
pemerintahan pusat.

Ketiga, kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah
eZ—e85—1¢57>851¢8"—1085—¢85¢1+7>508511 Z-<S—e7—85—1 @'"1+'10S57
pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban dan bahkan
terbengkalai.
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Sementara itu ada alasan lain yang dldasarkan pada kond|5| ideal, sekallgus
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(desentralisajisebagaimana dinyatakan oleh The Liang Gie sebagal berikut.5!
1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi

dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan disatu pihak saja yang

pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai
tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan peme-
rintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu
™Z-75"—¢S'S—1¢S—e17 ©'Z—il MS1¢S—ele’S—eeS™1e7¢'17+5-S1:
pemerintahan setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.

4. Darisudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat
®Z™Z—7'"—¢S1e’ez-™32""S__1"7™SeS1"72"'7@7@S—107S21
keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang
sejarahnya.

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan
karena pemerintahan daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu
pembangunan tersebut.

6. Pilihanterhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat secara
teoretik dan empirik. Kalangan teoritisi pemerintahan dan politik mengajukan
sejumlah argumen yang menjadi dasar atas pilihan tersebut sehingga dapat
dipertanggungjawabkan baik secara empirik maupun normatif-teoretik.

(08
N«
(08
Qx

Di antara berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi sebagai
berikut. 52

1. Untuk Terciptanya Efesiensi-Efektivitas Penyelenggaraan
Pemerintahan

Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti
bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi
sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. Selain itu juga
—Z-™7—¢S 1ez—os0e'le’'0e>’'<2¢'+1S"S—1'Se 'Sel¢S—eleZeS'1e’7—e"S™"S
baik yang menyangkut penyed|aan barang dan ]asa atau pun yang berhubungan
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yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas
penyelenggaraan negara.

Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, menjaga
keutuhan negara-bangsa, serta mempertahankan diri dari kemungkinan serangan
dari negara lain, merupakan tugas pemerintahan yang bersifat universal.

51 Jose Riwu Kaho,Prospek otonomi $Z>81¢'1—27+¢5>81 Z™7¢e’"1 —e"— 70’5061 $“S1 >SS —e¢"1 72> S$5+505
2001. Hal. 8.
52

Syaukani, et.al.,Otonomi DaerahDalam Negara KesatuaPustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002. Hal. 20-
30.
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2. Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Banyak kalangan ilmuwan politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah
merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi
dalam sebuah negara. Alexis de ‘Tosqueville mencatat bahwa ~ —1—-Z2Z+'—e@1S>71
e"1le'<Z>eC1 ‘Sel ™5’ _SH>C1RE " ®@1S>721 VI EIAN»>ZBEA G121 71¢1 1
¢ ZSE'1-Z—1'" 1«7 ZIlhnStlart Wil datshetlilisanya “Rapresentatice
Government” menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan menyediakan
kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, baik
memilih maupun kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik. Mereka
yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional dan memilih
pemimpin nasional, akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal,
«<S§""1™MZ et S —17-7-1""Se1-S7™7—1¢S¢S-1>S—¢"S1™Z7_<7S+S—1"7¢"
Dengan demikian pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi
warga masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.

3. Pemerintahan Daerah sebagai Persiapan untuk Karier Politik
Lanjutan

Banyak kalangan ilmuwan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan
langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, terutama karier di bidang politik
dan pemerintahan di tingkat nasional. Adalah sesuatu hal yang mustahil bagi
seseorang untuk muncul dengan begitu saja menjadi politisi berkaliber nasional
ataupun internasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintahan daerah
(eksekutif dan legislatif lokal), merupakan wahana yang banyak dimanfaatkan guna
menata karier politik yang lebih tinggi. Presiden Amerika Serikat seperti George
Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, dan Jimmy Carter, sebelumnya adalah gubernur
di negara bagian tempat mereka berasal.

4. Stabilitas Politik

Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari
stabilitas politik pada tingkat lokal. Terjadinya pergolakan daerah pada tahun 1957—
1958 dengan puncaknya adalah kehadiran PRRI dan PERMESTA, karena daerah
melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan. Demikian
juga yang terjadi di Filipina, yang mengakibatkan masyarakat muslim di Mindanao
berjuang untuk melepaskan diri dari pemerintahan di Manila. Hal yang sama dapat
kita temukan di Thailand. Warga muslim di daerah selatan yang dikenal sebagai
masyarakat Patani juga berjuang melawan pemerintahan nasional di Bangkok karena
mereka menganggap bahwa Bangkok tidak memperlakukan mereka dengan baik.
Gejolak disintegrasi yang terjadi di beberapa daerah merupakan contoh konkret
bagaimana hubungan antara pemerintahan daerah dengan ketidakstabilan politik
jikalau pemerintah nasional tidak menjalankan otonomi dengan tepat.

5. Kesetaraan Politik (Political Equality)

Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik di antara
berbagai komponen masyarakat akan terwujud. Mengapa demikian? Masyarakat
di tingkat lokal, sebagaimana halnya masyarakat di pusat pemerintahan, akan
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mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik, apakah itu dengan melalui

pemberian suara pada waktu pemilihan kepala desa, bupati, walikota, dan

bahkan gubernur. Di samping itu, warga masyarakat secara perorangan ataupun

berkelompok akan ikut terlibat dalam memengaruhi pemerintahannya untuk
~Z2-<2Se1772¢'S"S—081¢7>7¢S-S1¢S—e1-7Z—¢S—e"72e1"Z2™7 —o'—eS—1-757

6. Akuntabilitas Publik

Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, temasuk
di daerah, untuk berpartisipasi di segala bentuk kegiatan penyelenggara negara.
Keterlibatan ini sangat dimungkinkan sejak awal tahap pengambilan keputusan
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secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat terlibat
langsung dalam penyelenggaraan pemerintah.

C. VISI OTONOMI DAERAH

Visi desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah
pusat kepada daerah. Ini dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah
dan masyarakat daerah. Jika dalam sistem sentralistik mereka tidak bisa berbuat
banyak mengatasi masalah maka dalam sistem ini mereka ditantang untuk secara
kreatif menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sekarang, dengan
berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, kewenangan itu didesentralisasikan
ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan mengurus
rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi
mendominasi. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah
melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
otonomi daerah. Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara
berlebihan. Karena itu, dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang
efektif antara visi dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat dengan
keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.

Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup
interaksinya yang utama yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. * Di bidang
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maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya
kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan
berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan
masyarakat, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat
pada asas pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintahan juga berarti
SeS—¢S1e>S—@™S>S®’1"2¢'S"S—1i1 >’ —¢S81®@Z+'S™1"2¢'S"S—1¢S—s1e
yang memprakarsai, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dipikul, siapa yang
diuntungkan, apa risiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus bertanggung
“S Sc1*'"S17Z2¢'S"S—1"071eSeSeil " —"-"1¢S7>5'1%7+S1<Z>S>¢’1"202-™S.
struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan
pola karier politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem
manajemen pemerintahan yang efektif.

53 Syaukani, et. al.,Ibid, 2002. Hal. 172-176.
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Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya
™7e87@S—SS—1"2¢'S"S—12""—"-"1—S®'"—Se1+¢'1¢S7>S'81+S—11 ™"
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mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks
ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah
daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha,
dan membangun berbagai infrastuktur yang menunjang perputaran ekonomi di
daerah. Dengan demikian, otonomi daerah akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial dan budaya, otonom daerah harus dikelola dengan baik demi
menciptakan serta memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara
nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif dalam menciptakan kemampuan
masyarakat untuk merespons dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar otonomi daerah yang kemudian
melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999, merangkum hal-hal berikut ini.

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan
domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter,
politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang
"72¢'S"S—1™7_75"—e5'S—1¢S—el<Z>0@'*Selee>SeZe’@l1 —Se’"—S581
semua bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Dalam
konteks ini, pemerintahan daerah tetap terbagi atas dua ruang lingkup, bukan
tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh
dan provinsi yang diberi status otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak
adanya operasi pemerintah pusat di pemerintah daerah kabupaten dan kota,
kecuali untuk bidang-bidang yang dikecualikan tadi. Otonomi terbatas berarti
adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi
di daerah provinsi. Karena sistem otonomi (tidak ada hubungan hierarki antara
pemerintahan provinsi dengan kabupaten/kota), maka hubungan propinsi dan
kabupaten bersifat koordinatif, pembinaan, dan pengawasan. Sebagai wakil
pemerintah antara kabupaten dan kota dalam wilayahnya, gubernur juga
melakukan supervisi terhadap pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan
"Z2¢'S"S—1™Z_ 75 —eS'S—1™7@Se01®@Z>2S1<Z>¢eS—ee7—01"S Sc1-7Z—-
garaan pemerintah berdasarkan otonomi daerah di wilayahnya.
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan
dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan
atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan
fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi
masyarakat harus dilakukan. Untuk itu, optimalisasi hak-hak DPRD perlu
dlwu1udkan seraya menambah alokasi anggaran untuk blaya operasmya Hak
S—e"Zel1 ™Z5071 e’ 7e7™"S_31'S"1 ' —'@'Se’el MZ5071¢’S"¢’$S—51S—
perlu didorong. Dengan demiikian, produk legislasi akan dapat ditingkatkan
dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintah bisa diwujudkan.

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokrasi demi
—Z—"S—"—1eS_—™'e__¢S17"Z™MZ ™" _§_]™M7_ 75 —e5'S—1¢S—e1<cZ>’
dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.

4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan
organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup
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kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang
dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan
daerah. Dalam kaitan ini, perlu dibangun suatu sistem administrasi dan pola
karier kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.
[(1 Z—"—e"SeS—17Z ®'Z—®’'1Se—"—"®+>S®’'1"22S—+S—1+S72>S'1 el
lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian
revenue(pendapatan) dari sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan
alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi
daerah.
\il Z> 2“2¢S—1eZ0wZ—+>Se'®S®’'l ®@"Se1+S>'1™7-75"—e5'1™M7@Se1¢S
subsidi berbentuk block grand, pengaturan pembagian sumber-sumber
pendapatan daerah, pemberian keleluasaan pada daerah untuk menetapkan
prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat
melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.

D. MODEL DESENTRALISASI

Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu deconcentration
delegation to semi-autonomous and parastatal agemgeslution to lokal governments
dan nongoverment institution$?

1. Dekonsentrasi

Desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi (deconcentrationmenurut Rondinelli,
pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab
administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Jadi,
dekonsentrasi itu hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat
kepada perwakilannya yang ada di daerah, tanpa adanya penyerahan kewenangan
atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, Rondinelli membedakan
dua tipe dekonsentralisasi, yaitu Z<+1Se+«—’'—’ @@dmiSistrasHdapangan) dan local
administration (administrasi lokal). Dalam tipe Ze+1 Se+—'—’ opejaat 1dpangan
diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan seperti merencanakan, membuat
"I™Ze7®@S—,"Z™2e7®@S—1579"—81+S—1-72—0¢Z2®2S'"S—1™ZeS"®S—SS
dengan kondisi setempat. Kesemuanya dilakukan atas petunjuk pemerintah pusat.

Dalam sistem ini, meskipun para staf lapangan bekerja di bawah lingkungan
yurisdiksi pemerintah lokal yang memiliki kewenangan semiotonomi, mereka
adalah pegawai pemerintah pusat dan tetap berada di bawah perintah dan supervisi
pusat. Semua pejabat di setiap pemerintah merupakan perwakilan dari pemerintah
pusat, seperti provinsi, distrik, kotapraja, dan sebagainya, yang dikepalai oleh
seseorang yang diangkat oleh, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada
pemerintah pusat.

Adapun local administrationterdiri atas dua tipe, yaitu integrated local
administration(administrasi lokal yang terpadu) dan unintegrated local administration
(administrasi lokal yang tidak terpadu). Dalam administrasi terpadu, tenaga-tenaga
dari departemen pusat yang ditempatkan di daerah berada langsung di bawah

54 Teguh Yuwono, ed, Ibid, 2001. Hal. 29-34.
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perintah dan supervisi kepala daerah yang diangkat oleh dan bertanggung jawab
kepada pemerintah pusat.

Walaupun paratenagatersebut diangkat, digaji, dipromosikan, dan dimutasikan
oleh pemerintah pusat, mereka tetap berkedudukan sebagai staf teknis dari kepala
daerah dan bertanggung jawab kepadanya. Adapun administrasi lokal tidak
terpadu ialah tenaga-tenaga pemerintah pusat yang berada di daerah dan kepala
daerah masing-masing berdiri sendiri. Mereka bertanggung jawab kepada tiap
departemennya yang berada di pusat sementara koordinasi di daerah hanya bersifat
informal.

Z—eS—1SeS®S—1+S—1™75¢'«S—eS—17—07"1-72-™Z75¢S"""17 ©'Z—
terselenggaranya pelayanan publik, maka tugas pelayanan dilaksanakan oleh kantor-
kantor pusat yang ada di daerah. Oleh sebab itu, pada waktu lampau, desentralisasi di
banyak negara berkembang sebenarnya adalah dekonsentrasi. Dengan dekonsentrasi
ini maka delegasi kekuasaan kepada pejabat yang diangkat dan bertanggung jawab
kepada pemerintah pusat, bukan kepada wakil-wakil masyarakat di daerah yang
memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat tersebut.

Menurut Turner dan Hulme, dekonsentrasi memang dapat menuntun
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basis partisipasi masyarakat. Secara lebih kritis Litvack berpandangan, dekonsentrasi
tidak melibatkan adanya transfer kewenangan kepada level pemerintah yang lebih
rendah dan tidak mendorong pada keuntungan potensial, dekonsentrasi bahkan
bisa menjadi perangkap desentralisasi.

Menurut Rondinelli, dekonsentrasi dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama,
transfer kewajiban dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada provinsi,
distrik dan unit administratif lokal. Kedua,melalui koordinasi unit-unit pada level
subnasional atau melalui insentif dan pengaturan perjanjian (kontrak) di antara
pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit tersebut. Mengutip pandapat Smith,
Turner, dan Hulme bahwa pilihan dekonsentrasi didasarkan atas ukuran-ukuran
manajerial dan bukan politik, meskipun kenyataannya memiliki nuansa politik
tinggi. Hal ini didasarkan atas dua alasan: Pertama kepentingan politik mereka
yang mengendalikan kekuasaan negara sering kali menjadi pertimbangan utama
ketika pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pejabat administrasi
¢S$>'™MSeS177™7 o’ —eS 1 ™ Kedlig pejatiit harSidist@sddmumnya
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stabilitas politik, menghalangi kelompok-kelompok politik oposisi, menjamin
<8 §17"72™7¢7008—18575851<7> 7Z—S—e1e'eS"1 <7507 —eS—eS—1e¢7—e5—
dan memonitor langsung politik para staf, dan lain-lain.

2. Devolusi

Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit
pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi
tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Bentuk devolusi
mempunyai lima karakteristik. Pertama unit pemerintahan lokal bersifat otonom,
mandiri, dan secara tegas terpisah dari tingkat-tingkat pemerintahan. Pemerintah
pusat tidak melakukan pengawasan langsung terhadapnya. Kedua unit pemerintah
lokal diakui mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan legal, yang mempunyai
wewenang untuk melakukan tugas umum pemerintahan. Ketiga unit pemerintahan
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daerah berstatus sebagai badan hukum dan berwenang untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber-sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
Keempat unit pemerintahan daerah diakui oleh warganya sebagai lembaga yang
akan memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena
itu, pemerintah daerah semacam ini mempunyai pengaruh dan kewibawaan

di hadapan warganya. Kelima terdapat hubungan yang saling menguntungkan
melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit-unit

organisasi lainnya dalam suatu sistem pemerintahan.

Devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif, yang merujuk
pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan untuk pengambilan
keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah.

Dalam pandangan Rondinelli, devolusi merupakan upaya untuk memperkuat
pemerintah daerah secara legal yang secara substansif kegiatan yang dilakukannya
diluar kendali langsung pemerintah pusat. Devolusi dapat berupa transfer tanggung
jawab untuk pelayanan kepada pemerintah kota/kabupaten dalam memilih
walikota/bupati dan DPRD, meningkatkan pendapatan mereka dan memiliki
independensi kewenangan untuk mangambil keputusan investasi. Salah satu contoh
devolusi paling ekstensif adalah sudah di mana komisi provinsi dan DPRD provinsi
mempunyai kewajiban hampir seluruh fungsi publik, kecuali keamanan sosial, pos
komunikasi, urusan luar negeri, perbankan, dan peradilan.

Devolusi dalam pandangan beberapa penulis merupakan bentuk ideal
eZ®@eZ—+>Se®S®e’l1 "S$52—81'S1 -Z—+"—-<—S®’"’S—1“S—""1«Z-"">S®’1
teknikal-manajerial. Menurut Mawhood, sebagaimana dikutip oleh Turner dan
Hulme, terdapat lima ciri yang melekat pada devolusi.

a. Adanya §ebua[1 badan Vlokalvyang secara kon§titgsional tg:rp[sah dqri pgmqrintap 3 3
™MZ7@®SeleS—1cZ>0S—ee7—01"S S<1™MSeS1I™MZeS¢S—S—1¢""Se1¢S—1C
b. Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran, dan rekening
seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya.

c. Harus mengembangkan kompetensi staf.

d. Anggota dewanv yang tverpilvih, _yang bveroperasi pad;l garis partgi, hafus
—Z2—72—72"S—1"7<'S"S—1eS—1™>"e”Ze2>1" —e¢Z>—S-i

e. Pejabat pemerintah pusat harus melayani serta bertindak sebagai penasihat dan
evaluator luar yang tidak memiliki peranan apapun di dalam otoritas lokal.

3. Privatisasi

Bentuk terakhir dari desentralisasi menurut Rondinelliadalah privatisasi (transfer
from govermont to non government institutiondpPrivatisasi adalah suatu tindakan
pemberian kewenangan dari pemerintah pada badan-badan sukarela, swasta, dan
swadaya masyarakat, tetapi dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah
menjadi badan usaha swasta. Misalnya, BUMN dan BUMD dilebur menjadi PT
dalam beberapa hal. Misalnya pemerintah mentransfer beberapa kegiatan kepada
kamar dagang dan industri, koperasi, dan asosiasi lainnya untuk mengeluarkan izin,
bimbingan, dan pengawasan, yang semula dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal
kegiatan sosial, pemerintah memberikan kewenangan dan tangung jawab kepada
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti pembinaan kesejahteraan keluarga,
koperasi petani, dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan sosial, termasuk
melatih dan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
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Rondinelli menjelaskan bahwa melalui privatisasi pemerintah menyerahkan
tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi nirlaba atau mengizinkan
mereka membentuk perusahaan swasta. Dalam beberapa kasus, pemerintah
mentransfer tanggung jawab tersebut kepada organisasi pararel seperti asosiasi
dagang dan industri, kelompok- kelompok profesional, organisasi keagamaan, partai
politik, dan koperasi. Pemerintah bisa saja mendesentralisasikan tanggung jawab
produksi barang dan pelayanan jasa yang sebelumnya ditangani oleh korporasi
publik kepada swasta yang dikendalikan oleh perusahaan.

Demikian pula kepada kelompok kepentingan dalam masyarakat, seperti
organisasi perempuan, serikat pekerja, koperasi petani, organisasi pembangunan
desa, asosiasi kredit, dan sebagainya. Dengan demikian, desentralisasi dalam
bentuk ini dipahami secara implisit sebagai debirokratisasi yang memungkinkan
pengambilan keputusan terjadi dalam spektrum yang lebih luas dan melibatkan
sejumlah besar kelompok kepentingan. Pengambilan keputusan tidak hanya
dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan regulasi
administrasi.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa konsep desentralisasi didekati
dalam jangkauan aktivitas dan ide yang luas. Karena itu, bagi Maddick sebagaimana
dikutip oleh Turner yang penting adalah adanya evolusi sistem pemerintah. Pada
mulanya, pelayanan lokal mungkin lebih baik dilakukan oleh birokrasi sesuai dengan
"2¢'S"S—1™M7@Seil S—e"S'1¢Z>"7e—¢S1SeSeS 17 5 eS@le""Sel-7Z—97¢
pelayanan publik tersebut, tetapi masih tetap dan dengan petunjuk yang kuat dari
pemerintah pusat. Langkah terakhir adalah pembangunan kapasitas pemerintah
daerah dengan memberikan lebih banyak lagi otoritas dan tingkat otonomi yang
lebih tinggi. Namun demikian, keputusan apapun untuk mendesentralisasikan
tanggung jawab dari kewenangan pelayanan publik, menurut Litvak hanya dapat
diterjiemahkan ke dalam kekuatan politik aktual jika pemerintah daerah memiliki
"S™MSe'eSel ©"Se81 ™ e e’"§1leS—1Se—"—"@e>Se’eli—e7"1-7—+7+"eS1
kewenangan tersebut.

4. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang
pemerintahan daerah pasca Proklamasi Kemerdekaan adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini merupakan hasil berbagai pertimbangan
tentang sejarah pemerintahan pada masa kerajaan-kerajaan serta masa pemerintahan
kolonial. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui
pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD).

Di dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu
karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat
terbatas ehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintah
yang mengatur mengenai penyerahan urusan kepada daerah. Undang-undang ini
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang
susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang
ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah
otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten/
kota, dan desa/kota kecil. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984,
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penyerahan sebagai urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian
pemerintah.

Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya
perundang-undangan yang menggantikan sebelumnya. Periode otonomi daerah
Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 diisi dengan munculnya
beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957 (sebagai peraturan tunggal pertama yang berlaku seragam
untuk seluruh Indonesia), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (yang menganut
sistem otonomi yang seluas-luasnya), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi
“otonomi yang riil dan seluas-luasnya”, tetapi “otonomiyang nyata dan bertanggung
jawab”. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat
menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan
pemberian otonomi kepada daerah sesuai prinsip-prinsip yang digariskan GBHN
yang berorentasi pada pembangunan dalam arti luas. Undang-undang ini berumur
panjang, selama 25 tahun, dan baru diganti dangan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 setelah tuntutan reformasi
bergulir.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari
perkembangan situasi yang terjadi pada masa lengsernya rezim otoriter Orde
Baru dan munculnya kehendak masyarakat untuk melakukan reformasi di semua
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu,
Sidang Istimewa MPR tahun 1998 menetapkan Ketetapan MPR No XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah. Momentum otonomi daerah di Indonesia
semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR RI melakukan amandemen pada
Pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan kedua yang secara tegas menyebutkan bahwa
“Negara Indonesia memakai prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik”.
Sejalan dengan tuntunan reformasi, tiga tahun setelah implementasi Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi yang berakhir pada
lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Sadu Wasistiono, hal-hal
penting yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dominasi
kembali eksekutif dan dominasinya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah
yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi undang-undang.

5. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam Undang-Undang
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penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut.
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggung jawab.

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan
otonomi yang terbatas.
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d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta
antardaerah.

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah
otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi
wilayah administrasi.

f.  Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan
legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi
anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah.

h. Pelaksanaanasastugas pembantuandimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah
kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang
disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan
kepada yang menugaskan.

6. Pembagian Kekuasaan antara Pusat dan Daerah dalam Undang-
Undang

Pembagiaan kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan
prinsip negara kesatuan, tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang
ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di negara-
negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan,
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makro ekonomi, standardisasi nasional, administrasi pemerintah pengembangan
sumber daya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat
' ®Z¢7+"S—10ZES>S1e™Z®’ "1SeS-17—eS—e 7 —eS—sj

Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, karena kewenangan
sisa justru berada pada pemerintah pusat. Bersifat nyata karena kewenangan yang
diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh, hidup, dan berkembang
di daerah. Bersifat bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu
harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan ekonomi daerah, yaitu peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, keadilan, dan
pemeratan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan
antardaerah. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka
desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana
dan prasarana sumber daya manusia.

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka

desentralisasi mencakup berikut ini.

a. Kewenangan yang bersifat lintas-kabupaten dan kota, seperti kewenangan
dalam pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.

b. Kewenangan pemerintah lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian
pembangunan regional secara makro serta pelatihan bidang alokasi sumber
daya manusia potensial.
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c. Kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut, serta bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan
negara.

d. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan
daerah kota diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah
otonom kabupaten atau kota tersebut.

Dalam rangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan
melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Tetapi, pengawasan yang
dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan
kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi
keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud adalah pengawasan
ini tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur bertindak
sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi
secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap peraturan daerah memerlukan
persetujuan pusat untuk dapat berlaku.

7. Otonomi Daerah dan Demokrasi

Sejarah demokrasi di Indonesia terbagi menjadi empat periode: periode 1945—

1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode pasca Orde Baru. Contoh

konkret keterkaitan antara otonomi daerah dan demokrasi adalah pada pemilihan
kepala dan wakil kepala daerah yang lazim disebut Pilkada. Pemilihan pilkada harus
memenuhi beberapa kriteria, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Otonomi daerah merupakan wadah pendidikan politik yang tercermin dalam
pilkada langsung. Selain itu, pilkada langsung merupakan mekanisme demokrasi
dalam rangka rekruitmen pimpinan di daerah. Rakyat secara menyeluruh memiliki
hak dan kebebasan untuk memilih calon kandidat. Walaupun pilkada langsung
memiliki beberapa kelemahan, namun ia memiliki banyak unsur positif bagi masa
depan demokrasi.

4 N\
Kesimpulan:

Tujuan otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup: politik,
ekonomi, serta sosial dan budaya. Dibidang politik, karena otonomi adalah buah
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sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan
daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya
penyelenggaraan pemerintah yang responsivéerhadap kepentingan masyarakat
luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat
pada asas pertanggungjawaban publik.

. /
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Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda

1. Peraturan perundang-undang yang pertama Kkali mengatur tentang
pemerintahan daerah pasca reformasi adalah ....

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

2. Jumlah prinsip-prinsip otonomi daerah dalam undang-undang adalah ....
A. 6 D.9
B. 7 E. 10
C.8

3. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ditetapkan tiga jenis daerah
otonomi, yaitu ....

A. keresidenan, kabupaten, dan kota

B. kecamatan, kabupaten, dan kelurahan
C. kota, kelurahan, dan kecamatan

D. keresidenan, kota, dan kelurahan

E. kecamatan, keresidenan, dan kelurahan

4. Desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan
kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada individu atau
agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani.
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A. M. Turner dan D. Humle  D. M. Turner dan Rondinelli
B. Sahid Javid Bukri E. D. Humle dan Rondinelli
C. Rondinelli
5. 1. dekonsentrasi 4. dekonsentrasi
2. delegasi 5. desentralisasi
3. privatisasi
Termasuk dalam model desentralisasi menurut Rondinilli adalah ....
A. 1,2 dan3 D.3,1,dan4
B. 2,3,dan4 E. 1,2,dan5
C. 4,5,dan1

6. Dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintah, terdapat istilah
desentralisasi. Maksud desentralisasi adalah ....

A. suatu kewenangan

B. pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara
C. hak yang mengikuti suatu kewenangan

D. berdiri sendiri

E. tidak dapat berdiri sendiri
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10.

A wbhe

Model desentralisasi yang pada hakikatnya hanya merupakan pembagian
kewenangan antara departemen pusat dengan pejabat pusat disebut ....

A. delegasi D. dekonsentrasi
B. privatisasi E. evaluasi
C. devolusi

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang peme-
rintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah ....

A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945
B. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1944
C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1945
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1944
E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menetapkan dua jenis daerah otonom,
yaitu ....

A. otonom kabupaten dan otonom kota
otonom biasa dan otonom istimewa

. otonom provinsi dan otonom kota

. otonom kabupaten dan otonom istimewa

. otonom keresidenan dan otonom istimewa
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengatur peraturan ....
A. sistem otonomi seluas-luasnya

. seluruh Indonesia

. otonom istimewa

. otonom biasa

. otonom keresidenan

moo

moO

Soal Uraian

Bagaimana sejarah terbentuknya otonomi daerah?

Jelaskan dampak positif dan dampak negatif otonomi daerah!
Apa yang dimaksud dengan otomomi daerah dan desentralisasi?

Bagaimana visi konsep dasar Otda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 19997

Jelaskan makna:
a. dekonsentrasi,
b. delegasi,

C. privatisasi.
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. DEFINISI PEMERINTAH YANG BAIK

Menurut bahasa, good governanagiartikan dengan “pemerintahan yang baik”.
Adapun menurut istilah, good governancadalah suatu kesepakatan menyangkut
pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani
(civil society, dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan
bentuk mekanisme, kepentingan, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban
dan menjembatani perbedaan di antara mereka

Konsep good governancei atas menggambarkan bahwa sistem pemerintahan
yang baik menekankan pada kesepakatan pengaturan negara yang diciptakan
bersama pemerintah, lembaga negara di tingkat pusat dan daerah, sektor swasta,
dan masyarakat madani. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk
mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat
mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban,
dan menjembatani perbedaan antara lembaga-lembaga yang ada.

Pemikiran tentang good governandei pertama kali dikembangkan oleh lembaga
dana internasional seperti World Bank,UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan
menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara sasaran
bantuan. Penyandang dana memandang, setiap bantuan untuk negara-negara
dunia terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya good governance
Karena itu, good governanamenjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga
multilateral tersebut dengan negara sasaran? Di lain sisi, memaknai good governance
sebagai pengaplikasian konkret dari pemerintahan demokrasi.

%5 |CCE UIN Syahid Jakarta, Hak Asasi Manusia, Masyarakat MadaniCCE UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2003. Hal.181.

Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Raditindonesia Pasca Orde
Baru, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007. Hal.13.
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Dengan demikian, good governancadalah pemerintahan yang baik dalam
standar proses dan hasil-hasilnya, yang mana semua unsur pemerintahan bisa
bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan rakyat,
dan terlepas dari gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan.
Pemerintahan dikategorikan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya
yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat
dilihat dari kemampuan ekonomi rakyat yang meningkat, kesejahteraan spiritualitas
meningkat dengan indikator, masyarakat memiliki rasa aman, tenang, bahagia, dan
penuh dengan kedamaian.

B. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Kunci utama memahami good governancadalah pemahaman atas prinsip-

prinsip di dalamnya. Bertolak dari sini, akan didapat tolok ukur kinerja suatu

pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia bersinggungan

dengan semua unsur prinsip ini. Melihat pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip

good governance akdiurai satu per satu sebagaimana tertera di bawabh ini.
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pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh
tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan
pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Xil ZeS"—¢S10z™>72-Se’'l'2"72-01"2>5S—+"51'2"72-1'S>7@1Se’e1+S—1
tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya yang menyangkut hak asasi
manusia.
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Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia
harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada stakeholded 1 ¢Z <SS, e7Z—-<SeS1eS—10Z7>72'1 ™M>"@Z0oel MZ-7>"-
harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
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kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus
menyeluruh dalam hal yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat,
eS—1¢eS1-7—e"—81""—wZ—0e70e1+SeS-1'Se1"2S"S—,"2<S"S—1
prosedur.

Vil Z0e7+8>885—0107-281 $>:81-80¢5>8"8e1-72-™3_¢§'1"ZceZ-™$.
atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Jil eZ7e'YV’eScel eS—17 ®'Z—01 ™M>"®eZe,™>"eZel MZ-7>"—+S'S—1
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Al "72—eSc’e’eSE01 ™S5S1 ™Z —eS_'e1"Z™7e70S—1e'1™Z-7>"—+5'81
organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun
kepada lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban di sini
berbeda satu dengan lainnya, bergantung jenis organisasi yang bersangkutan.
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C. VISI STRATEGIS

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke
depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan
terhadap kebutuhan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka
juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial
yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

D. PILAR-PILAR GOOD GOVERNANCE

Good Governandeanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga
yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga yang dimaksud sebagai
berikut.

1. Negara

Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil
Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
Menyediakan public servicesang efektif dan accountable
Menegakkan HAM

Melindungi lingkungan hidup

. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
2. Sektor swasta

Menjalankan industri
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Menciptakan lapangan kerja
Menyediakan insentif bagi karyawan
Meningkatkan standar hidup masyarakat
Memelihara lingkungan hidup
Menaati peraturan
Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
3. Masyarakat madani

a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
1 il Z-2—S>2"1"2¢'S"S—1™7¢e’”
Sebagai saranahecks antlalancepemerintah
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Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
Mengembangkan SDM
Sarana berkomunikasi antaranggota masyarakat

~® 2 o0

E. AGENDA GOOD GOVERNANCE

Good Governanceebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk
mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, gerakan good
governancéarus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar
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tujuan utamanya dapat dicapai. Untuk kasus Indonesia, agenda good governance
harus disesuaikan dengan kondisi riil bangsa saat ini, yang meliputi agenda politik
dan agenda ekonomi.

1. Agenda Politik

Masalah politik sering kali menjadi penghambat bagi terwujudnya good
governanceHal ini disebabkan beberapa alasan, di antaranya, acuan konsep politik
yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di
lapangan. Krisis politik yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini tidak lepas dari
penataan sistem politik yang kurang demokratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan
pembaharuan politik yang menyangkut masalah-masalah penting seperti berikut.

a. Amandemen UUD 1945 sebagai sumber hukum dan acuan pokok pe-
nyelenggaraan pemerintah. Amandemen UUD 1945 harus dilakukan untuk
mendukung terwujudnya good governanceperti pemilihan presiden langsung,
memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga
peradilan, kemandirian Kejaksaan Agung, dan penambahan pasal-pasal tentang
hak asasi manusia.

b. Perubahan undang-undang politik dan undang-undang keormasan yang lebih
menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat.

c. Reformasi agraria dan perburuhan.
d. Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI.
Penegakan supremasi hukum.

2. Agenda Ekonomi

Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi
maka akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus
Indonesia, permasalahan kritis ekonomi telah berlarut-larut dan belum ada tanda-
tanda akan segera berakhir. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus
segera ada percepatan pemulihan ekonomi. Mengingat begitu banyak permasalahan
27" —"—="1e'"1 —e"—7@®@'S81™Z>¢721¢eS"2"S—1™5""5’eS@,™>'">'eS®1"Z'S"
paling mendesak untuk pemulihan ekonomi saat ini antara lain sebagai berikut.

a. Agenda ekonomi teknis

Otonomi Daerah Pemerintah dan rakyat Indonesia telah membuat keputusan
politik untuk menjalankan otonomi daerah yang esensinya untuk memberikan
keadilan, kepastian, dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber
daya daerah guna memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi
yang dimilikinya. Agar pelaksanaan otonomi daerah ini berjalan tanpa gejolak maka
©<7¢7'""S—10Z2>S—"S'S—1™750'S™S —1eSeS_1<Z—e7"10*>SeZ+’81"2<"
persiapan institusi di tingkat pusat dan daerah.

Sektor Keuangan dan Perbank&®rmasalahan terbesar sektor keuangan saat ini
adalah melakukan segala upaya untuk mengembalikan fungsi sektor perbankan
sebagai intermediasi, serta upaya mempercepat kerja BPPN. Berikut adalah hal
penting yang harus dilakukan. Pertama tidak adanya dikotomi antara bankir
nasional dan bankir asing, lebih diperlukan kinerja yang tinggi, tidak peduli apakah
hal itu dihasilkan oleh bankir nasional ataupun asing. Keduaperlu lebih mendorong
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dilakukannya merger atau akuisisi, baik di bank BUMN maupun swasta. Ketiga
mendorong pasar modal dan mendorong independensi pengawasan (Bapepam).
Keempat perlunya penegasan komitmen pemerintah dalam hal kinerja BPPN
khususnya dalam pelepasan aset dalam waktu cepat atau sebaliknya.

Kemiskinan dan Ekonomi Raky&emulihan ekonomi harus betul-betul dirasakan
oleh rakyat kebanyakan. Hal ini praktis menjadi prasyarat untuk membantu
penguatan legitimasi pemerintah, yang pada gilirannya merupakan bekal berharga
bagi percepatan proses pembaharuan yang komprehensif menuju Indonesia baru.

b. Agenda pengembalian kepercayaan

Hal-hal yang diperlukan untuk mengembalikan atau menaikkan kepercayaan
terhadap perekonomian Indonesia adalah kepastian hukum, jaminan keamanan
bagi seluruh masyarakat, penegakan hukum bagi kasus-kasus korupsi, konsistensi
¢S —1"7“285@S—1"72<¢'S"S—1™MZ7_7>"— o831 —eZe>'eSeleS—1™>"eZ’ ~"—¢
pemerintah dalam menjalankan program, stabilitas sosial dan politik, serta adanya
kepemimpinan nasional yang kuat.

c. Agenda sosial

Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan, merupakan perwujudan riil good governancélasyarakat semacam
'—1S"S—10@"e'*e1eS—1<Z>™Sse’ " ™MS®’'1S"’e1eSeS-1-7—7—7"S—1"Z.
Selain itu, masyarakat juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.

Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan negara,
¢eS—1-S®'1«S—0¢S"1e' —<2e1-S®eS+S‘'1le " e’'Sele’1eSeS——¢S1l®Z™Z5e’1""
kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governandeisa ditegakkan. Salah
satu agenda untuk mewujudkan good governancpada masyarakat secamam ini
adalah memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi.

Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir
'—'1SeSeS'17"— "1¢S—el1e©Z2525'17272*5-S—10e"®’'S+12551<S®S1¢
kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang membahayakan kelanjutan
kehidupan dalam bentuk kekerasan komunal dan keterbuangan sosial dengan
segala variannya. Kasus-kasus seperti pergolakan di Aceh dan Ambon merupakan
contoh masalah sosial yang harus segera mendapatkan solusi. Masyarakat bersama
pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan terhadap daerah lain yang
—Z—¢'-™MS—1 ™M eZ @'l " — "l Z—e7"1 MZ _EZ+S'S—1+7>'SeS™]1 "7’
dapat dilakukan dengan memberikan santunan bagi mereka yang terkena korban
" 81 —Z—EZeS'1<Z>¢SeS’1 ™MZ5¢'"S'S— VYZ5¢'"Se1 eS—1'">'£7—eSe ¢S
dan potensial mengorbankan kepentingan bangsa, serta mencegah segala bentuk
anarki sosial yang terjadi di masyarakt.

d. Agenda hukum

Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance
Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja
pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governanctdak akan
berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu, penguatan sistem
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hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya
good governance

Sementara itu, posisi dan peran hukum di Indonesia tengah berada pada fitik
nadir. Hukum saat ini lebih dianggap sebagai komoditi daripada lembaga penegak
keadilan. Kenyataan inilah yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan
masyarakat pada hukum.

Untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dalam
rangka mewujudkan good governancmaka diperlukan langkah-langkah kongret
dan sistematis.

1) Reformasi KonstitusiKonstitusi merupakan sumber hukum bagi seluruh tata
penyelenggaraan negara. Untuk menata kembali sistem hukum yang benar,
perlu diawali dari penataan konstitusi yang oleh berbagai kalangan masih
banyak mengandung celah kelemahan.

2) Penegakan HukumSyarat mutlak pemulihan kepercayaan rakyat terhadap
hukum adalah penegakan hukum. Reformasi di bidang penegakan hukum yang
bersifat strategis dan mendesak untuk dilakukan adalah: pertama,reformasi
Mahkamah Agung dengan memperbaiki sistem rekrutmen (pengangkatan),
pemberhentian, pengawasan, dan penindakan yang lebih menekankan aspek
transparansi dan partisipasi masyarakat. Perbaikan sebagaimana di atas harus
dilakukan oleh Komisi Yudisial Independen yang beranggotakan mantan
hakim agung, kalangan praktisi hukum, akademisi/cendekiawan hukum, dan
tokoh masyarakat. Kedua reformasi Kejaksaan. Untuk memulihkan kinerja
kejaksaan saat ini, khususnya, dalam menangani kasus-kasus KKN dan
pelanggaran HAM, perlu dilakukan  +1 S—+«1 ™ téMAddp -Jaksa Agung
dan pembantunya sampai aselon |l untuk menjamin integritas pribadi yang
bersangkutan. Selain itu, untuk mengawasi kinerja kejaksaan perlu dibentuk
sebuah komisi Independen Pengawasan Kejaksaan.

3) Pemberantasan KKNKKN merupakan penyebab utama dari tidak berfungsinya
hukum di Indonesia. Untuk memberantas KKN diperlukan setidaknya dua
cara, yaitu pencegahan preventi) dan upaya penanggulangan (represij.

Upaya pencegahan dilakukan dengan cara memberi jaminan hukum bagi
perwujudan pemerintah terbuka (open governmentiengan memberikan jaminan
kepada hak publik, seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh
akses informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak
mengajukan keberatan bila hak di atas tidak dipenuhi secara memadai.
Sedangkan upaya penanggulangan (setelah korupsi muncul) dapat dilakukan
dengan mempercepat pembentukan Badan Independen Anti Korupsi yang
berfungsi melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasus korupsi,
memperkenalkan hakim-hakim khusus yang diangkat khusus untuk kasus
korupsi (hakim adhogk dan memperlakukan asas pembuktian terbalik secara
penuh.

4) Sumbangan Terhadap Hukum Adat dan Hak Ekonblasyarakat Untuk menjamin
hak-hak masyarakat hukum adat, maka diperlukan proses percepatan di dalam
menentukan wilayah hak ulayat adat secara partisipatif. Dengan begitu, rakyat
akan mendapatkan jaminan di dalam menguasai tanah ulayat adat mereka dan
juga akses untuk mengelola sumber daya alam di lingkungan dan milik mereka
sendiri.
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5) Pemberdayaan Eksekutif, Legislatif, dan Peradildntuk lebih meningkatkan
representasi kepentingan daerah di tingkat nasional, perlu dilakukan
rekomposisi keanggotaan utusan daerah, di mana keterwakilan rakyat di
daerah secara konkret diakomodasi melalui pemilihan anggota utusan daerah
secara langsung oleh rakyat. Sistem pemilihan langsung juga dilakukan untuk
para pejabat publik di daerah, khususnya gubernur dan bupati/walikota.
Penerapan penegakan hukum dilakukan secara kontekstua | dengan
—Z—+e7—S"S—1 " Fel&ti'—enforcemensehingga keadilan memang
berasal dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) sarana pengembangan sumber daya manusia
(SDM) bagi para Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah di lingkungan
Departemen Agama memiliki peranan yang strategis dan sangat penting, terutama
dalam memahami pergeseran paradigma manajemen pemermtahan dari yang
bersifat “management by proceesienjadi * —S—SeZ -7 —+1 < ¢"1stptralisase « Z
menjadi desentralisasi, dari “reinventing governmerit menjadi “ good governante
Tentunya PNS di lingkungan Departemen Agama sebagai aparatur pemerintah
berpartisipasi aktif menjadi pelopor dan sponsor membangun masyarakat yang
bertipe good governance.

Di era pemerintahan Orde Baru, salah satu citra buruk pemerintahan ditandai
dengan saratnya pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah membuat fase
sejarah dalam kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia, sebagai kelanjutannya
muncullah reformasi. Di antara isu reformasi yang diwacanakan oleh para elite
politik adalah good governancé&konsep good governancsecara bertahap menjadi
semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat pada
umumnya. Sehingga jadilah ide good governanamenjadi suatu harapan dan konsep
yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di republik ini.

o A
Kesimpulan:
Good governancadalah pemerintahan yang baik dalam standar proses
maupun hasil-hasilnya, yang mana semua unsur pemerintahan bisa bergerak
secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat
dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses
pembangunan. Dikategorikan pemerintahan yang baik jika pembangunan
itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita
kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator
kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spiritualitasnya
meningkat dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang, bahagia, dan
penuh dengan kedamaian.

. ,/

Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda
1. Kunci utama untuk memahami good governancadalah ....

A. pemahaman D. penegakan
B. pemantauan E. progresif
C. tolok ukur
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2. Partisipasi menurut Jewell dan Siegall adalah ....
A. jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah
B. keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi
C. tindakan ikut serta dalam perencanaan
D. mengungkapkan pendapat
E. asimilasi
3. Penegakan hukum adalah ....
A. pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten
B. mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil

C. menjungjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai hidup dalam
masyarakat

1 ilwez2Se2172<S"S—1'2"7-
E. bagaikan menegakkan benang basah
4. Transparansi adalah ....
keterbukaan atas semua tindakan yang diambil oleh pemerintah
tolak ukur dan informasi
. kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan
. penguatan peran masyarakat
. akuntabilitas
5. Akuntabilitas adalah ....
A. wewenang pada suatu wilayah
B. meningkatnya kepercayaan dan kepuasan mayarakat terhadap pemerintah
C. keterbukaan atas tindakan
D. kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan
"Z2<'S"S—1¢S—eleZeS‘le’eZz-™7"
1 i1 ZeZ”%¢¢1eS—17 ®'Z—
\il SeS‘10eS+71-§oodgdvermdrmatalah ....
A. partisipasi keluarga
B. partisipasi masyarakat
C. tidak peduli pada stakeholder
D
E

moow>

. tidak berorientasi pada konsensus
. pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa
7. Bagaimana bentuk peduli pada stakeholder...
A. melayani semua pihak yang berkepentingan
B. melayani semua pihak yang tidak berkepentingan
C. melayani pihak-pihak tertentu
D. tidak melayani pihak yang berkepentingan
E. tidak melayani semua pihak yang tidak berkepentingan
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10.

P w NP

Partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan
organisasi. Pengertian di atas adalah pengertian menurut ....

A. Siegall D. Siegall Shah
B. Jewell and E. John Locke
il Z1.S—1 'S
Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil
bagi ....
A. semua pihak dengan terkecuali
B. semua pihak tanpa terkecuali
C. tidak menjunjung tinggi HAM
D. tidak memperhatikan nilai-nilai hidup
E. seluruh rakyat yang mengerti
Kunci utama untuk memahami good governancaalah ....
A. pemantauan D. tolak ukur
B. pemahaman E. progres
C. pendalaman

Soal Uraian

Jelaskan pengertianGood Governante

Jelaskan prinsip-prinsip Good Governante

Sebutkan empat generasi pemikiran HAM! Jelaskan!

Bagaimana menurut Anda jika good governanceiterapkan di dalam otonomi
daerah?

Mengapa PNS dikatakan sebagai aparatur pemerintah yang berpartisipasi aktif
dalam pelopor dan sponsor membangun masyarakat madani yang bertipe Good
Governace
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

Untuk memahami hakikat hak asasi manusia (HAM), sebelumnya akan

©'ZeS®"S—1™Z—e7>¢'S—1S00S>1Z—+S—e1°S”"i1 ZES>S1+Z —’'«'+81"S

normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan,

kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan
martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai beri kut: a) pemilik hak,

b) ruang lingkup penerapan hak, c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.%”
Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Jadi, hak merupakan
unsur normatif pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada

ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya
antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitan dengan
pemerolehan hak paling tidak ada dua teori, yaitu teori mcCloskeydan teori Joel
Feinberg .5 Dalam teori mcCloskeyinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk
dilakukan, dimiliki, dinikmati, atau sudah dilakukan. Adapun dalam teori Joel
Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari
klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai
pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian, keuntungan dapat diperoleh dari
pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti
antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam
perwujudannya. Karena itu, saat seseorang menuntut hak juga harus melakukan
kewajiban.

Istilah yang dikenal di Barat mengenai hak asasi manusia ialah right of man yang
menggantikan istilah natural right. Istilah right of manternyata tidak secara otomatis
mengakomodasi pengertian yang mencakup >’+‘+1~+1 “Kafena itu, istilah right

57 James W. Nickel,Hak Asasi ManusiaGramedia Pustaka, Jakarta, 1996.
58 James W. Nickel,lbid, 1996.

Hak Asasi Manusia




of mandiganti dengan “ human right' oleh Eleanor Roosevelt yang dipandangnya
lebih netral dan universal. Sementara itu, HAM dalam Islam dikenal dengan istilah
‘78781 Se,’—0S—1 8an«75738 T S+'¥Bduanya tidak dapat dipisahkan
atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Inilah
yang membedakan konsep Barat dengan konsep Islam. Hak asasi manusia berasal
dari istilah droits de Thome(Prancis), human right(Inggris), menslike recte(Belanda),
serta <> S(Bahasa Arab). Ada yang menyebutkan bahwa hak tersebut sebagai
fundamental.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
S$'S1 ©S51+85—1-2>7™S"S—1S—7+75S", ¢S1¢S—el S“'<le*">-Se’dls'7—
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulan
bahwa hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental
®Z2¢S+S5' 175715 —7+7>S'1 «+eS'1¢S—+1'Ss>701e" ">—Se’d1le'SeS1eS—1e"s’-
individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan
perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara
utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban,
serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.
Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban
dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah
baik sipil maupun militer) bahkan negara. Hakikat dari HAM adalah keterpaduan
antara Hak Asasi Manusia (HAM), Kewajiban Asasi Manusia (KAM), dan Tanggung
Jawab Asasi Manusia (TAM) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang
beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian
manusia secara otomatis.

2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

3. HAMtidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi
atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah
negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. %°

Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapratono (1976), hak asasi manusia adalah
hak yang bersifat asasi. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang
tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Bagi John Locke, hak
asasi melekat pada setiap manusia.

B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

Hak asasi manusia muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri,
harkat dan martabat kemanusiaannya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang
dari penguasa, penjajah, perbudakan, ketidakadilan, dan kelaliman (tirani).

5 Mansour Fakih, Z—27+8""§—1 28¢'«§—1+5—1 7-S Nambirfgun GérakarfHak Asasil 7 —« 7"
Manusia Penerbit: INSISTPress, Yogyakarta, 2003.
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Perkembangan tentang keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuan
terhadap adanya hukum alam ( — S « 7 > § yangSmenjadi cikal bakal bagi kelahiran
HAM. Hukum alam, menurut Marcus G. Singer, merupakan suatu konsep dari
prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat
manusia. Stoa menegaskan bahwa hukum alam diatur berdasarkan logika manusia,
karenanya manusia akan menaati hukum alam tersebut. Seperti diakui Aristoteles
bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya keadilan
abadi.

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di
kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Chartayang antara lain memuat
pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuatan absolut (raja yang
menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terkait dengan hukum yang dibuatnya),
menjadi dibatasi kekuasaannya dan dimulai dapat diminta pertanggungjawabannya
di muka hukum. ®*Magna Chartgelah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu,
mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadilidan mempertanggung-
“S S<"S—1"2¢'S"S—1™Z7-75"—eS'S——¢S1"Z™SeS1™Se7 -7 i

Pasal 21magna chartanenggariskan “ S>ee1S—+1¢S>"—@l10e‘Seel<«Z1 —Zelct1le'Z
and only proportion to the measures1 «*Z 1 ™ gharadpangeran dan baron akan
dihukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran
yang dilakukannya). Selanjutnya pada pasal 40 ditegaskan “... —~1~"—Z1 ’eel Z1Z—¢1
or delay, right or justice(tidak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau
menunda tegaknya hak dan keadilan). Lahirnya magna chartani kemudian diikuti
oleh lahirnya bill of rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul
pandangan (adagium)yang intinya manusia sama di muka hukum ( Z§7Se’e¢1<Z+">21
«*Z 1).%dagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan negara
demokrasi. Bill of rights melahirkan asas persamaan harus diwujudkan, betapapun
berat risiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada
hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirnya teori kontrak sosial.J.
Rosseau éosial contract theo)yteori trias politika Montesquieu, John Locke di Inggris
©Z—eS—1775"1'72"7-1"">S¢'81eS—1 ‘"—Scel Z Z>®e"—1+'1 -7Z>'"S1 Z>'"Ss
hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkanny&

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya the American
declaration of independenggng lahir dari paham Rousseau dan Montesquie.
Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya,
sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya, pada
tahun 1789 lahirlah the French declaratioriDemokrasi Prancis), suatu ketentuan
tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam «‘Z 157« Z Yamd arSarh
lain berbunyi, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena,
termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah
yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam French declaratiosudah tercakup
hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. ©2

25"72-<S—eS—1¢S—el eZc'1l @' +e—"'"S—1 SeSeBelfost—+S—1"72-72—E:

freedomslari Presiden Roosevelt pada tanggal 6 Januari 1941, yang berbunyi sebagai
berikut: ¢‘Z1 >ceel’ele>ZZ+¢ —1"¢1@™ZZE'1S—eLApM> 7@ 7 ELILYT>¢1 ‘7>

601 S—ce¢z>1 Dimensidan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukudasional dn Internasional
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

617 Sec¢'z>1 Iid I
627 Sec¢'z>1 Ioid 1.

Hak Asasi Manusia




' le>ZZe"—1"e1Z2YZ>¢1 ™7 —1¢"1 THeZMN N Al 1sit-12$¢12YZ>¢1
'@lesZZe"—1e>"-1 S—el1 "E'B8Ll>S— T ERL E]L7>rwArBErScedl 7B L
CE'L 'eelZEZ2521712Y25¢1—Se a2 $1LS7 S vt MASIF X o7 > T ¢ AT >A1 o
“reefl ‘Z1eZ>etl' 1377 —1e>"—107285bevIE/DLOBZ @S TR 1 ree1d571
sZ07E e’ " —1701S>-S—7—eele”1ZE'1ST™M 1 J&—N"—FRZEL I'SALS 242
— 77 <" >1S 2414571 “seej

Berdasarkan rumusan di atas, ada empat hak yaitu hak kebebasan berbicara
dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai
¢Z—eS—1S8S"S5S——¢S01'S"1"2<Z<S®S—1+55"1"2-"®"' —S—1eSeS-1™7
«2>720S'S1-Z—ES™S'1e'—"Sel"7"e7™MS _1¢S—+1eS-S"'"1eS—1@Z"“S'+Z>S
hak kebebasan dari ketakutan, meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga
tidak satu pun bangsa (negara) berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan
serangan terhadap negara lain%®

Selanjutnya, pada tahun 1944, diadakan Konferensi Buruh Internasional di
Philadelphia yang menghasilkan deklarasi Philadelphialsi dari konferensi tersebut
tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan
keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan atau
jenis kelaminnya, memiliki hak untuk mengejar perkembangan materiil dan spiritual
dengan bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi dan kesempatan yang samé&:

Pemikiran HAM terus berlangsung dalam rangka mencari rumusan HAM yang
sesuai dengan konteks ruang dan zamannya. Secara garis besar, perkembangan
pemikiran HAM dibagi ke dalam empat generasi.

1. Generasi pertamaerpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada
bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada
bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia
I, totaliterisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk
menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

2. Generasi keduberpendapat bahwa pemikiran HAM bukan saja menuntut hak
yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

3. Generasi ketigherpendapat bahwa keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah
sejak dimulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu
selesai. Agaknya pepatah kuno*“justice delayed, justice deny&tap berlaku untuk
kita semua.

4. Generasi keempatipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada
tahun 1983, melahirkan deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut Declaration
of The Basic Duties of Asia People and Governnigeklarasi ini lebih maju dari
rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi
juga berpihak pada terciptanya tatanan sosial dan keadilan.

C. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA

Pemikiran HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang hidup
di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama.
Secara garis besar Prof. Bagir Manan dalam bukunyaPerkembangan dan Pengaturan
HAM di Indonesia,membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam

631 S—ce¢z>1 Ibi1998.1
64 Mansoer Fakih, Ibid, 2003.
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dua periode: sebelum kemerdekaan (1908—-1945) dan sesudah kemerdekaan (1945—
sekarang).

1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

Sebagai organisasi pergerakan, Boedi Oetomo telah menaruh perhatian terhadap
masalah HAM. Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo
telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat
melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial dan dalam tulisan
yang dimuat di surat kabar Goeroe Desd@entuk pemikiran HAM Boedi Oetomo,
dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

2. Periode Sesudah Kemerdekaan (1945-Sekarang)
a. Pada masa awal periode

Ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang
HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang
perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan
HAM untuk wilayah Asia.

b. HAM tahun 1970-1980

Pemikiran elite penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya
terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik sangat bertentangan
dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada
periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum
yang umumnya restriktif terhadap HAM.

c. HAM tahun 1990-sekarang

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap,
yaitu tahap status penentuan (prescriptive statusdan tahap penataan aturan secara
konsisten (rule consistent behavipr

D. BENTUK-BENTUK HAK ASASI MANUSIA

Prof. Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori, yaitu hak sipil ,
hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri atas hak diperlakukan
sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok
anggota masyarakat tertentu, serta hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri
atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka
umum. Hak ekonomi terdiri atas hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak
perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial dan budaya terdiri
atas hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak
memperoleh perumahan dan pemukiman.

65 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonegigasan Hak Asasi Manusia,
Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung, 2001. Hal. 28.

Hak Asasi Manusia




Prof. Baharudin Lopa, membagi HAM dalam beberapa jenis, yaitu hak persamaan
dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan
pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak
anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama,
hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh
kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, dan
hak tahanan dan narapidana.®®

Dalam deklarasi universal tentang HAM (Universal Declaration of human rights)
atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi ke dalam
beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak
jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan
adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), serta hak ekonomi, sosial, dan
budaya.

E. NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA

Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada tiga teori yang dapat
¢'Se’"S—1"7>S—+"S1 S—Se @’ e rehlstieztheord, tedri>2IStwieS oo 1 O
kultural (cultural relativisme theory dan teori radikal universalisme (radical
universalismé (Davies Peter, 1994).

Wacana atau perdebatan tentang nilai-nilai HAM, apakah universal (artinya
nilai-nilai HAM berlaku umum di semua negara) atau partikular (artinya nilai-nilai
HAM pada suatu negara sangat kontekstual yaitu mempunyai kekhususan dan
tidak berlaku untuk setiap negara karena ada keterkaitan dengan nilai-nilai kultural
yang tumbuh dan berkembang pada suatu negara), terus berlanjut.

©S1¢°¢81¢7275'1¢S—+1eS™Se1e'Se’"S—1"7>5—+"S1S—Se &’'cei

1. Teori Realitas

Teori realitas mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia
yang menekankan self interestdan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis.
Dalam situasi anarkis, setiap manusia saling mementingkan dirinya sendiri,
sehingga menimbulkan chaosdan tindakan tidak manusiawi di antara individu
dalam memperjuangkan egoisme dan self interesinya. Dengan demikian, dalam
situasi anarkis, prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak
dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi situasi ini, negara harus mengambil
tindakan berdasarkan ™ ~ darisecurityyang dimiliki untuk menjaga kepentingan
nasional dan keharmonisan sosial. Tindakan yang dilakukan negara seperti di atas,
tidak termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran HAM oleh negara.

2. Teori Relativitas Kultural

Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya
bersifat partikular (khusus). Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat
e"7Sel eS—1™Z® "8l @Z'’ —e+S1<Z>¢5"71 2071 ™MSeS1 ®@2S71 —Z-
penerapan HAM, menurut teori ini ada tiga model penerapan HAM yaitu:

66 Baharuddin Lopa, Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum @amlindungan Hak Asasi Manusja
Yarsif Watampone, Jakarta, 1999.
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a. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik, dan hak
pemilikan pribadi.
Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan hak sosial.

Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri
(self determinatiopndan pembangunan ekonomi.

Model pertama banyak dilakukan oleh negara-negara yang tergolong dunia
maju, sedangkan model kedua banyak diterapkan di dunia berkembang, dan untuk
model ketiga banyak diterapkan di dunia terbelakang.

3. Teori Radikal Universalisme

Teori ini berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah
<Z>'*Se1 7—'YZ>008¢1 ¢S—1 ¢’¢S"1 "eS1 ¢'—"¢’ "Se’'l 7—e2"1 -7Z—C¢Zc
perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Teori ini juga menganggap hanya ada
satu paket pemahaman mengenai HAM bahwa nilai-nilai HAM berlaku sama di
semua tempat dan di sembarang waktu serta dapat diterapkan pada masyarakat
berlatar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman
dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku sama dan universal bagi semua
negara dan bangsa.

Dalam kaitan dengan ketiga teori tentang nilai-nilai HAM itu, ada dua arus
pemikiran atau pandangan yang saling tarik-menarik dalam melihat relativitas
nilai-nilai HAM: strong relativistdan Z S” 1 > Z « SSttéhgoeelativist beranggapan
bahwa nilai HAM dan nilai-nilai lainnya secara prinsip ditentukan oleh budaya dan
lingkungan tertentu, sedangkan universalitas nilai HAM hanya menjadi pengontrol
©S>'1—"¢S’,—"eS’1 1¢S—e1e'eS®S>'17¢Z'1<¢7+S5¢S17"S+18S
Berdasarkan pandangan ini, diakui adanya nilai-nilai HAM lokal (partikular)
dan nilai-nilai HAM yang universal. Adapun Z S 1 57« $nenvbar pénekanan
¢S S1—"¢S",—'+S’'1 1<Z>0'*Sel17—"YZ>0Se1eS—107s’s17—e7"1s" =70 "¢
pertimbangan budaya tertentu. Berdasarkan pandangan ini, tampak tidak adanya
pengakuan terhadap nilai-nilai HAM lokal, tetapi hanya mengakui adanya nilai-
nilai HAM universal.

Keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu
keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan
menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara
individu dan pemerintah.
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Kesimpulan:

Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat
kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati,
©'SeS81eS—1e'e’—e7—e'1707'1@Z’S™L’ —e'V'+281-S®¢S>5"Se1S5S71-
demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan
yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati,
melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung
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jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil
maupun militer) bahkan negara. Hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara
hak asasi manusia (HAM), kewajiban asasi manusia (KAM), dan tanggung
jawab asasi manusia (TAM) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.

Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda
1. Pengertian HAM adalah ....
hak yang dimiliki manusia sejak lahir
hak untuk semua manusia
sesuatu yang harus dimiliki manusia
hal yang ada atau melekat pada manusia
hak yang dimiliki oleh sekelompok manusia
2. Berikut ini yang merupakan contoh pelanggaran HAM adalah ....
. terjadinya tawuran
. terjadinya korupsi
. penganiayaan
. kekerasan dalam rumah tangga
. mahasiswa yang aktif dalam kegiatan
3. Tujuan HAM adalah ....
untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh manusia
untuk memenuhi kebutuhan manusia
. untuk menerapkan hal-hal yang dimiliki manusia
. untuk melengkapi kehidupan manusia
untuk menerapkan hak-hak manusia
4. Tiga unsur yang menyatu dalam pengertian dasar hak adalah ....
A. pemilik hak, ruang lingkup penerapan, benda
B. penerima hak, benda, ikrar hak
C. pemilik hak, ikrar hak, penerima
D. penerima, ikrar hak, penerapan
E. pemilik hak, ruang lingkup

5. Pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dan dinikmati. Pernyataan
tersebut merupakan teori ....

MoO@>EmMOO0® >

moow>»

A. Martin Luther King D. Mc. Closkey
B. Joel Feinberg E. Revolusi
C. James W.

6. Tokoh yang mengganti istilah right of mandengan human rightadalah ....
A. Franklin Delano Roosevelt
B. Eleanor Roosevelt
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C. Charles |
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E. Raja Louis XVI
S—eeSe1¢S—el1eZES>S1-"— haZpereSpdan SeduhBadalab S 1
A. 10 Maret D. 15 Agustus
B. 10 Agustus E. 19 Maret
C. 8 Maret
Pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan hak-hak sosial,
ekonomi, politik dan budaya, merupakan perkembangan pemikiran HAM
pada generasi ....
A. pertama D. keempat
B. kedua E. kelima
C. ketiga
Tanggal dirumuskan hak asasi manusia oleh PBB adalah ....
A. 5 Maret 1966 D. 10 Desember 1948
B. 10 Oktober 1948 E. 14 Agustus 1941
C. 12 Oktober 1947
Pada tahun 1975 di Mexico City diselenggarakan konferensi dunia yang
sedianya akan menyusun kerangka kerja dunia tentang ....
A. berpendapat D. buruh
B. perempuan E. kerja paksa
C. anak
Soal Uraian
Bagaimana sejarah HAM dan pemikiran HAM?
Jelaskan perbedaan nilai HAM lokal dan HAM universal!
Sebutkan pengertian HAM dan ciri-ciri pokok hakikat hak asasi manusia!
Apakah penerapan hukum hak asasi manusia di Indonesia sama dengan di
negara lain?
Bagaimana jika HAM dimasukkan ke dalam metode pendidikan di negara

maju?
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Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pen didikan pancasila dan
kewarganegaraan

A. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani atau civil societyberasal dari terjemahan istilah Latin, civilis
societasmula-mula dipakai oleh Marcos Tullios Cicero (106—-43 S.M), seorang orator
dan pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu pada gejala budaya perorangan
dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik
(political society)yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup.
Adanya hukum yang mengatur pergaulan antarindividu menandai keberadaban
suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti itu, pada zaman dahulu
adalah masyarakat yang tinggal di kota.

Dalam kehidupan kota, penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah
satu bentuk hukum sipil 0 E 'Y’ +deb&gaiil dasar dan yang mengatur kehidupan
bersama. Bahkan dapat dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil
itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.

Rahardjo®” menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari
bahasa Inggris,civil societylstilah civil societysudah ada sejak Sebelum Masehi. Orang
yang pertama kali mencetuskan istilah ini ialah Marcos Tullios Cicero. Civil society
menurut Marcos Tullios Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti
yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan
konsep civility (kewargaan) dan urbanity (budaya kota), maka kota dipahami bukan
hanya sekadar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan
kebudayaan.

Pada zaman modern, istilah itu diambil dan dihidupkan lagi oleh John Locke
(1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) untuk mengungkapkan pemikirannya
—Z—7—S"1-S®¢S>5S"Sel1eS—1™ ']l "E"Z212-™MS-S—¢S81-Z—+7Z —"
sipil sebagai “masyarakat politik” (political society)Pengertian tentang gejala tersebut

67 Lihat Sutjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum Nasional dan Perubahan Saaédm Identitas Hukum
Nasional,Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 1997. Hal. 17-24.
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dihadapkan dengan pengertian tentang gejala “otoritas paternal” (peternal authority)
atau “keadaan alami” (state of nature3uatu kelompok manusia. Ciri masyarakat sipil
yaitu terdapatnya tata kehidupan politik yang terikat pada hukum, juga adanya
kehidupan ekonomi yang didasarkan atas sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya
kegiatan tukar-menukar atau perdagangan dalam suatu pasar bebas, demikian
pula terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk menyejahterakan dan
memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah beradab.

Masyarakat politik itu sendiri merupakan hasil dari suatu perjanjian
kemasyarakatan (sosial contract)suatu konsep yang dikemukakan oleh Rousseau,
7">S—e1 ezl ® " ® ' S*1S®S*l >)S—E'®e1ScS+1”Z,WAil Se¢S-1™Z5"S
tersebut, anggota masyarakat telah menerima suatu pola perhubungan dan pergaulan
bersama. Masyarakat seperti ini membedakan diri dari keadaan alami suatu
masyarakat. Dalam konsep Locke dan Rousseau belum dikenal pembedaan antara
masyarakat sipil dan negara. Karena negara, lebih khusus lagi, pemerintah, adalah
bagian dan salah satu bentuk masyarakat sipil. Bahkan, keduanya beranggapan
bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil, yang membedakan diri dari
masyarakat alami atau keadaan alami.

Menurut cendekiawan muslim yang gigih memperjuangkan pembentukan
masyarakat madani, Nurcholis Madijid, istilah madani mengacu pada madinah. Kata
ini berasal dari kata dasar “dana-yadinu”, yang berarti tunduk, patuh, atau taat.
Dari kata dasar inilah terambil kata “din” untuk pengertian “agama”, yaitu ikatan
ketaatan. Jadi istilah masyarakat madani yang mengacu pada kata madinah (kota)
mengandung dalam dirinya konsep pola kehidupan bermasyarakat (bermukim)
yang patuh, yaitu pada hukum, dalam hal ini hukum Allah, sebagaimana dipegang
agama Islam, jadi God-centered

Perbincangan tentang masyarakat madani di negara kita pada akhir-akhir ini
menjadi marak bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pembicaraannya
bukan hanya di kalangan akademisi melalui berbagai pertemuan ilmiah, melainkan
juga dikemukakan oleh para politisi dalam berbagai forum politik. Para pejabat
kita juga sudah mulai latah bicara tentang hal ini dalam berbagai pidato dan
sambutannya seperti dalam pidato kepresidenan, dalam Sidang Umum MPR,
dan pada peringatan hari besar keagamaan. Mereka berbicara menurut visi dan
pandangannya sendiri yang terkadang bertentangan satu sama lain. Sehingga secara
sadar atau tidak kita telah bersepakat bahwa masyarakat madani adalah suatu
masyarakat yang berperadaban bebas dalam berpendapat tanpa adanya intervensi
©S$5>7'10728581<Z>™Sse’@" ™MS®’1eSeS-1-72—7—22"S—1"2¢S"S—08100Z<S+S
selalu bersatu dalam membangun kemajuan bangsa.
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kondisi sosial kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat
madani merupakan bangunan tema terakhir dari sejarah bangsa Eropa Barat.
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kajiannya di kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. la mengatakan bahwa yang
dimaksud masyarakat madani merupakan suatu yang berkembang dari sejarah,
yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka
bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.
Jadi, masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga
dan kekuasaan negara.
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Kedua,Han-Sung-Joo mengatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah
kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu.
Perkumpulan sukarela yang terbatas dari negara suatu ruang publik yang mampu
mengartikulasi isu-isu politik. Gerakan warga negara yang mampu mengendalikan
diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan
budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk pada akhirnya akan
terdapat kelompok inti dalam civil society

Ketiga, Kim Sun Hyuk mengatakan yang dimaksud masyarakat madani
adalah suatu satuan yang terdiri atas kelompok-kelompok yang secara mandiri
menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif.

Secara global dari ketiga batasan di atas dapat ditarik benang emas, bahwa
masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri
secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, yang memiliki ruang publik dalam
mengemukakan pendapat, serta adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat
mengeluarkan aspirasi dan kepentingan publik.

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT MADANI

Menurut Aristoteles (384—322), masyarakat madani dipahami sebagai sistem
kenegaraan dengan menggunakan istilah kolonia politik (sebuah komunitas politik
tempat warga dapat terlibat dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan
pengambilan keputusan).

Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcos Tullios Cocerp (106-43) dengan
istilah Societis Civilieg/aitu sebuah komunitas yang lain, tema yang dikedepankan
oleh Marcos Tullios Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara kota (city state),
yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota, dan bentuk lainnya sebagai kesatuan
yang terorganisasi.

Pada tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam
Fergoson dengan mengambil konteks sosiokultural, Fergoson menekankan
masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Paham
ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial akibat revolusi industri dan
kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu.

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana masyarakat madani yang memiliki
aksetuansi dengan sebelumnya. Konsep ini memunculkan Thomas Paine (1737-1803)
yang menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang
memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggap sebagai antithesis
dari negara. Dengan demikian, masyarakat madani menurut Thomas Paine adalah
ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang
bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan.

Perkembangan wacana civid society selanjutnya dikemukakan oleh G.W.F
Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883), dan Antonio Gramsci (1891-1837).
Wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan
kepada masyarakat madani elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih
merupakan sebuah reaksi dari model pemahaman yang dilakukan oleh Paine (yang
menganggap masyarakat madani sebagai bagian terpisahnya dari negara). Menurut
Hegel, masyarakat madani merupakan kelompok subordinatif darinegara, sementara
pendapat Ryaas Rasyid erat kaitannya dengan fenomena masyarakat borjuis Eropa
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melepaskan diri dari dominasi negara.

Adapun Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai masyarakat borjuis
dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala
bagi pembebasan manusia dari penindasan, sedangkan masyarakat madani menurut
pemahaman Gramsci adalah pemberian tekanan pada kekuatan cendikiawan yang
merupakan faktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik.

C. KARAKTER MASYARAKAT MADANI

Istilah masyarakat madani, dalam bahasa Inggris dikenal dengan civil society
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dengan istilah societies civiliyang identik dengan negara. Dalam perkembangannya,
civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama
bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara
serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.
Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada
dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis atau religius. Dalam
kaitan pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia
perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan
religius dengan bercirikan iman dan takwa (imtak), kritis argumentatif dan kreatif,
berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat
Bhineka Tunggal Ikaberorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih
calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi media massa secara kritis dan objektif,
berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi
saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara
sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa
mendatang, dan sebagainya.

Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut.

1. Free public spherguang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses
penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan
secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta
memublikasikan informasi kepada publik.

2. Demokratis yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi
sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan
demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran
pribadi, kesetaraan, dan kemandirian, serta kemampuan untuk berperilaku
demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang
lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi
yang meliputi:
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e. partai politik.
3. Toleransj yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan

politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling
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menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh
orang/kelompok lain.

4. Pluralisme yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang
majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif
dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Mahakuasa.

5. Keadilan sosial (sosial justiceyaitu keseimbangan dan pembagian yang
proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap
lingkungannya.

6. Partisipasi sosialyaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari
rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga
masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung
jawab.

7. Supremasi hukunyaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan.
Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, setiap orang memiliki
kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani
di Indonesia di antaranya:
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4. tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang
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6. kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman,
pemberdayaan civil societyperlu ditekankan, antara lain melalui peranannya sebagai
berikut.

1. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan
dan pendidikan.

2. Sebagai advokasi bagi masyarakt yang “teraniaya”, tidak berdaya membela
hak-hak dan kepentingan mereka (masyarakat yang terkena pengangguran,
kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak, dan lain- lain).

3. Sebagai kontrol terhadap negara.

4. Menjadi kelompok kepentingan (interest groupatau kelompok penekan (pressure
group).

Masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara
negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dalam ruang lingkup tersebut,
terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari
sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Misalnya berupa perjanjian,
koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi
lainnya.

Karakteristik masyarakat madani diperlukan persyaratan-persyaratan yang
menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Masyarakat madani

“2¢S1'S>2001-Z-™Z7—¢S'1™ S5 ™'eS51 ™7 _75"81"S>Z—S1cZse72—e0e’'1-

Masyarakat Madani




penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat
yang tertindas.

Hubungan antara masyarakat madani dan demokratis, menurut Dawam,
bagaikan dua sisi mata uang yang keduanya bersifat koeksistensi. Berkembangnya
masyarakat madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM
dan pengekangan kebebasan berpendapat, berserikat, dan kebebasan untuk menge-
luarkan pendapat di muka umum, kemudian dilanjutkan dengan munculnya
berbagai lembaga nonpemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian dari sosial
kontrol.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Mayarakat madani (civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang
beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

2. Masyarakat madani terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan
prinsip-prinsip demokrasi dengan baik.

3. Karakteristik masyarakat madani adalah:
a. free public spher@>7S —e1™7¢e’"1¢S—e1<Z<Scelio
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g. supremasi hukum.
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Kesimpulan:

Menurut cendekiawan muslim yang gigih memperjuangkan pembentukan

masyarakat madani, Nurcholish Madjid, istilah “madani” mengacu pada

“madinah”. Kata ini berasal dari kata dasar “dana-yadinu”, yang berarti tunduk,
patuh, atau taat. Dari kata dasar inilah terambil kata “ din” untuk pengertian
“agama”, yaitu “ikatan ketaatan”. Jadi, istilah “masyarakat madani” yang

mengacu pada kata “madinah” (kota) mengandung dalam dirinya konsep pola
kehidupan bermasyarakat (bermukim) yang patuh, yaitu pada hukum, dalam
hal ini hukum Allah, sebagaimana dipegang agama Islam.

J

Soal Latihan

I.  Soal Pilihan Ganda

1. Nama lain dari masyarakat madani adalah ....
A. civil education D. civil pluralis
B. civil society E. civil democratic
C. civil cultural
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Dalam free public spheréndividu bebas dalam posisinya yang setara mampu
melakukan transaksi wacana dan praktis politik tanpa distorsi.

Tokoh yang mengemukakan pernyataan di atas adalah ....
A. Aristoteles D. Jhonstallin

B. Karl Marx E. Napoleon

C. Arent dan Habermas

Penentuan keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan
kewajiban adalah ....

A. karakteristik masyarakat madani

B. pilar penegak masyarakat madani

C. pengertian masyarakat madani

D. kajian teoretis masyarakat madani

E. sistematika masyarakat madani

Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil societyadalah ....

A. Aristoteles D. Napoleon
B. Marcos Tullios E. Karl Marx
C. Jhon Stallin

Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia antara lain
sebagai berikut, kecuali....

A. kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
B. masih rendahnya pendidikan politik masyarakat

C. kondisi ekonomi nasional yang stabil pasca krisis moneter

D.

tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang
terbatas

E. pemutusan hubungan kerja sepihak dalam jumlah yang besar

Rahardjo menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari
bahasa ....

A. Inggris D. Jerman
B. Yunani E. Mandarin
C. Jepang

Dalam kajian masyarakat madani bisa diartikan berikut ini, kecuali....

A. masyarakat sipil

B. masyarakat beradab

C. masyarakat kewarganegaraan

D. masyarakat berbudaya

E. masyarakat majemuk

Di bawah ini yang merupakan karakteristik masyarakat madani adalah ....

A. kompromi D. free public sphere
B. monopili E. estetis
C. konspirasi
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Berikut ini yang termasuk pilar-pilar penegak masyarakat madani adalah ....
. adanya balai musyawarah

. adanya LSM

. adanya keadilan sosial

. demokratis

. toleransi

Berikut ini ciri-ciri terbentuknya masyarakat madani, kecuali....
A. diakui dan dilindungi hak-hak individu

. ada ruang publik yang relevan

. adanya gerakan kemasyarakatan

. adanya kelompok inti di antara kelompok pertengahan

. berserikat untuk bersatu

moow>
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Soal Uraian
Jelaskan sejarah lahirnya masyarakat madani!
Jelaskan ciri-ciri karakteristik masyarakat madani!

Bagaimana jika Indonesia menjadi negara maju? Apa dampak negatif dan
positif terhadap masyarakat dan sistem perekonomian Indonesia?

Bagaimana dampak bagi Indonesia jika 25 tahun mendatang Indonesia tidak
berubah dari segi ekonomi?

Jika dalam salah satu karakteristik masyarakat madani tidak berjalan dengan
baik, contohnya dalam supremasi hukum, apa yang akan terjadi?

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2001. Pelaksanaan Otonomi Luakakarta: Rajawali.

Asep Sulaiman. 2012. Z—e«’¢’"S—1 S—ESoe’+*S1 «SBaruidg:Padiiah- 7+ S>SS —
Production.

Azra, Azyumardi. 2008. Z —-«’'+'"S—1 ZJ&kasts: Preriatla Media Gorup.

S'e’S>81 Z—+¢Teokoy \Bari 1Politik Islam: Pertautagama, Negara dan
Demokrasi, KontruksiYogyakarta: Galang Press.

Budiarjo, Miriam. 1987. Dasar-Dasar llmu PolitikJakarta: Gramedia Pustaka Media.

DEA. Prihatmoko Joko J. 2005.Pemilihan Kepala Daerah Langsunyogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Diponolo, G.S. 1975.1lmu Negara, Jilid 1Jakarta: Balai Pustaka.

Harman, Beny K. dan Hendardi (edt). 1991. Konstitusionalismd®eran DPR dan Judicial
Z Y’ ZJakarta: YLBHI dan JARIM.

Hikam, Muhammad AS. 2000. '3'‘1 Z S»>«S— Zal&sts: $BPM II.

Idrus, Junaidi. 2004. Rekontruksi Pemikiran Nurkholish MadjiMembangun Visi dan
Misi Baru Islam, Indonesialogjakarta: Logung Pustaka.

Ikatan Dosen Pendidikan Kewaganegaraan Sulawesi. 2002. Z—+’¢’'"S—1 7 S5+S,
negaraan Peguruan Tinggvlakasar.

Ismail, Faisal. 1999.Ideologi Hegemoni dan Otoritas AganVilacana Ketegangan Kreatif
Islam dan Pancasil&logyakarta: Tiara Wacana.

Iswara, F, 1990.llmu Politik. Jakarta: Bina Cipta.
Igbal, Muhammad. 2001. '§’'‘1 '¢SeS‘Al ~—+Z"«zFktikdSam . Jakartas> ' —
Gaya Media Pratama.

Joko J, Prihatmoko. 2005.Pemilihan Kepala Daerah Langsungogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Kaelani, MS. 2004 Pendidikan Pancasil&rogyakarta: Paradigma
Kaelani, MS. 1999 Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegarasngyakarta: Paradigma.
Kansil, C.S.T. 2001limu Negara Umum dan Indonesidakarta: PT. Pradnya Paramita.

Koerniatmanto, Soetraprawiro. 1987. Konstitusi, Pengertian danPengembangan.
Jakarta: Gramedia.

Koswara, E. 2001.0tonomi Daerah untuk Demokrasi dé¢emandirian RakyatJakarta:
Yayasan Fariba.

Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. 1985. Hukum Tata Negara, Indonesidakarta:
CV. Sinar Bakti.

Lubis M. Solly. 1982. Asas-Asas Hukum Tata Negarfdandung: Alumni.

Mac Andrews, Cohin dan Ichlasul Amal. 2001. Hubungan Pusat darDaerah dalam
PembangunanJakarta: Rajawali.

MacAnderws, Cohin and Ichlasul Amal. 2001. Hubungan Pusat darDaerah dalam
Pembangunanlakarta: Rajawali.

Mac Anderws, Cohin and Ichlasul Amal. 2001. Hubungan Pusat darDaerah dalam
Pembangunanlakarta: Rajawali.

Daftar Pustaka




Madjid, Nurhcholis. 1995. ¢S—-S1¢S—1 7¢S>S1+¢S¢S—-1 ®+S-61 7Z-SS*
"¢S®eS'1l 7——"1+SeS-1 7¢'¢1 7—S S>1 SE-8"1QF +GarS=
dalam Sejarahlakarta: Paramadina.

S S>'e81 ‘=Se+1 ¢S Isldmart Mdsalah Kenegaraan, Study tentang Peraturan
dalam KonstituanteJakarta:LP3ES

Mahfud, Md, Moh. 1993. Dasar dan Struktur Ketatanegaraamdonesia Jakarta:
Rajawali.

Mahfud, MD, Moh. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gema
Media.

Miriam Budiarjo. 1986. Dasar-Dasar limu PolitikJakarta: Gramedia.

7£S S$>8 'S —«>SHAW dalgiDunia Tata BaruBandung: Mizan.
Nadir, Ahmad. 2005. Pilkada Langsung dan Masa DepBemokrasiMalang: Averoes.
Nadir, Ahmad. 2005. Pilkada Langsung dan Masa DepBemokrasi Malang: Averoes.
Nainggolan, Zainuddin S. 2000. Inilah Islam.Jakarta:
Pramudya, Willy, Cak Munir. 2004. Engkau Tak Pernah Perglakarta: Gagas Media.
Radjab, Suryadi. 2002 Dasar-Dasar Hak Asasi Manusidakarta: PBHI.
Riyanto, Astim. 2000. Teori Konstitusi.Bandung: Yapemdo.

¢S 'Z281 —71 Z— B8 PedédnatianBaridung: CV Mandar Maju.
Sri Soemantri. 1987.Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Disert&andung:

Alumni.

Surbakti, Ramlan. 2001. Otonomi Daerah Seluas-luasnya dan FakRendukungnya.
Jakarta.

Thaha Idris. 2004.Demokrasi Religius: Pemikiran Politik NurchoN&adijid dan M. Amien
Rais.Jakarta: Penerbit Teraju.

Thaib, Dahlan, dkk. 1999. Teori Hukum dan Konstitusi. $”7S8>¢8/A1 1 S$“S1 >8 —«"1

Persada.

Tim Penyusun. 2001. Z—s+'+'"S—1 Z S>eSlakareS @d&nedid Pustaka
Utama.

Tim Dosen l?endidikf:m _Kewarganegaraan UNM Makasar. 2001. Pendidikan
Z S>eS—ZMalkasar—i1

Ubaedillah, Ahmad dan Abdul Rojak. 2008. Civic Education. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Urbaningrum, Anas. 2004. Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholisfladjid. Jakarta:
Penerbit Republika.
UU No. 22 Tahun 1999.Tentang Penyelenggaraan Pemeriniaderah

UU No. 25 Tahun 1999.Tentang Perimbangan Keuangan ant&amerintahan Pusat dan
Daerah.

UU RI No. 20 Tahun 2003.Tentang Sistem Pendidikan Nasional. $”S>«Sfi1 '—S>1 »>S " Si

UU No. 5 Tahun 1974.Tentang Pokok-Pokok Pemerintahamderah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1

1.

Z

el

o7

S

G



TENTANG PENULIS

Asep Sulaiman lahir di Sukarasa Desa Sukasenang
Bayongbong Kabupaten Garut, 1 April 1967, dari pasangan ibunya
Nyonya Hj. Siti Angrum (alm) dan ayahnya H. Aceng Atori (alm).
Pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Djati, S2 (2003) dan S3
(2010) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Pengalaman kerja dari tahun 2000-2003 menjadi guru
Madrasah Aliyah (MA), 2004—2006 menjadi pengawas madrasah,
2007—sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Buku daras ini disusun untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa
dan pembaca sebagai referensi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (Civic Education di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dapat
dipergunakan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) negeri dan swasta lainnya.

Karya ilmiah lainnya, di antaranya Pengembangan Model Pelatihan Berbasis
Masyarakat bagi Santri, Studi tentang Ramie di Pontren Darusalam Garut, dan
Peran Keteladanan Kyai dalam Menerapkan Nilai Disiplin di Pondok Pesantren
Darul Argam Garut. Penulis juta pernah menjadi pembina pada Pelatihan Keluarga
Sakinah oleh Lembaga Pengkajian Penerapan dan Penegakan Syariat Islam (LP3SYI)
di Kabupaten Garut.
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